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penulis dapat menye!esaikan tesis yang disusun guna memenuhi sebagian 

persyaratan dalam untuk memperoleh gelat Magister Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, dengan judul: Paradigma Baru Hukurn 

Pcrtambangan Indonesia; MeJtgganti Sistem Kontrak Karyn Dalam Kegiatan 

Usaha Pertambaugan MineraL 

Tesis ini membahas dan meneliti paradigma baru hukum pertambangan 

minerai dan batubara di Indonesia dengan fokus pada digantinya sistem kontrak 

karya, dengan sistem barn yaitu Jzin Usaha Pertambangan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan 

Batubara. Penulis melakukan penelitian ini setidak~tidaknya karena empat alasan. 

Pertama, legal certainty atau kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk 

datangnya modal asing ke suatu negara, disamping faktor economic oporl:mity 

(kesempatan ekonomi) dan political stability (stabilitas politik)" Kedua, sistem 

hukum terdiri dari substansi aparatur dan budaya hukum. Dimana ketiga unsur ini 

sarna perannya menciptalmn predictability, stability dan f.:7imess. Ketiga, dengan 

perkemhangan dunia pertambangan mineral dan batubara nasional maupun 

internasional, maka dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di 

bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan 

mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andaJ~ transparan. 

berdaya saing, efislen, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan 

nasional secara berkelanjutan. Dan Keempat hukum pertambangan baru di 

Indonesia berkaitan dengan digantinya sistem kontrak karya mempunyai tujuan 

dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaL 

Secara teoritis penelitian ini berupaya untuk member! retevansi keilmuan 

dan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah-masalah hukum 

dalam bidang pertambangan mineral dan batubara daJr hukum-hukum yang terkait 

dengan sektor pertambangan~ khususnya yang berubungan dengan digantinya 

sistem Kontrak: Karya menjadi sistem Perizinan dalam memberikan kepastian 

iv 
Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara untuk rnencapai 
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ABSTRAK 

Nama : Viktor t Suripatty 
Program Studi : Hukum Ekonoml 

Judul : Paradigma Barn Hukum Pertambangan Indonesia; 
Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan 
Usaha Pertambangan MineraL 

Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman 
modal asing da!am bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai 
pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma 
hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang~undang barn 
yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang­
Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang 
memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis 
ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak 
karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinstp perijinan 
dengan Izin U:saha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar~dasar hukum 
pertambangan mineral, latar belakang hokum pertambangan Indonesia dan sistem 
hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik 
ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan 
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 T entang Pertamhangan Mineral dan Batubara 
yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar~besar kemakmuran rakyat Metode 
penelitian yang digunakan da!am penulisan tesis ini adalah metode yuridis 
normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitiru1 ini menyimpulkan bahwa 
rnengganti konrak karya dengan izin belum dapat menjamfn kepastian hokum 
dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum 
pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum 
dapat dicapai. 

Kata kunci: Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya, Izin 
Usaha Pertambangan. 
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ABSTRACT 

Name • Viktor I. Suripatty 
Study Program : Economic Law 

Title : New Paradigm of Indonesian Mining Law; 
Replacing Contract of Work System on Minerai 
Mining. 

Indonesia bad a mining law system to regulate foreign investment on mining which 
was contract of work system, starting on year 1967 to 2008. On the year 2009, 
there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in 
regulating mineral and coal mining business. The law is Law of the Republic of 
Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a 
licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of 
Indonesian mining Jaw on the changing of contract of work system with new 
mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the basic of 
mineraJ law. backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legal 
system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on 
the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of 
giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is 
juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing 
contract of work with licensing sistern has not resulted on certainty of Iaw on 
mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by 
this law will not be achieved yet. 

Key words: Mineral and Coal Minin8> Contract of Work, Mining License. 
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1.1. Latar Belakang 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara. yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia, 1 

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negara dan hak penguasaan 

negara berisi wewcnang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi penelolaan 

atau pengusahaan bahan gatian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2 Kegiatan usaha pertambangan mineral dan 

hatubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, 

minyak dan gas bumi serta air tanah, yang mempunyai peranan penting dalam 

memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. 3 

Sejak Mijmvet 1899 dan hingga Indonesia merdeka, peraturan perundang­

undangan di sektor pertambangan ini tidak mengalami perubahan berarti. Peraturan 

di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian ketika terbit Undang­

Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokokPertambangan Umum4 

Sejak kemerdekaan, terlebih setelah Pemerintah Orde Baru melahirkan UU No. 11 

Tahun 1967, perJahan tapi pastl pertambangan menjadi sektor yang menarik 

1 Bahan tantbaog atau gatian itu, melipnti emas, pernk:, tcmbaga, minynk dan gas bunl.i, 
batu barn dan lain~lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu lOnl l.ahun,. Indonesia adalah 
penghasll timah nomor dua dunia. Nikel dengan 96 ribu ton per bhun Indonesia adaJah penghasil 
nomor lima di dunla. Tembaga: dengan 842 ribu ton per tahun adalah nomor lima dunia dan unruk: 
batu bam dan emas Indonesia adalah nomor 7 dunia. Lihat Simon F. Sembiring, Jalan JJaru Untuk 
Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Btmgsa, (Jakarta: Gtamedia, 2009) hlm. 3. 

2 Mineral dan batubaril yang terkandung dalam 'vilayah huknm pettambangan Indonesia 
merupakan kekayaan a!am tak terbarukan sebagai karonia Tuhan Yang Maha Esa yang mempWlyai 
peranau penting dalam memcnuhi lmjat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya hams 
diknasai oleh Negara untuk: memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam 
usaba rnencapai kernakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Lihat Konsideran 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 TahWl 2009 Tentang Pcrtambangan Mineral 'E'-m 
Batubara (UU Pertamba:ngan Mineral dan Batubrua). 

3 Konsideran Undang-Unda:ng Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral Dan Batubam (UU Pertambangan Mineral dan Batubara). 

4 Simon Scmbiri.ng, op.ciL, hlm.. 26. Undang-Undang No. II Tahun 1%7 Tentang Pokok­
pokok Pertambangan Umum ini sendiri kcluar setelah rnuncot UU No. 1 Tahun 1%7 tentang 
Penanaman Modal Asing (PMA). 
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2 

sekaligus sensitlf bagi publik. Menarik karena berkontrlbusi secara signifikan 

terhadap Penerimaan Negara dan kian disorot bila harga komoditas dunia 

melonjak. tapl juga sensitif karena ekses negatif terhadap lingkungan serta 

pandangan habwa pertambangan betum memberi keuntungan maksimaf bagi 

seluruh slakeholders seperti yang diharapkan~ bahkan banyak melakukan 

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).' 

Secara intemaslona~ hukum-hukum negara-negara, khususnya negara-negara 

berkembang yang ekonominya berlandaskan kekayaan alam1 yang mengatut 

bidang pertambangan saat ini mengalami peningkatan dalam hal cakupan dan segi 

ketegasan, George W. Pring mengatakan6
: 

Laws regulating mining are increasing in scope and stringency, 
based on the new international paradigm of 11SUSiainable development" -
development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needv. For mining, this 
means focusing not oniy on traditional economic concerns, but also on new 
social, economic, and environmental concems, particularly in developing 
nations with resaurce-based economies. 

Sejak 15 tahun yang lalu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada saat ltu 

sudah merasa perlu mengganti UU No. ll Tahun 19677 AJasan yang paling utama 

adalah betapa dinamika dunia pertambangan mineral dan batu bara di Tanah Air 

sudah tidak bisa lagi diakomodasi oleh UU yang lahir di awal Orde Baru Tersebut. 

Begitu pula tantangan kedepannya, semakin dinamis dan dirasa tidak bisa lagi 

dlregulasi dengan peraturan lama. Dengan roempertimbangkan perkembangan 

nasional maupun intemas.ional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi 

sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan 

potensi mineral dan batubara secara rnandiri, andaJ, transparan, berdaya saing, 

efisien, dan berwawasan Jingkungan, guna menjamin pembangunan nasional 

secara berkelanjutan_z 

5 Simon F. Semhiring, op.cit., hlm. 175. 
6 George W. Pring. Mining, Environment And DrNelopment: lnternatiancl Law And 

Mineral Resources, (Denver: UNCTAD, 1999) Wm 3. 
7 Simon F. Sembiring, op.cit. 
11 Konsideran UU Pertamb~gan Mineral dan Batubam. 
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Dewan PerwakJian Rak-yat 

Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, m~mutuskan untuk 

mengganti Undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan dengan Menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara dimana Undang-undang No. 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara {UU Pertarnbangan Mineral dan 

Batubara) ini rnemiliki suatu konsep Izin Usaba Pertambangan9
, yang seianjutnya 

disebut lUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang 

menggantikan sistem Kontrak Karya10 yang sudah lama dikenal dalam pengaturan 

penanaman modal asing dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. 

Berubahnya suatu prinsip yang menggantikan sistem Kontrak Karya dalam 

hokum pertambangan yang tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara mempunyai dampak yang luas, terutarna berpengaruh pada keputusan 

pihak asing untuk menanam modal daiam bidang pertambangan Minerai dan 

Batuhara,. teknls operasi pertarnbangan itu sendiri, dan terhadap politik ekonomi 

Indonesia pada umumnya dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran racyat11 Pasal 33 Ayat (4) UTJD 45 mengisyaratkan agar 

pembanguoan ekonorni dibangun atas das.ar kemandjrian12
, termasuk didalamnya 

kemandjrian yang berkaitan dengan sumber bembiayaan pembangunan. 13 

9 UU Pertambangan MineraJ dan Batubarn., Pasal 35: Usaha pcrtambangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 34 dilaksannbn dalam bcntuk: a IUP (lzin Usaba Pertarnbangan); b. IPR 
(lzin PenambanganRalcyat): dan !UPK (lzin Usaloa Pertambangan Khus"" 

10 Undang-Undang No.ll Tahun 1967 Tcntang Kelentuan-Ketenluan Pokok 
Pertambangan. Pasa110. Ayat (1) Mcnteri dapat menunjukan pibak lain sehagai kontrnktor apabila 
dipcrlukan nntuk melaksanakan pckerjaau-pekcrjaan yang belnm atau tidak dapat dilaksanakan 
scndiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pcmegang 
kuasa pertambangan. Ayat (2) Dalam mengadakan pCJja.njian kacya dengan kootraktor seperti yang 
di.maksud dalam ayat (i) pasal ini Jnstansi Pemerinlah at.au Perusahaan Negara harus berpegang 
pada perlomanpedoman, petunjuk~petunjuk, dan syarnt~syarat yang diberikan olelt Menteri. Ayal (3} 
Perjanjian karya rersebut da1am ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemcrintah 
setelah berkonsultasi dengan Dell an Perwakilan Rakyat apabila menya.ngkut eksploitasi golonga.n a 
sepanjang mengenai bal!an~bahan galian jang ditentukan dalam pasal 13 Undang~unda.ng ini 
dan/atau r:m,g petjanjian karya.nya berbentuk penanaman modal asing.. 

1 Kata dipergunakan mengandung arti bahwa kekayaan iCU hams dikelola untuk 
peningkatan kesejahteraan rakyaL Kekayaan yang kila milikJ baru dapat dikatakan bermanfaat 
apabila sumtierl~ dari dalam bumi dikeluarkan dan dikelola. 

12 UUD 45 Perubahan ke Emp.al 
13 Undang-Undang Nomor 25 Talmn 2004 Ten!ang Sistem Perencanaan Pembaogunan 

Nasional (UUSPPN) yang pelaksanaannya dijabarbn daJam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahnn 
2005 Ten!ang Rencana Pembangurum jangka Menengah Nasional (PPRPJMN) mengisyarntkan 
bahwa dana pernbangu.nan, kbususnya dana invcstasi dibiayai leru!arna dari tabungan dalam negeri 
baik berasal dari pemenntah maupun rnasyara:kat 
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Namun demikian, kebutuhan akan dana untuk mernbiayai pembangunan 

sangat besar. Selain dari tabungan dalam negeri, pembiayaan pembangunan perlu 

dilengkapi dengan penanaman modal dari luar negeri, khususnya untuk bidang­

bidang usaha yang bersifat padat modal dan beresiko tinggi atau penuh 

ketidakpastian (uncertainity), keterampilan (skill) dan reknologi seperti 

pengembangan sumber daya alam. yang daiam penelitian ini adaJah pertambangan 

mineral dan batu bara Di negara-negara berkembang, transaksi investasi asing 

Iangsung (Foreign Direct Investment atau FDl} atau penanaman modal asing 

(PMA) ini telah merupakan sumber pendanaan untuk pertumbuhan ek:onomL 14 

Penanaman modaJ adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional 

dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan lapangan kerja., 

penciptakan transfer teknologi, melabirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki 

kualitas sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta membuka akses 

kepada pasar global." 

Banyak yang berpendapat bahwa kontrak karya dan peraturan dengan sistem 

perizinan yang menggantikannya seharusnya dirancang dengan insentif yang 

rnendorong perusahaan tambang multinasional dan nasional mengambil tindakan­

tindakan yang memaksimalkan kesejabteraan bangsa, 16 Dalam konteks ini investor 

dituntut untuk bersedia memberlkan kesempatan kepada negara untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi yang rnaksi mal dari pengusahaan pertambangan 

mineral dan batubara tersebut sebagai imbaian diberikannya persyaratan komersial 

yang menarik dan kepastian hukum. 

Penelitian mengenai paradigma hukum pertambangan di Indonesia 

berkaitan dengan 

Undang Nomor 

digantinya sistem kontrak karya1 ditinjau darl pelaksanaan 

1 I Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan. dan kemudia.n undang-undang yang menggantik:annya, yaitu 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun Z009 Tentang Pertamhangan Mineral Dan 

Batubara, menjadi penting setidak-tidaknya karena empat alasan; 

! 4 Madjedi Hasan. Kontrak Mlnyak dan Gas Bumi Berazas K.eadilan dcm Kepastian 
Hukum, (Jakarta: Fiahati Aneska, 2009) hJm. l. 

15 Supruj~ Penanaman Modal Asing di Indonesia; Insenlif v. Pembatasan, (Jakarta: 
Universitas Al~AZhar Indonesia, 2008), hlm. l. 

111 Majedi Hasan.op.cit. hlm. 15. 
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Pertama. legal certainty atau kepastlan hukum adalah salah satu keharusan 

untuk datangnya modal asing ke suatu negara, disamping faktor economic 

oportunity (kesempatan ekonomi) dan political stability (stabilitas politik). 

Kedua, sistem hukurn terdiri dari substansi aparatur dan budaya hukum" 

Dimana ketiga unsur ini sama perannya menciptakan prediclabilrty, stability dan 

fairness. 

Ketiga, dengan perkembangan dunia pertambangan minerai dan batu bara 

nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi 

sehingga dibutuhkan perubahan petaturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengdola dan mengusahakan 

potensl mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing. 

efisle~ dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional 

secara berkelanjutan. 

Keempat hukum pertambangan baru di Indonesia berkaitan dengan 

digantinya sistem kontrak karya mempunyai tujuan dapat memberikan hasil untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat 

Walaupun keberadaan perusahaan tambang mineral dapat memungk!nkan untuk 

menimbulkan dampak negatif, namun suatu investasi pemsahaan tambang1 

khususnya mineral, tetapi juga akan menimbuikan dampak positif dalam 

pembangunan nasional.n Dari aspek ekonomi yaitu devisa negara dan pendapatan 

asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangan membantu dalam 

pembangunan nasional dan daerah18
. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, 

keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja19
, baik tenaga kerja 

[okat regional, nasional maupun lnternasionaf20
. 

17 Salim HS,, llukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrnfindo Persada,. 2007), 
hlm, 6. Dampak positif dari keberndaan pernsabaan tambang adalab: (L}meningkatkan devisa 
negam, (2.)meningka!kan pendapatan asli daerah. (3.)menampung tenaga ketja. {4.)meningkalnya 
kondisi sosiai ekonomi, kesebatan dan budaya masyarnkat yang bennuktm di lingkar tambang, 

HI Ibid,, Dalam pengembangan masyarakat lingkar tambang, perusahaan }':lertambangan 
melaksmakan kewajiban hukumnya untuk mcngembangkan masyarakat l:ingkar tam bang. 

l9 Sigit Wibowo, Sutarmi dan Krisman Kaban. '1nvestor Pertambangan Tunggu 
Kepastian." Stnar Harapan, {Senin,. 22 Jantmri 20071 Pertambangan di sampingpadat modal juga 
menyerap banyak tenaga ke!ja, balk langsung maupun tidak langsung. 

20 "Mirring: Employment: Opportunities'' < http://opensite.orgiBusiness/Mining/ 
Employment/Opportunities>: Uncertainty over access to US. land to mine coal and minerals is 
forcing many mining operations to expand intemalionally, s}uflingjo&s abroad Often, lower, labor 

Universitas tndonesia Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



6 

1.2. Permasalahan 

Berdasar latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok 

pennasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah keputusan mengganti sistem 

Kontrak Karya dengan sistem Perizinan dapat memberikan kepastian hukum dalam 

bidang pertambangan mineral dan batubara? (2) Apakah dengan mengganti 

Kontra.k Karya dengan Izin Usaha Pertambangan dapat rnemberikan hasil untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan Jatar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan 

penulisan ini adalah: Menganalisa perubahan paradigma dalam hukum 

pertambangan di Indonesia yaitu digantinya sistem Kontrak Karya yang telah 

berjalan lama dengan suatu sistem perizinan yaitu lzin Usaha Pertambangan dalam 

usahanya memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional 

dalam usaha mencapai kemakrnuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan 

dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmman rakyat. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini berupaya untuk memberi relevansi keilruuan dalam 

bldang hukum pertambangan mineral-batubara dan hukum~bukum yang terkait 

dengan sektor pertambangan. k.hususnya dengan digantinya sistem Kontrak Karya 

menjadi konsep Perizinan dalarn membe.rikan kepastian hukum dalam bidang 

pertambangan mineral dan batu bara untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secar.:1 berkeadilan. 

2. Memberikan kontribusi konkrit kepada pemerintah dan lembaga-lembaga 

pernbuat dan penegak hukum, berupa. masukan-masukan yang benar mengenai 

dunia pertambangan mineral, yang berkaitan dengan perubahan sistem Kontrak 

Karya menjadi sistem Perijinan dan hubungannya d'-'JLg~n kepastian hukum 

costs and fewer CINironmental restrictions mean lower production costs. Howwer, ma~v US. 
mining companies must Ct'Jmpete with international competitors. lncreasing competition causes 
consolidation among mining operalia11s, which usually leads to job cuts. 
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penanaman modal asing dalam rangka memberikan nilai tambah secara nyata bagi 

perekonomian naslonal. 

1.5. Kenmgka Teori 

1.5 . .1. Teori Hokum 

Bagi suatu penelitian, tenri atau kerangka teori mempunyai beberapa 

kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) 

Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajarn atau lebih mengk:hususkan fakta 

yaeg hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. (2) Teori sangat berguna didalarn 

mengernbangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta 

memperkembangkan definisi-definisi. (3) Teori biasanya merupakan suatu iktisar 

daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangknt 

obyek yang diteliti. (4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan 

mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Dan 

(5) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada 

pengetahuan penelitL :n Di dalam setiap pene!ltian selalu harus disertai dengan 

pemilciran~pemikiran teoritis, oleh karenanya ada hubungan timbal baiUk yang erat 

antara teori (atau teori yang dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisa dan konstruksi data. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalab teori 

sistem hukum dari Lawrance M. Friedman. Menurut Friedman, setiap sistem 

hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu structure, substance dan legal 

Cltlture?2 

Pertaiita adalah Structure. 

"Jt)'rst many features of a working legal system can be called structural the 
moving paris. so speak aj~lhe machine Courts are simple and obvious 
example; their structures can be described; a pm1el of such and such size, 
sitting at such and such a time, shich this or that limitation on jurisdiction. 
The shape size, and power of legislature is another element structure. A 
written constitzmu;?.._ is still another important feature in structural 

21 Soetjono Soek.anto, Pengantar Pene.litian Ffukum, {Jakarta; Universitas Indonesia, 
1986), hlm 121. 

22 Lawrence M. Friedman. American Law, (New York: W.W. Norton and Company, 1984) 
hlrn.7. 
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landschape of law. If is, or attempts to be, the expression or blueprint of 
vasic features of the country's legal process, the organizaUon and 
framework of government. "13 

Uraian Frledman di ata:s menunjukan bahwa structure sebagai bagian dari sistem 

hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh sistem hukum mencakup 

judikatif (pengadilan), legislatif dan ekselrutif. Komponen struktur hulrum 

merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan 

hulrum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam implementasinya 

merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu 

sistem hukum. 

Kedua adalah Substance. Berkaitan dengan substance, Friedman menyatakan: 

'The second type of component can be called substantive. These ara the 
actual product~· of the legal :,ystem-what the judges. for example. actually 
say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions 
referred to as legal rules; realistically, it also includes mles which are not 
written down, those regulaties of behaviour ihal could be reduced to 
general statement. Every decision, loo, is a substantive producl of the legal 
system, as is every doctrine murozmced in court, or enacted hy legislature, 
or adopted by agency of govenmlent. "' 

Uraian Friedman diatas mern.mjukan bahwa substanst hukum meliputi hasil dari 

structure yang diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan­

keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspck dari sistem hukum 

merupakan refl.ek.si dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku 

masyarakat da.lam sistem tersebut. 

Ketiga adalah Legal Culture. 

"Legal Culture can be defined as those attitudes and values that related ·to 
law and the legal system, together with those attitudes and values affecting 
behaviour related to law and its institution, either positively (Jf' negatively. 
Love of litigation1 or a hatred of it, is part of the legal culture, as would he 
attitudes toward child rearing in so far as these attiteds affect behavior 
which is at least nominally governed by Lmv. The legal culture, then is 
genera/ expression for the way the legal &ystem fits into the culture of the 
general society. " 

Uraian Friedman diatas menunjukan ba.hwa legal culture meliputi pandangan, 

sikap atau nila.i yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap 

:<.> Lawrence M Fri~ op,cit, Wm. 29. 
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masyarakat terhadap budaya hukurn sangat bervariasi karena dipengaruhi sub 

culture sep<lrti ethnic, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) 

dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi 

tegaknya hukum. 

Sistem hukum di atas harus ada untuk menjalankan fungsi-fungsi yaitu: kontro! 

sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan fungsi 

rekayasa sosial (social engineering). 

Secara diagram, Teori Sistem Hukwn dati Lawrance M. Friedman dapat 

digambarkan dalarn garnbar berikut ini: 

Gam bar 1.1. Tcori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman 

Penggunaan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum~ setidak­

tidaknya karena tiga alasan; pertama, dalam kaitan dengan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan pertarnbangan mineral dan batu bara tidak hanya tergantung 

peda substansi, tetapi juga dipengaruhi cara ketja aparatur huklllll. Dalam 

menjalankan hukwn, aparatur hukwn sangat dipengaruhi dengan budaya hukum, 

misalnya perijinan yang berkepanjangan, birokrasi yang Jarnben dan perilaku­

petilakn korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, muncu!nya perkembangan dan 

fonnulasi kebijakan peraturan pertarnbangan mineral dan batubara berlangsung 

daJam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nilai barapan-harapan dan orientasi 

yang berkembeng dalarn masyarakat. Ketiga, pelaksanaan peraturan pertambangan 
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mineral dan batu bara, seperti perizinan dipengaruhi oleh perhedaan kepentingan, 

nilai, orientasi dan kedudukan dari prua pelaksana perizinan. 

Selain menggunakan teori sistern hukum, penelitian tesis ini juga akan 

mcmbuktikan efektifitas dari hukum pertambangan mineral dan batubara dalam 

mendorong pembangunan ekonomi. Meourut studi yang dilakukan Burg's24 

mengenai !mkum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang hams 

dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (stability), 

"prediksi" (preditability), "keadilan" (fairness), "pendidikan" (education), dan 

"pengembangan khusus dari saijana hukum" (the special development abilities of 

the lawyer)." Seillnjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua 

di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini 

"stahilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan­

kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan "prediksi" merupakan kebutuhan 

untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi 

suatu negara. Secara diaguun, Teori Hukum dan Pembangunan Oleh E.M. Burg, 

dapat digarnbarkan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 1.2. Teori Burg Tentang Unsur-Unsur Hukum Dalam Pembangunan 

24 Burg, E.M. (1917), «.Law and Develcpment: A Review of the Literawre & A Critique of 
Scholars in Self-&trtPigemenf', The American Journal of Comparative Law, 25. Pp 492~.530, 
dalam Development Studies Institute (DESTIN), World Bank & Rule of Law Reform, Working 
Paper Series No. 05~10. 2005. 

~Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," JoUM'!al of International Law 
and Policy. (Vol. 9, 19BO) him. 232. 
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Sebagaimana pendapat Erman Radjagukguk, maka huk:um investasi sebagai 

bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas (stability), yaitu 

bagaimana potensi huk:um dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum 

investasi dapat mengakomodasi kepentingan~kepentingan modal asing dan 

sekaligus dapat pula melindungi pengusaha-pengusaha loka! atau usaha keci!. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas 

poHtik?6 Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi fak:tor political. 

stability. TeJjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh 

terhadap iklim investasL Penanam moda[ asing akan datang dan mengembangk:an 

usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan 

proses demokrasi yang konstitusional. 

Yang Kedua, kebutuhan fungsi hukurn untuk dapat meramalkan 

(predictability), adalah mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan 

kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila la yakin hukum akan 

melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum akan memberlkan jaminan 

kepada investor untuk memperofeh economic oppurtunity sehingga investasi 

mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor. Adanya kepastian 

hukum juga merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim yang 

kondusif bagi investor, karena dalam melakukan investasi selain tunduk kepada 

ketentuan hukum inves:tasl juga ketentuan lain yang terkait dan tida:k bi sa 

dHepaskan sebagai pertimhangan bagi investor untuk m.enanamk:an modalnya. 

Dengan banyak:nya peraturan-peraturan yang mengatur investasi dan yang terkait 

dengan investasi kadangka1a menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian mana 

hukum yang ber!aku. Apabila dikaitkan dengan keberadaan hukum dengan 

masyarakat, maka perlunya wihawa hukum agar dapat ditaati dan sebagai 

pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain terlehih !agi da!am lalu 

!intas bisnis diperlukan adanya kepastian hukum yang ber!aku. 

Ketiga, aspek keadilan (,lairness)~lieperti, perlakuan yang sarna bagi semua 

orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan 

26 Ennan Rajagukguk, Hu!rum lnvestasi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas A!~ 
Azharlndonesia, Cet I -1~ 2007. him 27~31. 
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adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak abli ditekankan sebagai 

syarat untuk berja!annya menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang 

berlebihan. Dalam kaitannya dengan aspek keadilan disini, maka faktor 

accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan 

sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka 

menarik investor_ Apabila hal ini tidak dilakukan pada akhirnya berakibat pada 

lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan ketiadaan regulasi khususnya 

di bidang investai yang mampu memberikan rasa aman. nyaman bagi investor serta 

kurang ramahnya perundang-undangan tersebut terhadap investor khususnya 

investor asing. Dengan kata lain perangkat perundang-undangan yang ada sekarang 

dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan para investor dalam berinvestasL 

Sebagaimana diungkapkan oleh Dorojatun Kuntjoro Jakti27 pada waktu meJ1jabat 

sebagai Menko Perekonomian menyatakan bahwa masih kecilnya investasi yang 

rnasuk di Indonesia diakibatkan masih adanya kendala yang menyangkut sistem 

perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah,. dan soal 

perburuhan. . 

Sesuai dengan pendapat Burg's di atas maka, J.D. Nyhart juga 

rnengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ek:onomi, yaitu 

predictability, procedural capability, codification of goals. education, balance, 

definition and clarity of status serta accommodation.'28 Dengan mengacu pada 

pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas ini, maka hukurn harus 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi (pretlictubility), yaitu apakah 

hukum itu dapat rnember.ikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelak:u dalam 

memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. 

Kedua, hakum itu mempunyai kemampuan prosedural (procedural capability) 

dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan trigunal (court 

or administrative tribunal). penyelesaian sengketa diluar pengad:iian (alternative 

dispute resolution) dan penunjukan arbitrer konsiliasi (conciliation) dan lemhagaw 
' 

lembaga Yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa. 

- n Dorojatun Kwtljoro Jakti, "Investasl Minim Akibat Lima Hal,"' Bisnis Indonesia, l3 Juni 
2002. 

28 J.D. Nyhart, The Role Of Law And Ecmwmic Development, (Ivfassacbusctts: 
Massachusetts Institute OfTechnology, 1964) .blm. 12. 
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Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukwn (codification of goals) oleh pembual 

hukum bertujuan untuk pembangunan negara. 

Keempat. hukum itu seteJah memptmyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan 

maka barus dibuat pendidikannya (education) dan selanjutnya disosialisasikan. 

Kelima, hukwn itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance). Karena 

hal ini berkaitan dengan inisiatifpembangunan ekonomi. 

Keenam, hukwn itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang je1as 

(definition and clarity of status). Dalam hal ini hukwn tersebut hams memberikan 

definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. 

Ketujuh, hukum itu harus dapat mengakomodasi (accomodation) keseimbangan, 

definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok­

kelompok dalam masyarakat. 

Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekailm hukum sebagru 

dasar pembangunan adalah unsur stahilitas (stability) sebagaimana diuraikan di 

muka Secara diagram, Teori hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi oleh 

J.D. Nyhart dapat digambarkan dalam garnbar berikut ini: 

~ 

· education · . . . - . - -

- ' accommodation . . . ~ 

Gambar 1.2. Teori J.D. Nyhart Tentang Hukum Sebagai Dasar Pembangunan 

Ekonomi 
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Untuk melengkapi kedua teori yang digunakan di atas1 maka untuk 

menganalisa hukum pertambangan mineral dan batubara, maka perlu juga 

dilakukan pengkajian hukum atas dasar analisa ekonomi atau economic analysis of 

law oleh Richard Posner. Posner berpendapat bahwa penggunaan prinsip-prinsip 

dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah 

hukum. "economic is powerful tool for analysing a vast range of legal question". 

Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (value), kegunaan 

(utility) dan efisiensi (efficiency)."' Pendekatan yang digunakan oleh Posner 

tentunya dapat digunakan dalam mengkaji hukum pertambangan mineral dan 

batubara yang beriaku di Indonesia." 

1.5.2. Hokum Pertambangan 

Selain keempat teori diatas, ada baik:nya untuk mengetahui terlebih dahulu 

definisi, objek, ruang lingkup, asas dan sumber dari hukurn pertarnbangan yang 

dijdaskan dibawah ini I.stilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari 

bahasa Inggris, yaitu mining law, Hukum pertambangan adalah: 

"Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan 

mineral-mineral dalam tanah'111 atau dalam bahasa inggris: 

"the act of appropriating a mining claim {parcel of land containing precious metal 
in its soil or rock) according to certain establihed rule".32 

Definisi hanya di fokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih­

bijih, Penggalian atau pertam.bangan merupakan usaha untuk menggali berbagai 

potensi-potensi yang terkandung daiam perut bumL 

Menurut versi Legal~Dictionary13• Istilah Hukum Pertambangan dan Mineral at au 

Mine and Mineral Law adalah: 

29 Richard A, Posner, Economic Analysis of Law, (New York: Aspen Law & Business, 
1998) lllm. 12-17. 

30 Beberapa ha.ll:ainnya yang d.Hnginkan investor dan pengusaha: adalah pcnyederhanaan 
sistem dau perijinan. penunman berbagai pungman yang tumpang tindlli, dan transparansi biaya 
perizinan_ Tumpang tindih pe:mturan pusat dan daerah, yang tidak banya mengham:bat arus barang 
dan jasa tapi juga menciptalmn iklim bisnis y:mg tidak sehat perlu dieliminasi. Prioritas perlu 
diberikan pada deregulasi dan koordinasi bcrbagai peroturan dacrah dan pll.Sat. Prof M:udrajad 
Kuncoro, Akhir Par:.ekJik Investas1?, Guru Besar FE UC',M,. Koordinator Ahli Ekonomi Regional 
PSEKP UGM, danKetua Jurusan llmu Ekonomi FE UGM, <lutp:/!www.investorindonesia.com/ 
index.~?option""COm_oontent&lask--"view&id-=29270.> 

· 
1 Ensiklopedia Indonesia. hlm. 1349 

32 Black's Law Dictionary, Eight Edition, (St. Paul: West Publishing Co., 2004.). 
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The law governing the ownership, sale, and operation of mines, quarr1es, and 
wells, and the rights to natural resources found in the earlh The extraction of 
natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with 
mines and minerals. 

Definisl ini difokuskan kepada hak masyarakat semata~mata untuk 

melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah 

ditentukan_ Sementara itu, hak menambang adaiah hak untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi." Begitu juga dengan 

objek k'djian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya 

mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban 

penambang kepada negara. 

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam 

yaitu kaidah hukum perlambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertamhangan 

tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terrlapat di dalam peraturan 

perundan-undangan, traktat dan yudisprndensi. Hukum pertambangan tidak tertuJls 

merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku 

dalam rnasyarakat set.empat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang 

diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasf 

pengelolaan bahan galian sehingga di daiam pengusahaan dan pemanfaatannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 35 Penguasaan bahan galian tidak 

hanya menjadi monopoli pemedntab semata-mata, tetapi juga diberikan hak 

kepada orang dan atau bedan hukum untuk mengusabakan bahan galian sehingga 

hubunga hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus di atur 

sedemikian rupa agar merek:a dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, 

31 P.1enurut Legal-Dictionary< legal-dictionary.thcfreedictionary.com> The exrractian of 
natural resources from the earth is governed by specific Jaws dealing with mines and minerals. 
Federal and stale governments have mi'ne and mineral laws to protect the heat!h ond ~·afety of 
miners, encourage the efficient use of natural resources, protect the environment, and raise tax 
revenues.. A mine is an e:rcavalion in tire soil and sub-S()i/ from which ores, coa~ or other mineral 
substances are remQVed, A mineral is valuable. im!trt matter cr,eated by forcer; of nature and fotmd 
either on or in the e(Jr/h. A mineral right is the po.'t!Nssory intereSt- in minerals in the ground The 
owner of the minerai rights has the right to enter the land and QCCUPY it jqr the purpose of 
removing the minerals. It is possible for someone to own ihe mineral rights and mine the minerals 
Wllhout owning the fond itself 

>4 Article 11, Japanese Mining Law, No. 289, 1950 Latest Amendment iu 1962: Mining 
right shall be regarded as prospecting right and an explQitation right 

;}!; Salim HS., op.cit •. him. 9, Kewe~gan ncgara ini dilakukan Qleh pemerinlah. 
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pemerintahl pemda memberikan ij in kuasa pertambangan, kontrak karya, 

perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut. 

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisl yang 

terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam 

pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara denga orang 

dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian. 

1.5.3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pertambangan 

Apabila kita mengacu kepada difinisi yang dipaparkan di atas, kita dapat 

menelaan objek dan ruang liogkup kajian paradigma hukum pertambangan. Obj ek 

kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian paradigma 

hukum pertambangan. Objek dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materil dan 

objek forma. Objek materil adalah bahan (materil) yang dijadikan sasaran dalarn 

penye1idikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bnhan 

galian. Objek furma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi 

objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan aotara negara 

dengan bahan galian dan hubungart antara negara dengan orang atau badan hukum 

dalarn pemanfaatan bahan galian. 

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur 

peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kernakmuran masyarakat sehingga 

negam menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar 

kekayaan nasiona) tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar lcemakmuran rakyat 

Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelak:u usaha, 

sekalipun memiliki hak atas sebidang tana.~ di permukaan. tidak mempunyai hak 

menguasai a tau pun memilik:i bahan galian yang terkandung di bawahnya." 

Ruang lingkup kajian hukum pertambangart meHputi pertambangan umum, 

dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertamba.ngan umum merupakan 

pertambangan bahan galian diluar minyek dan gas bumi. Usaha pertambangan 

>4 Salim HS., op.cit, h1m. 10. Penguasaan oleh ncgara diselenggarakan o1eh pemerirrtah 
sebagai pemegang kuasa pertambangan, Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan 
nega.ra kepada pemerintah untuk. menyelenggamkan keg.iatan eksplornsi dan eksploitasl, baik 
terhadap bahan galian stra!egis, v:il.al m.aupun golongan C. dalam hal ini adalah bahan galian 
berbentuk mineral. 
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dikelompokkan atas pertambangan mineral dan perta.mbangan batubara37
, Dan 

pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif; 

pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; dan 

pertambangan batuan. 38 

Walaupun ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan begitu 

luas, namun dalam thesis ini yang menjadi ruang lingkup kajiannya hanya 

difokuskan pada pertambangan mineral seperti emas, perak, dan tembaga dan 

kajian atas digantinya sistem Kontrak Karya dengan Sistem Perizinan khususnya 

yang rnelibatkan investasi atau penanaman modal aslng, Modal asing diperlukan 

untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki 

modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengclola 

sumber rlaya tambang itu. 

1.5.4. Asas-Asas Huknm Pertambangan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara rneagatur bahwa Pertambangan mineral 

dan/atau batubara dikelola berasaskan:}9
: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 

keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif. transparansi~ dan 

akuntabllitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, 

tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah40 yang pertama menjamin 

efekttvitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara 

berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin 

manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan hidup; ketlga memberi jaminan tersedianya mineral dan batubara 

sebagai bahan baku danlatau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 

keempat mendukung dan menumhuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih 

mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; kelima adakah 

demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerab, dan negara, serta 

menciptakan !apangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan yang 

"UU Pcrtambangan Mineral dan Batubara Pasal34 ayal (1) 
38 UU Penambangan Mineral dan Batubara PasaJ 34 ayal (2) 
39 l1U Pertambangan :Mineral dan Batubara Pasat 2. 
"uu Pertambangan Minern.l dan Batubarn Pasal 3. 
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keenam ada1ah demi menjamln kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan 

usaha pertambangan mineral dan batubara, 

1.5.5. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan 

Pada dasarnya sumber-sumber paradigma hukum pertambangan dapat 

<libedakan menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiiJ dan sumber hukum 

formaL'11 Sumber bukum materia! adalah tempat darimana hukum itu diambil. 

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentuk:an 

hukum, misalnya hubungan soslai, kekuatan politik, sltuasi sosial ekonomi, tradisi, 

basil penelitian ilmiah, perkembangan internasiona~ dan keadaan geografis. 

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini 

berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu 

herlaku. Sumher hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang­

undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan paradima hukum pertambangan, kini 

telah dijabark:m dalam berbagal bentuk peraturan peJaksanaannya. 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan da[am penuii.san tesis ini adalah metode 

yuridis nonnatif yang bersifat kualitatif, perhandingan hukum dan sejarah hukum. 

Penelitian yurid!s normatif ada1ah penelitian yang mengacu kepada nonna-norma 

hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi~konvensi 

internasionaJ dan keputusan pengadilan.42 

Metade yuridis normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal, yakni 

merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, law as it is wriiten 

in book dan law as it is decided by judge trough judicial process. ~3 Penelitian ini 

41 Algra N.E., ct al., Kamus !strlah Hukum Foekema Andreae Bel<mda-Jndone.ria, 
(Bandon~: Billa Cipla 1983), lllm. 74. 

2 Soerjono Soekanto dan Sri Marnudji, Peneb/Jan Hukum Nnnnalif, {Jakarta: Radjawali, 
l985).lllm. 14, 

4J Ronald Dworkin, Legal Research (I)aedalus: Spring.1913), hllll 250. 
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bersifat kuaJitatif yaitu menganahsis data secara menyeluruh dan ruerupakan suatu 

kesatuan yang bulat (holislic) 44 

Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, digunakan 

setidak-tidaknya karena empat alasan. yaitu pertama, penelitian ini dilakukan 

mengacu kepada norma-nom1a hukum yang terdapat dalam peraturan perundang­

undangan, hukum lnternasional yang terkait dengan hukum pertambangan mineral 

dan batubara termasuk kontrak pertambangan. 45 Kedua, penelitian ini akan 

mernfokuskan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan sejak tahun 

1967 hlngga 2009. Ketig~ penelitian ini dipusatkan kepada ketentuan-ketentuan 

yang mengatur kontrak: dan perizinan usaha pertambangan yang tercantum da[am 

peraturan perundang-undangan pertamhangan. Dan keempat, penelitian ini ak:an 

menggnnakan fakta-fakta sejarah yang mengnraikan kejadian-kejadian dan 

permasalahan-permasalahan dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, 

Perjanjian Kontrak Karya adalah petmasalahan transnasional, oleh 

karenanya penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum 

(Comparative legal research) dengan memperhatikan latar be!akang ekonomi, 

politik, sosial budaya pada masing-masing negara.46 

Menurut Roscoe Pound, metode perbandingan hukum adalah membandingkan 

hukum secara komprehensif dan holi:s.tik. 47 Paling tidak ada lima faktor yang 

diperbandingkan daiam sistem hukum, yaitu pertama, Latar belakang sejarah dan 

perken1bangan sistem hukum. Kedua, ciri-ciri pola pikir pada bidang hukum. 

Ketiga, lembaga hukum. Keempal> tata cara penyelesaian dalam persengketaan. 

Dan kelima adalah ideologi. 48 

Selain itu) metode pene!itian legal history atau sejarah hukum juga 

digunakan dalarn penelitian ini karena peneHtian ini berorientasi kepada kejadian 

44 Mathern B Miles dan Michael Huberman, Quoliiaftve Data Analysis, (London: Sage 
Publication Inc. 1974) him. 137 . 

.:$ William J. Filstead, Qualitative Methods: A N2eded Perspective in !!.Valuation !«;search 
dik11tip dalam Supa!ji. Penananum Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Universitas Al Aihar 
lndonesU!, 2008) hlm. 25. . 

46 Benbard Grossfeld. The Strength and Weufmess of Comparative law (Oxford: 
Clarendon Press, 1990), hlm. 72. Lihat Juga, The Indian Law Institute, introduction to the Study of 
Comparative Law (Bombay: N.M. Trlpalhi Pvt. 1079) hhn,5. dalam Supadi, Qp.cit. him. 25. 

47 Rahmatulla Khan dan Sushi! Kwnar, Introduction to the Study of ComparativeLaw, 
(Bombay: Tripatlti, 1974) h1m. 3. 

·!! Konrad Zweigert dan Hin Ko17,.,. Introduction to Comparative Law. Vol. 1, (Oxford: 
Clarendon Press, 1987). hlm.2. 
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pada masa lalu dengan melakukan penelusuran perkembangan hukurn tentang 

pertambangan yang berawal sejak tahun 1967 hingga tahun 2009 melalui berbagai 

literatur. 

Menurut frederick G. Kempin, ada enam sebab perlunya kajian sejarah 

hukum, yaitu pertama untuk menunjukan bahwa masalah hukum menjadi 

persoalan yang paling mendasar adalah posisi yang lemah bagi golongan minor:itas 

jika berhadapan dengan kekuasaan; kedua, untuk meluruskan kesalahan 

anachronisme yang dlterapkan pada sejarah~ ketiga, untuk menunjukan kekuatan 

ekonomi dan kepentingan-kepentingan komers:ial datam pertumbuhan ekonomi; 

keempat, rnenunjukao bahwa hukum adalah instrumen dari ungkapan standar etlk 

yang mengadakan komproml antara stabiHtas dan perubahan~ dan keenam, sejarah 

hukum menunjukan adanya salaing keter antara hak-hak hukum dan prosedur 

hukum. 49 

Peneiitian dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur sektor pertambangan khususnya Undang~Undang Repubiik Indonesia 

Non10r 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang­

undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing 

sebagaimana telah diu bah terakhir deogan Undang~undang Nomor 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal. Sedangkan obyeknya penulis membatasi hanya pada 

pembahasan tentang digantinya sistem Korrtrak: Karya menjadi Sistem Perizinan, 

khusus di sektor pertambangan mineral dalam rangka penanaman Modal Asing. 

l. 7. Sistematika Penulisan 

Secara ringkas, ini dususun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BABI 

BABll 

Pendahulnan 

Pada bab lni penulis akan menggambarkan mengenai Jatar belakang 

masalah, permasalahan pokok, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode peneJitian dan .;i~matika penulisan . 

Dasar-dasar Bukum Perta:mba.ngan Mineral 

-----~-~ 

49 Nonnan K, Denzin & Yvonna S. Lincotn. ed., Handbook of Qualitative Research, 
(London: Sage Publicariqn Inc., 1994) him. 236. 
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Pada bab lni penulis akan menguraikan detinisi pertambangan, fase-fase 

dalam proses pertambangan, kornpleks!tas dan keunikan industri 

pertambangan, pcrundang-undangan yang mengatur pertambangan 

mineral, perpindahan eksplorasi mineral dari negara maju ke negam 

berkembang, pentingnya perudang-undangan khusus yang mengatur 

pertambangan mineral, dua model hukum pertambangan minerai dan 

prinsip security of tem~re dalam hukum pertambangan mineraL 

BAB ill Latar Belakang Hnknm Pertambangan Indonesia 

Pada bah inl penulis akan menguraikan sejarah hukum pertambangan di 

Indonesia. mulai dari masa sebelum kemerdekaan yang terdiri dari 

masa kekuasaan VOC, masa kekuasaan Bealanda hingga perkembangan 

pada periode 1949. Kemudian diuraikan hukum pertambangan setelah 

kemerdekaan yang terdir! dari perkembangan periode tahun 1950-1966, 

kemudian periode 1967-2008 hingga periode UU Pertarnbangan 

Mineral dan Batubara tahun 2009 berikut hal penataan ulang hukum 

pertambangan dan Jatar belakang mengganti sistem kontrak karya 

dengan sistem izin usaha pertambanga."l. 

BAB IV Siste.m Rukum Pertambangan, Kepastian Hukum Dan 

Kemakmuran Rakyat 

Pada bab ini penulis akan menguraikan sistem hukum pertambangan 

yaitu struktur daiam izin usaha pertambangan, kewenang dan 

pengaturan penyelesaian sengketa, Substansi hukum dalam izin usaha 

pertambangan, budaya hukum, pentingnya investasi pertambangan bagi 

indonesia, pcnjabaran makna kesejahteraan dan kemakmUTa!l rakyat 

dan analisa perbandingan kontrak karyn. dan izin usaha pertambangan, 

BAB V Penutnp 

Pada bah ini penulis akan mengambil ke.simpulan yang di dapat dari 

uraian bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan 

yang dianggap perlu. 
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BAB2 
DASAR-DASAR HUKUM PERTAMBANGA1'1 

2.1. Defmisi Pertambangan 

Untuk mendapatkan rasionaiitas dan isi dari kerangka kebijakan dan 

instrumen hukum yang mengatur industri teknis seperti pertambangan mineral dan 

batubara, maka pertama-tama pentlng untuk menjelaskan dinamika dan 

karak:teristik dari usaha pertambangan minerai dan batubara. 

Pertambangan dalam bahasa lnggris disebut dengan kata Mining. Black's 

Dictionary50 mendefinisikan kata mining sebagai "The process of extracting ore or 

minerals from the grmmd; the working of a mine. This term also encompasses oil 

and gas drilling." Elizabeth Bastida mendefinisikan Pertambangan atau mining 

sebagai berik:ut: 

Mining is a set of operalions aimed at the exploration, discovery, and 
extraction of minerals aJ economic value. This procedure is controlled hy 
market conditions that respond to lhe law of supply and demand 51 

Sedangkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan istilah 

pertambangan sebagai "sebagian atau seiuruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rueliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang."52 Dari definisi UU Pertarnbangan Mineral dan Batubara di atas) 

--------
so Black's Law Dictionary, Eight Editio!l, (St. Paul: West Publishing Co .• 2004) 
51 Eli'l.abeth Bastlda, Fundamentals of Mineral Law and Policy, {Dundee: Centre for 

Energy, Petmleum & Mineral Law & PoHcy (CEPMLP), 2002), hlm. 1.4. 
52 UU Pertambangau Mineral dan Batubara Pasal 1, ayat (1). UU Pertambartgan Mineral 

dan Batubara juga mendefinisikan mineral dan barnbara sebagai hal yang terpisah yang diatur 
dalam Pasal 1, ayat 2. Mineral adaiah senyawa anorganik yang terbentuk di alam. yang memiliki 
sifat fisik dan kimia tertentu scrta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk 
batuan, baik dalam bcntuk lepas alau padu. Ayat (3) Batubara adalah endapan senyawa organik 
karbonan yang tc!bentuk sec.ara a1arniah dari sisa tumbuh tumbuhan. Ayat {4) Pcrtambangan 
Mineral adalah pertrunbangan kumpulan mineral yang bcrupa bijih atau batuan, di Iuar panas bumi, 
roinyak dan gas bruni, serta air tanah. Dan ayat (5} Pertambangan Batubara adalah pertambangan 
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, tennasuk bitumen padat, gam but, dan batuan aspal. 
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mulai kegiatan penelitian telah dapat digoJongkan sebagai kegiatan pertambangan, 

hingga akhirnya pada kegiatan penutupan tambang atau kegiatan pascatambang. 

2.2. Fase-fase Dalam Proses Pertambangan 

Fase-fase utama dalam proses pertambangan adalah: eksplorasi, 

pengembangan dan eksploitasl (produksi). Tiap~tiap fase tersebut terdiri dari 

bcberapa urutan proses. Eksplorasi mineral umumnya terdiri dari beberapa tahapan 

_yang berhubungan. dimana sejalan dengan tahapan tersebut nilai pemb!ayaan akan 

meningkat dan resiko opernsi akan semakin menurun. Tahap-tahap eksplorasi 

adalah sebagai berikut Conceptual planning, yaltu proses klentifikasi wilayah 

yang memiliki potensi penambangan, melalui penelitian literature dan penelitian 

data-data geologi, Detail Planning, yang terdiri Jari penclitian literature yang lebih 

detail dan beberapa k:unjungan lapangan untuk menyempitkan target 

pertambangan. Reconna;sscmce Exploration, dengan tujuan meneliti wilayah yang 

luas dan memilih target wHayah yang spesifik. Proses ini juga terdiri dari 

penehtian lewat udara., penelitian geochemichal dan geophysical. Tahap berikutnya 

adalah Target appraisal, dimana cadangan mineral diidentifikasi dengan melalui 

penelitian geachemichal dan geophysical lebh detail dan beberapa proses 

pengeboran dan pemetaan wilayah. Selaojutnya adalah tahap exploration drilling, 

yaitu kegiatan pengeboran target spesiflk dari ekspiorasi yang disertai dengan 

pengujian metalurgi dan contoh batuan. Tahap terakhir eksplorasi adalah 

Assesment drilling, yaitu pengeboran yang !cbih intensif, penelitian metelurgi 

lanjutan dan penentuan potensi ekonomi dati temuaR Tahap ini akan menghasllkan 

dasar untuk menentukan apakah akan melanjutkan pengembangan tambang atau 

tidak. Tahap ekplorasi mineral berakhir saat ditemukannya cadangan! lmndungan 

mineral dengan nilai ekonomi 53 

Fase selanjutnya adalah fase pengernbangan tambang atau mine development, yang 

akan membangun kapasitas produksi pertamba:ogan dan pemrosesan mineral yang 

terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: Pertama adalah pembukaan lapisau ·-.__ 

atas untuk mencapai cadangan mineral yang ditargetkan. Kedua pembangunan 

konstruksi fasmtas pabrik pemrosesan. Ketiga pembentukan tim manajemen yang 

51 Elizabeth Bastida, op.cit. 
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akan memimpin perusahaan. Keempat roendidik perkerja. Dan kelima persiapan 

penjualan dari basil mineral yang akan ditambang. 

Fase .yang ketiga adalah eksploitasi (exploitation) atau produksi pertambaogan 

yang dimulai dengan ekstrasi bijih dari tambang. Fase ini biasanya rnencakup: 

proses pengupasan (stripping) lapisan luar untuk tambang terbuka, penyiapan 

tingkat·tingkat penambangan, rnembangun cadangan bijih, pengeboran, peledakan, 

pengirlman material ke fusilitas pernrosesan, dan menutup beberapa lubang basil 

galian. Hasil final adalah produksi konsentrat atau bullion untuk dijual sebagai 

komoditas.54 

Fase-fuse dalam proses pertambaogan diatas dapat dirangkum dan digambarkan 

sebagai berikut 

"Detiiil Planning 
• R!!connaissanee Explor.Jtion 
•Tln'getuppralsal 
• Exp!orat!M drilling 
• Assesment dlilr111g 

'--~~~~~%:;¥E£¥~~ 
•;wmbukaan laplsan atas 
•):onstrulul fusi!itas p~brik 

pemrostBan 
• pembetltukrm ti>n m~najeme11 
• me11dtdlk perkerja 
•perslapan penjuafan 

·­·-·~-............... ,....... 
·1«111-~-,...., ·-

Gambar 1.1. Fase-fase pros£S pertambangan 

Dari penjabaran di atas maka pertanyaan yang muncul adalah, jlka sebuah 

perusahaan tambang atau eksplorasi akan merencanakan operasinya untuk 

mena:namkan mudalnya dalam usaba purtambangan di Indonesia, dalam fase 

manakah perusahaan tersebut paling mengbarapkan peraturan perundang-undaogan 

yang menjamin kepastian hukum dalarn usahanya·?--

54 Elizabeth Bastida. op.cit. hint 1.5. 
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Menurut Virginia Heffernan, kemungkinannya adalah hanya satu dari seribu 

eksplorasi yang menemukan hasil ca:dangan mineral bernilai ekonomi.55 Dari 

kemungkinan ini, dapat dibayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan hanya untuk 

kegiatan permulaan dati pertambangan yaitu eksplorasi. Dengan demikian maka 

negara harus dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusahaan pertambangan 

mineral atau pengusaha eksplorasi yang yang melakukan eksplorasi dalam rar:.gka 

menjamin iklim berusaha, Uraian Burg dalam teori diatas menunjukan bahwa 

hukum harus dapat memberikan stability, predilctability dan fairness yang menjadi 

bagian dari strucJure yang sangat vital bagi tiap-t!ap fase usaha pertambangan yang 

diatur oleb hukum pertambangan ini. 

2.3, Kompleksitas dan Keunik.an lndustri Pertambangan 

Ada faktor-faktor yang dapat menggambarkan kompleksitas dan keunikan dari 

industd pertambangan, diruana fak:tor-faktor ini membuat pertambangan berbeda 

sekali dari jenis industri lain. Faktor-faktor tersebut dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut: 

1. Karaktersitik fisik dari sumber daya mineral yang antara lain: bersifat 

heterogen, dan tidak terbaharukan, keberadaannya tidak pasti dan kadang 

kala berada jauh dl dalam tanah, jaraknya yang jauh dari tempat penjualan 

dan mengharuskan adanya pemerosesan lanjut sebelum bijih minerai dapat 

diubah menjadi produk yang dapat dijuat 

2. Pembangunan proyek-proyek awal pertambangan dalam rangka 

mempersiapkan fasilitas produksi mernbutuhkan jangk.a waktu yang lama, 

keadaan yang berat, dan biaya yang sangat besar dibandlngkan dengan 

industri lainnya. 

3. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi yang memiliki resiko 

tinggi. Dan sebagiau besar pengeluaran biaya eksplorasi ini tidak 

menghasilkan temuan deposit mineral. 

-----"'-.--·-
$$ Maraboti Final Report, Strategic Considerations For Mineral Sector Development In 

Saudi Arabia, (The World Bank; 2000) hlrn. 20., According to Virginia Heffernan (Worldwide 
Mineral Exploration,. 1998), "Roughly cme out of every 1,000 properties passes the prelimmory 
explorartvn phase and resuifs in the discovery of economic grade mineralization. Once discovered, 
the mineralized zane hlJ$ a 1 2% chance cf developing miQ on economic deposit. In other words, it 
taJ;es J.O()() grassroots prospects to mal«: a discovery and at least I Of) discoveries to make a mine." 
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4, Resiko dari pembangunan sumber daya mineral dalarn banyak kasus adalah 

lebih tinggi dari industri I a in karena ketidak·pastian basil dari eksplorasi. 

5, Resiko selalu ada dalam keseluruhan fase-fase pertambangan, meski sudah 

memasukt tahap produksi, karena harga komoditi tambang selalu 

berfluktuasi. 

6" lndustri pertambangan adalah industri dengan modal besar (capital 

intensive) dengan infrastrnktur yang diperlukan juga sangat besar. Semakin 

capital intensive sebuah tambang, maka semakin sedikit tenaga kerja yang 

dibutuhkan tam bang tersebut 

7. Mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap penutupan tambang nantinya, 

kegiatan pertambangan pasti memiliki dampak pada lingkungan dan 

masyarakat sekitar tambang" 

Jika meUhat faktor-faktor tersebut diatas, dimana dapat disirnpurkan bahwa resiko 

dan darnpak dari usaha pertambangan sangat besar, dan jika demikian apakah 

sebaiknya negara sendjri yang melaksanakan pengusahaan pertambangan? 

Sebenarnya i11i adalah pertanyaan yang berkaitan dengan politik, dan sangat 

bergantung pada konteks dan trend ekonomi dan politik pada saat ini 

Dengan gagalnya kebijakan-kebijakan- yang otoriter atau state~centered 

polic/6 maka diharapkan bahwa sektor swasta dapat mengambi! resiko 

pertambangan dan negara lebih baik mengabdikan sumber dayanya dalam hal 

kesejahteraan rakyat seperti kcsehafa:n; perhatian sosial dan infrastruk:tur_57 Namun 

demikan, ada beberapa contoh yang bertawanan dengan pemyataan urnum ini. 

Misalnya terhadap perusahaan pertarnbangan yang dimiliki negara seperti di Chile 

seperti Codelco yang mcrupakan perusahaan tambang milik pemerintah yang 

merupakan perusahaan pertambangan maju. Codelco dalam krisis ek:onomi global 

ini justru ma1ah membukukan keuntungan sebesar 97 juta dolar Amerika pada 

triwuian pertama tahun 2009 ini. 58 

~~~Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Hukum, Kekuasaan, , <h«p:J/www.portalhuJ.."UITLcom 
rmdex.php?.name:News&file""article&sid=37>, Paradigms "state centered policy" saat ini jumu 
berlawanan dengan visi, misi dan arab kebijakan negara dalam era globalisasi J<lllg menekankan, 
meningkatlmn kesejahteman rakyat luas dan meminimalisaslkan peranan negara dalam kcbidupan 
ekonomi Ra~- . . 

Elizabeth Bastida. op.C1t.,hlm. L 7, 
sa <www.codclco.com> 16 MeJ 2009., C<xklc-o achieves pro-fit of US$97 million in first 

quartet' cif 2009; De:rpile the abrupt fall in copper and molybdenum prices, the company genemted 
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Kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai karakteristik pertambangan 

yang unik dan berbeda dari kegiatan produksi lainnya memberikan gambaran 

permasalahan dan konflik yang harus dicakup dalam hukum pertambangan mineral 

dan batubara, khususnya yang diatur dalam Kontrak Karya yang digantikan oleh 

sistem Izin Usaha Pertambangan. 

2.4. Perundang-Undangan Pertambangan Mineral 

Kontribusi pertambangan bagi peradaban manuasia dan perkembangan 

material sangat besar. Usaha pertambangan telah dimulai sejak jaman prasejarah/9 

dan dengan jasa pertambangan yang menyediakan material pertambangan bagi 

industri peralatan., bagi kebutuhan perang, perhias!Ul dan ornament-ornamen lain 

menjadikan pertambangan sebagai faktor utama dalam kemajuan peradaban 

manu.sia. 

Sebagai efek dari usaha pertambangan, jlka dikelola dan diatur dengan baik 

dalam satu negara dengan struktur hukum dan adminstrasi industry mineral yang 

baik. maka usah pertambangan dapat memberikan manfaat antara lain adalah: 

memberikan nilai bagi peneriruaan negara: mendapatkan atau menabung valuta 

asing; membantu diversifikasi ekonomi negara~ merangsang pembangunan 

nasional dan regional seperti di daerah-daerah terpenci!; kontribusi bagi perbaikan 

infrastruktur secara fisik; membuat lapangan kerj a {langsung dan tidak langsung) 

termasuk lapangan kerja bagi daerah-daerah terpencil; meningkatkan 

proffesionalisme dan keablian teknis bangsa, memberikan alih teknologi; 

mempromosikan hubungan~hubungan langsung dan tidak langsung bagi industry-

profits during the first quarter of the year. ''We have a profit, a modest profit, but a profit.] want to 
underline the effort that !ws been realized with regard to production and costs during this period, '' 
said Codelco CEO, Jose Pablo Arellano. 

59 Kegiatan pertambangan te!ah dimulai sejak kebcradaan manusia di duna ini. Demildan 
tuanya. sehingga perta:mbangan (yang dilakukan dengan maksud untuk meroa:nfaal.kan sumberdaya 
mineral yang terdapat di bu.mi demi kesejahternan manusia) diyakini sebagai ikhtiar kedua yang 
d.i.lakukan manusia, sete1ah kegiatan pertaninn a!au agrikultur. Tidak dapat dipungkiri, bahwa 
acapkali era budaya (cultural ages of man) diasosiaslkan dengan penemoan dan pemanfaatan 
mineral, antara lain: zaman batu (s!one age, sebelum 4000 SM), zaman lembaga (Bronze age 4000 
- 1500 S!\1), uunan besi (iron age- 1500 SM- l'TSO), 1.aman baja (S!eei age- 1780 ~ 1945 M), 
dan zaroan nuklir (Nuclear age sejak I 945 :M). Lihat Nurhaki.m, Tnmbang Terbuka, (Banjarba.ru: 
Universiatas Lambung Mangkurat, 2004) l:J1uL l. 
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industri penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan pemerosesan barang 

mentah pertambangan; dan sebagainya. 

Meskipun pertambangan adalah, atau mempunyai potensia! sebagai 

contributor bagi pembangunan di negara-negara berkembang, pentingnya 

pertambangan justru semakin berkurang di negara-negara maju.60 Pertanyaan yang 

dapat muncul adalah mengapa tetjadi perpindahan eksplorasl mineral dari negara 

maju ke negara berkembang? 

2.4.1. Perpindahan Eksplorasi Mineral Dari Negara Maju Ke Negara 

Berkembang 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan untuk investasi 

pertambangan mineral di negara-negara maju. Beberapa faktor itu antara Jain 

adalah mengenai pertirnbangan perlindungan lingkungan yang lebih ketat di 

negara-negara maju, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

pertambangan mineral, partisipasi Non Govennental Organization (NGO). tuntutan 

masyarakat negara-negara maju, dan kompetisi dalam penggunaan lahan bagi 

usaha Iain yang lebih mcnguntungkan dibandingkan dengan pertambangan. 

Negara~negara ratawrata memiliki peraturan perundang-undangan khusus 

yang mengatur pertambangan dengan memisahkan huk:um yang mengatur hak 

kepernilikan atas taaah dan bawah tanah, dimana struktur dari hukum-hukum 

pertambangan tersebut menempatkan Negara sebagai pemilik dari mineral yang 

terkandung di dalam tanah. Ini adalah struktur yang umurn bagi Negara-negara 

berkembang karena pemanfaatan dan pengembangan sumber daya minerai masih 

merupakan prioritas tinggi61
. Bagi negara-negara maju, struktur hukum 

pertambangan cenderung mencerminkan peran pertambangan bagi ek:onomi negara 

yang scmakin berkurang, dan lebih mencerminkan pentingnya nilai-nilai lain dari 

lahan kepentingan lainnya seperti nilai-nilai lingkungan hldup dan kepentingan 

sosial yang merupakan prioritas yang lebih tinggi bagi negara maju. 

6Q Kecuali Negarn Kanada dan Australia, dimana pertambangan masih sebagai kontnDutor 
penling bagi ekonomi nasional. 

61 Elizabeth Bastida. op.cit.,hlm. 1.8. 
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2.4.2. Pentiugnya Perundang-Undaugan Khusus Yang Mengatur 
Pertambangan Minentl 

Pentingnya peraturan perundang~undangan khusus bagi pengusahaan 

pertambangan mineral antara lain adatah62
: pertama, pentingnya sumber daya 

mineral bagi masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu wilayah 

dapat rnemberikan nilai yang lebih tinggi jika digunakan untuk pertambangan dan 

harus diutamakan penggunaannya bagi publik dihandingkan keinginan lain pemilik 

privat dari suatu wilayah, Kedua, prinsip kepentingan umum (negara) menjadl 

alasan mengapa kepemilikan atas mineral ha:rus berada pada negara bukan pada 

pemilik laban atau tanah. Ketiga, pemisihan kepemilikan lahan dan kepemilikan 

mineral dalam tanah harus dideflnisikan dengan jelas dalam hukum. Keempat, 

pemisahan antara hak kepemilikan lahan dan kepemllikan atau siapa yang berhak 

atas sumber daya mineral dapat menimbulkan konflik. Kelima, seperti disebut di 

atas bahwa pertambangan adalab aki:ifitas pengambilan minerai dari dalam tanah 

dan merupakan aktifitas yang merusak dan memiliki dampak pada lingkungan dan 

masyarakat sek:itar sehingga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dan yang keenam, hukum pertambangan bukan hanya metihat dari sisi hukum saj~ 

tapi juga dari sisi kebijakan, sehingga peraturan perundang-undangan khusus bagi 

pertambangan adalah penting dalam mengatur tindakan-tindakan da1am 

pemanfaatan sumber daya minerat.63 

Dalam arti sempit, fungsi utama dari hukum pertambangan, inter alia, 

definisi dari bak penguasaan mineral yaitu sebagai persyaratan: hak pengelolaan 

atau kepemilikan surnber daya mineral; prosedur dan !criteria dalam pemberian hak 

pertambtmgan; hak dan kewajlban pemilik hak pertarnbangan; Iuas dan bentuk dari 

area konsesi pertambangan; pemindah tanganan hak pertambangan; dan 

pengaturan prosedur penyelesaian sengketa (procedures for settlement of disputes). 

Dalam arti luas, hukum pertambangan mencakup kerangka hukum bagi 

pengembangan sumber daya mineral antara lain, terrnasuk kebijakan fiska! dan 
', 

62 ibid 
63 Karena bukum pertambangan merupakan cerrninan kebijakan stJ.atu negarn. ironl.cks 

politis dan ekonomi sualu negara akan sangat menentukan bagaimana rekonsiliasi kcpenting;m 
ekpioltasi sumber daya mineral dilakukan, apakah mcnekankan pada sektor investor swasla atau 
mcnekankan pada negara dalam pengcrnbangan sumber daya mineral ini. 
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kebijakan investasi, persyaratan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab 

sosial, dan juga mencakup peraturan tentang kesetamatan dan kesehatan kerja 

dalam usaha pertambangan. Pada perkembangan akhir-akhir ini, hukum yang 

mengatur perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial pertambangan 

semakin banyak yang diintegrasikan dalam hokum pert:ambangan mineraL 

Subyek hukum yang berkepentingan dalam peraturan perundang-undangan 

mineral dan batuhara antara lain adalah: Negara, yang mempunyai tujuan 

mendapatkan sebesar-besamya manfaat dari pengembangan sumber daya 

mineralnya; Investor privat atau penambang, yang mempunyai kepentingan 

rnendapatkan keuntungan dengan mengelola sumber daya mineral) pemilik lahan 

yang mcndapat ganti rugi dengan dlgunakannya lahan miliknya bagi pengusahaan 

pertambangan; dan pihak ketiga yang terkait rlengan atau terkena dampak 

lingkungan dan dampak sosial dari pengembangan sumber daya mineral. 

Pertanyaan mengenai bagaimana hukum pertambangan dapat rnencakup, 

menyatukan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara 

kepentingan negara/ publik dan kepentingan privat, adalah sangat dipengaruhi oleh 

pilihan atau keputusan pemerintah/ negara, bagaimana mengembangkan sektor 

sumbcr daya mineralnya. Keadaan dan lingkungan scsial-ekonomi dan pol!tik 

dimana pengusahaan pertambangan minerai itu berada, merupakan hal yang 

menentukan kebijakan dan hukum pertambangan, apakah akan dikemba.ngkan 

berdasarkan sistem privat. publik, atau kombinasi antara kedua sistem tersebut. 

2.5. Dua Model Hukum Pertambangan Mineral 

Dalam meneliti hukum pertambanga.n mineral, ada dua model hukum yang 

dapat digunakan sebagai pembanding yang digunakan oleh negata-negara 

berkembang yang mendominasi a bad ke dua puluh. Dua model tersebut adalah: 

Hukum pcrtambangan mineral pada orde baru ekonomi internationatw1 tahun 

196011970 atau Mineral law and policy in the New International Economic Order 

"'--------
6-1 Lihat UN Documents, 3201 (S-Vl). Dec/oraJion on the Establishment of a New 

Jntemational Economic Order, (Dis!!: General 1 .May 1974), Lihat juga Kelley Lee et.al., 
Globalization and Heallh Equity, (Canada: U.Ottawa. 2007) hlm. 20. The New Jnteml.llional 
Economic Order (NJEO) was a set of proposals put jonvard during the 197(/s by L~OCs at 
UNCTAD to promote Improved tenns of tmde, debt relfef, development assistance, tariff reduCJions 
and other means. 7'JM Declaration for the Establishment of a N!EO, adopted by the UN General 
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(NIEO) dan hukum pertambangan mineral pada ekonomi global dan liberal yang 

dimulai pada akhir tahun 1980 atau Mineral law and policy in a global and 

liberalised economy. 

2.5.L Hulrum Pertambangan l\fineral Pad a Orde Baru Ekonomi International 

Hukum dan peraturan yang berhubungan dengan investasi pertambangan 

saat 50 tahun yang lalu dipengaruhi oleh interpretasi prinsip Kedaulatan Perrnanen 

Atas Sumber-sumber Daya Alam (Permanent Sovereignly over Natural 

Resources} Interpretasi prinsip kedaulatan permanen atas sumber-sumber daya 

atam adalah suatu prinsip hukum international yang diawali oleh "tuntutan politik" 

dari negara-negara terbelakang dan negara-negara ex-colonial, yang me:nuntut 

pengakuan atas hak negara~negara itu dalam berpartisipasi datam pengernbangan 

sumber daya alam, dan mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam 

tersebut. Evolusi dari prinsip ini dalam menyesuaikan ekonomi global baru dapat 

menjelaskan dasar alasan dibelakan hukum-hukum pertambaogan yang digunakan 

di negara-negara di dunia. 

Pada periode !962-1974 pendekatan nationalis (nati011alist approach) 

menjadi semakin tegas. Hal ini ditunjukan melalui mekanise kontrol yang lebih 

kuat dari negara pada eksploitasi sumber daya aiamnya, dengan maksud untuk 

mendapa:tkan pembangunan ekonomi dan pembagian secara adif dari keuntungan 

dan kekuatan dalarn bekerjasama dengan dunia industri. 65 

Pada periode ini, negara berkembang mencari suatu kemerdekaan politik dan 

ekonomi. dan tindakan nasionalisasi menjadi suatu yang umum. Periode ini dapat 

dicirikan oleh antara lain hal~hal berikut ini: Perintah dan perencanaan ekollomi 

dilakukan ileh negara; Ketergantungan pada badan usaha milik pemerintah untuk 

menjalankan ekonomi; peraturan yang menutup perusahaan swasta; Pembatasan 

dan pengontrolan hubungan ekonomi dengan dunia luar dan; Restriksi penanaman 

modal asing> dan dalam beberapa kasus adalah hampir dilarang. 

Assembly in 1974, sought to replace the Bretton Woods system with one more favqurable to the 
developing -world. Al<mg with the declaration, a Programme of Action and a Charter of Economic 
Rights and Dulles of States were afso adopted. 

os Si:tialan dengan model ini dan penernpan prinsi_p Kedaulatan Perrnanen AlaS SumberM 
swnber Daya Alam, pengembangan sumber daya a1am ditujuka:n untuk menyediakan sumber 
keuangan un!.Uk pembangunm dan dapat dianggap sebagai papanloncat \.U'ItUk era industrialisasL 
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Da!am model ini, hukum di!ihat sebagai alat bagi rekayasa ekonmi dan 

sosial (ecotwmtc and social engjneering) untuk membawa perubahan ekonomi dan 

sosial yang didambakan" Refonnasi hukum dalam banyak kasus lebih condong 

melemahkan institusi swasta atau privat dan meningkatkan kuasa negara pada 

wilayah dan surnber daya alam, dimana hukum pubfik lebih menjadi hukum dasar 

bagi aktivitas ekonomi dan bisnis da!am konteks ini. 

Hukum pertambangan yang rnerefleksikann model ini dapat dicirikan antara lain 

oleh: adanya rez!m birokrasi rumit bagi pengusahaan pertambangan mineral; 

adanya diskresi pemerintli.h dalam memberikan, melanjutkan, dan menghentikan 

izin atau hak: untuk pertambangan mineral; pembatasan yang luas bagi pihak 

swasta atau privat untuk menambang dan> munculnya negosiasi ulang 

{renegotlaJion) petjanjian~perjanjian dan kontrak~kontrak antara pernerintah dan 

perusahaan pertambangan transnasional. 

Implementasi prinsip-prinsip dalam NTEO, seperti prinsip Kedauiatan Permanen 

Atas Sumber-sumber Daya Alam, investasi melalui perusahaan mllik pemerintah, 

bantu an a sing u ntuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan roelakukan 

p!njaman luar negeri adalah sesuatu yang gagal di banyak negara dunia ketiga. 

245.2. Hukum Pe.-tambangan Mineral Pada Ekonomi Global Dan Liberal 

Model yang kedua adalah lrukum pertambangan mineral pada ekonomi 

global dan ekonomi liberal yang dimulai pada akhir tahun 1980_ 

Hukum pertambangan yang berorientasi pada kebijakan negara mulai berubah pada 

tahun 1980. Turunnya harga komoditi pada rabun 80an dikombinasi dengan 

tingginya bunga international memberikan kesulitan bagi perusaha.an-perusahaan 

milik pemerintah.66 Situasi ini dengan cepat mendorong: liberalisasi global; 

beralihnya intervensi pemerintah ke situasi yang lebih bergantung pada sistem 

pasar untuk alokasi sumber daya, keterlibatan pihak privat dalam penyusunan 

peraturan; privatisasi perusahaan pemerintah; deregulation atau pencabutan 

berbagai peraturan yang bertujuan memacu kegiatan ekonomi dan investasi terbuka 
'-

bagi penanaman modal asing. 

66 Keadaan ini juga dikomhlnasi dengan reputasi perusahaan milik pemerintah dengan 
admlnstrasi bisnis yang buruk di negara-negara berkembang, dan jaluhnya komunisme adalah 
faklor-fuktor lain yang menyebabkan dltinggalkannya hukum dan pernmrnn yang berorientasi pada 
NIEO. 
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LiberaHsasi global dan beralihnya intervensi pernerintah ke sistem yang 

berbasis pasar untuk alokasi sumberdaya mulai pada akhir tahun 1980an telah 

membuat jaian bagi generasi baru hukum pertambangan dan perjanjian-perjanjian 

atau kontrak-kontrak yang mendorong penanaman modal asing. Meskipun hal ini 

sanga!lah berbeda pada tiap·tiap negara, ada beberapa kecenderungan umum bagi 

negara-negara berkembang untuk memperbaharui hukum-hukum yang telah usang 

dan memperbalki efisiensi dati proses administrasi melalui: prosedur aplikasi dan 

persetujuan yang lebih ramping; renegosiasi; meningk:atkan peljanjian pengelolaan 

sumber daya mineral; mern.inirnalisasi keterlibatan pemedntah; memimperhaiki 

manajemen pemberian hak pertambangan; memperkuat prinsip security of tenure 

dan; memperbai.k peraturan mengenai pemindahtanganan hak: pertambangan. 

lmplementasi hukurn pertambangan pad a model ini telah menghasilkan: keinginan 

yang besar untuk berinvestasi di negara berkembang yang berkompetisi untuk 

menarik penanaman modal asing dan perusahaan-perusahaan pertambangan 

memiliki lebih banyak pilihan negara-negara dimana mereka akan menanamk:an 

modalnya sekarang. 67 

Peran penting bagi penanaman modal asing da1am rangka pernbangunan ekonomi 

suatu negara membutuhkan sJstem hukum. yang menghasilkan iklim stabil 

(stability) dan dapat diprediksi (predictable) agar dapat memberikan suatu kondisJ 

yang menunjang aktifitas bisnis dan meningkatkan penanaman modal di daiam 

ekonomi. Faktor penting 1ainnya untuk mencapai tujuan ini adalah eflsiensi dari 

sistem hukum dan kemampuannya untuk mengurangi ketidakpastian bisnis dan 

ketidakpastian politik bersamaan dengan mengurangi biaya-biaya transaksi. 

Menurut straregi regional yang dirancang oleh World Bank dalam melalrukan 

revitalisasi sektor pertarnbangan di Afrika dan Amerika Latin, hal-hal yang pcrlu 

dilalrukan adalah dengan memfokuskan pada stimulus untuk partisipasi pihak 

swasta, me!akukan privadsasi aset~aset negara dan membuat suatu kondisi 

pembangunan sumberdaya mineral yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran 

dari refarmasi hukum adaiah untuk mengurangi resiko real dan resiko yang akan 
-"-

61 Meningk:atnya peratumn mengenai lingkungan hidup dan pcmbatasan penggunaan laban 
di negarn maju, ditambah dimulainya legislasi investasi dan pertambangan yang bersahabat, telab 
rncngbasilkan perpindahan daya tarik investasi dari ekonomi barat (Amerika Scrikat, Kanada, 
Afrika Sclalan dan Australia) ke wilayah scperti Amerika SeJatan dan Asia Tooggara Elizabcl..b. 
_Bastida, Ibid. 
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muncul dengan cara merancang payung hukum yang melindungi resiko dan 

membuat lingkungan yang kondusif bagi penanaman modaL Beberapa kerangka 

hukum pertambangan {dan hukum investasi) yang terbukti sukses dalam menarik 

penanam modal hiasanya mencakup hal-hal antara lain: Secun'ty of tenure; 

prosedur dan syarat-syarat yang jelas dan transparan; memberikan ak.ses ke sumber 

daya mineral; memberikan akeses ke transaksi international dan; rezim pajak yang 

stabil dan berada dalam keadilan. 

2.6. Prinsip Security Of Tenure Hukum Pertambangan 

Prinsip Security of Tenure pada hukum pertambangan mineral yang 

berorientasi pada ekonomi privat adalah sangat penting. Salah satu alasan spesifik 

yang teiah ditelusuri diatas adalah pada karakteristik usaha pertambangan dan fase­

fase mulai dari pada saat ekspiorasi dan pembangunan proyek utama, hal mengenai 

banyaknya biaya yang dikeluarkan pada aktifitas sebelum produksi, reslko-re:siko 

dari pertambangan dan seterusnya.68 Dengan berjalannya waktu, hukum 

pertambangan di negara-negara dengan perekonomian pasar (market economy) 

merniliki kecenderungan untuk memberikan keamanan hukum bagi penanaman 

modal di hidang pertambangan mineral. 

Suatu analisa yang dilakukan pada hukum-hukum perta1nbangan mineral 

menemukan bahwa pada saat revolusi industry pada abad Sernbilan beJas dan 

negara-negara maju sekarang membuktikan suatu tindakan yang leb.ih liberal ke 

arah pembangunan ekonomi. 

2.6.1. Security Of Tenure Sebagai InsentifYang Kuat 

Hukum-hukum ini menekankan pada hak-bak pertambangan privat, yang 

diperkuat dengan jaminan hukum terhadap expropriation, dan prinsip security of 

68 Denise Leith ,The Politics of Power: Freeporl in Suharlo 's Indonesia, {Honolulu: 
University of Hawai, 2003) l-llm.38, rlalam Arianto Sangaji, Pemerintah Dacrah Dan Omop: Apa 
Yang Harus Berubah Da1am Pertambangan Emas Di Poboya? <http://sangajianto.blogspot.·:~> 
Perusahaan~perusa.baan pertambangan menyusu.n kriteria investasi di mana keputusan untllk 
melakukan investasi dan eksplorasi ditenlukan oleh prinsip-prinsip lertentu. Pertama. pada tahap 
eksplorasi, perusahaan--pcrusahaan mempertimbangkan aspek potensi geologi, stabilitas politik. 
lrea.manan dalam pcnguasaan (security of tenure), hukum pcrtambangan. slabilitas hukum 
pertarnbangan. stabilit.as perpajakan/tingkat pajak, dan karaktcristik dari deposit. Kedua, kepurusan 
melakukan in"-estasi penambangan didasarkan pada pofeusi kcuntungan., stabilitas polilik, perolehan 
keuntungan., lingkat pajaklstabilit.as perpajaka.n. b.iaya pasar, dan stabititas hukum pertambangan. 
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tenure, sebagai insentlf yang kuat untuk menstimulasi investasi capital pada sektor 

int 

Pertambangan kadang kala sebagai sektor yang paling kuat dalam pembangunan 

ekonomi, dan pcrlindungan hak-hak pertambangan bagi swasta, dibambah dengan 

kebijakan fiscal yang baik, adalah instrumen utama yang banyak digunakan oleh 

pemerintah-pemerintah dalam rangka promosi penanaman modal 

Karena aktifitas pertambangan memiliki karakter dlmana waktu yang dibutuhkan 

untuk modal kembali adalah sangat panjang yang melibatkan perke!jaan dan 

perjanjian yang lama, dan resiko investasi kapital yang besar, maka investor pada 

saat membuat keputusan untuk menanamkan modalnya di suatu negara 

membutuhkan kejelelasan hak-haknya atas sumbet daya mineral. 

Secara sempit, jaminan keamanan bagi pengusahaan mineral telah di deflnisikan 

sebagal pemberian hak yang wajar setelah menyelesaikan fase eksplorasL 

Sehingga pada dasarnya security of tenure menghasilkan pendapat bahwa investor 

harus diberikan jaminan untuk dapat mengembangkan temuan mineral yang sukses 

sebelum masuk pada komitmen eksplorasi atau hak untuk melanjutkan dar! fase 

eksplorasl ke fase berikutnya yaitu fase penambangan dengan hak untuk 

menambangnya. 

Berikut ini adalah beberapa masalah yang berhubungan dcngan prinsip security of 

umure yang biasanya diteliti oleh perusahaan pertambangan sebelum melakukan 

investasi: Pertama, perusahaan pertambangan akan ragu untuk menanamkan 

modalnya dalam eksplorasi yang mahal kecuafi ada jaminan yang bijaksana bahwa 

sete!ah perusahaan menemukan cadangan deposit, mereka akan dapat 

menambangnya. Kedua,. perusahaan rnengharapkan tingkat penanganan yang wajar 

dari pemerintah yang berkuasa datam memberikan persyaratan, seperti IT'..elakukan 

analisa mengenai dampak lingkungan, sebelum diberikan hak untuk melakukan 

penambangan. 

2.6.2. Dua Tabap Securit;p OJ Tenure 

Dalam arti luas, security of tenure dapat terdiri dari dua tahap ya[tu: 

Pertama, rnemberikan hak secara hukum untuk menambang. Kedua, mencakup 

kepastian hak yang telah dlberikan dan kondisi dimana bak tersebut dapat ditarik 
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atau hila:ng dalam fase eksplorasi dan penambaogan, dipindah tangankan atau 

dijaminkan. Sejalan dengan interpretasi yang lebih luas jni, World Bank dalam 

pedoman kebijakan pertambangan (mining policy gnidelines) untuk Amerika 

Selatan menuliskan bahwa rezim security of tetmre memastlkan bahwa hak 

penambangan minera~ sete!ah didapatkan, tidak dapat dihentikan atau dlcabut, 

kecuali daiam hal yang bertentangan dan dengan jelas dinyatakan dalam hukum, 

dan memberikan kepastian kelanjutan operasi penambangan minerai selama umur 

proyek itu. 69 Suatu aspek yang meliputi kelanjutan operasi adalah berhubungan 

dengan dapa\ dipindahtangaakannya hak pada pihak ketiga yang memenuhl syarat, 

dan dapat dijaminkan untuk mendapatkan peningkatan dana yang diperlukan. 

Aspek-aspek: itu tercak:up dalam konsep modem dari security of tenure termasuk 

jaminan terhadap expropriation. 

Berhubungan dengan security of tenure daJam arti luas fni, hukum pertambangan 

hams mencakup jaminan pada seluruh fase yang rlibutuhkan untuk proyek 

pertambangan mulai dari penefitian, eksplorasi, pembangunan dan jaminan seiama 

umur produktiftarnbang, 

2.6~3. Contoh Implementasi Security OJ Tenure 

Sebagai contoh. negara di Amerika Selatan yang menglmplementasikan 

prinsip security of temJre dalam hukum pertambangannya dalam arti luas adatah 

negara Chile. Hukum pertambangan di Chile (!983) memberikanjaminan security 

of tenure yang bijaksana pada seiuruh siklus pertambangan. Huk:urn pertambangan 

di Chile ini: Memberikan jaminan bagi perushaan tambang yang rnelakukan 

eksplorasi untuk mendapatkan hak untuk eksploitasi mineral saat fase eksplorasi 

telah selesai; menjabarkan dengan jelas hak dan kewajiban perusahaan 

pertambangan untuk melanjutkan hak penambangannya~ menjabarkan denganjelas 

69 Elizabeth Bastida, A Revii!W ojlhe Conct:pf of Security of Mineral Tenure: Js..rues and 
ChaJienges, (Dundee: CEP'MLP JQuma! Volume 7-17 Article, 2000) Con;,isfent wifh ~-:J,ch a 
broader interpretation of security of tenure, the World Bank i'n its mining policy guidelines for 
Latin AmeriCa iws staled that a regime of secured tenure ensures that a mineral right, onCI! 
granted. cQI1no/ be suspended or revoked exr:epl on specified grounds which are clearly set o--Jt by 
law, (llld provides reasonnble assurances guaranteeing the continuity of operations aver the life of 
the project. An aspect encompassing the contmuity of operations is related io the ability to transfer 
the title to tVU' eligible third party, and to mortgage the Iitle to raise finance. Those aspecls are 
comprised under the "modern concept of security of tenure", that aiso encapsulates guarantees 
against expropr/Qtion. 
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alasan dihentikannya hak penambangan dan; memberlkan hak bagi pemegang hak 

pertambangan untuk melakukan petisi perlawanan bagi pihak ketiga yang 

menggangu ·hak pertambangannya. 

Hukum pertambangan Peru (1992) dan Bolivia (1997) juga memberikan jaminan 

security of tenure yang baik sepanjang proses pertambangan mineraL Dalam rezim 

ini, ekplorasi dan ekploitasi sumber daya mineral diberikaO daiam satu konsesi 

yang menggabungkan hale eksplorasi dan hak eksploitasi. Hal ini berarti sangat 

mengurangi ketidakpastian hukum selama proses penambangan dan mengurangi 

banyak waktu dalam prosedur dan administrasi untuk mendapatkan hak 

pertambangan mineraL 70 

--------
m Elizabeth Bastida,. ibid.The mosl important innovations in Jhe Peruvian and Bolivian Mining 
Codes consist ;n the unification of exploration and trXplvilation rights into a single concession. 
This has meant lhe most radical minimisation of uncertainties aslo the length of mining rights, and 
a significant reduction of time and procedures, leading to a most efficient administration of mineral 
rights. Argenlina has introduC£d partial changes to the e:xfstmg Mining Cede, mainly aimed at 
minimising regulatory steps and government i11terventi®, eliminating outdated categories and 
replacing the ::.ystem of location of mineral rights by geographical coordinates, all of which have 
helped to revitalise the legal framework for privtlie investment. 
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BAB3 
LA TAR BELAKANG HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA 

3.1. Masa Sebelum Kemerdekaan 

3.1.1. Masa kekuasaan VOC (1619-1799) 

Sejarah telah mencatat behwa penjajahan bdanda atas kepalauan nusantara, 

berawal pada tahun 1619. dalam tahun itu, pasukan Vereenigde Oost lndische 

Compagnie (VOC) dibawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut 

Jayakarta dan kemudian mendirikan kota baru yang diber nama Batavia,71 VOC, 

yang semula merupakan perusahaan dagang Belanda yang bertujuan mendapatkan 

monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah kepulauan nusantara, 

kernudian berkembang menjadi siatu kekuatan penjajah. Untuk memenuhi 

ambisinya, VOC dibawah pimpinan J.P. Coen tidak segan-segan berperang 

menhancurkan kekuasaan raja-raja pribumi yang menghambat usaha mereka, 

khususnya kerajaan-kerajaan d! Jawa dan Maluku. Kemudian rnelalui politik 

devide et impera VOC tidak saja berhasil memperluas wllayah perdagangannya 

tetapi juga memperoleh tambahan tanah jajahan. 

Pada akhirnya VOC lebih cenderang untuk mempertahankan dan 

memperluas tanah jajahan ketimbang melal"Ukan misi utamanya yaitu usaha 

perdaganan. Selain itu, banyak pejabat VOC di Batavia yang ber!aku curang, 

pemborosan, inefisiensl dan korupsi yang turut memperburuk kondisi keuangan 

perusahaan. Hutang yang sudah menumpuk pada Pemerlntah belanda tidak 

mungkin lagi terbayar. Akhirnya setelah dinyatakan bangkrut (jailliet), maka pada 

tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahan 

dan miliknya diambil alih oleh PemerJntah Belanda. Sejak itu pula terbentuk secara 

resmi pemerintahan kolonlal Hindia Belanda yang herkuasa hingga tanggal 8 

Maret 1942 yaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada balatentara Jepang 

daiam perang Pasifk 

Selanjutnya bagaimana dan apa yang telah dilakukan Belanda dalam sektor 

pertambangan selama lebih dari tiga abad penjajahannya di Hinda Belanda. 

11 Sociaryo Sigit,. Porensi Sumber Daya Minerai dan Kebangkifan Pertambangan 
JmkmeSfa . .P:idato llmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris CaUSl di ITB Bandung, 9 maret 
1 !>96, hJm 4. 
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Soet:aryo Sigit, soorang pakar pertambangan terkemuka Indoneis~ menyimpulkan 

bahwa; 

"Dalam hal penyelidikan geologi yang bersifat mendasar, cukup banyak 

yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh pakar Belanda. Hal ini tidak 

mengherank:~ karena Bangsa Belanda sejak dulu sudah terkenal menriliki Hmuan­

ilmuan besar di berbagai bidang. Dalam bidan pertambangan sebaliknya, temyata 

orang-orang Belanda tidak marnpu mengambangkan Hindia Belanda menjadi suatu 

wilayah pertambangan terkemuka, meskipun potensi minera1 wilayah ini, 

sesungguhnya cukup besar. Hal ini pun tidak terlalu menghera:nkan, karena negeri 

Belanda bulom negara pertambangan. Sebehnn memasuki era industri peda 

dasamya rakyat Belanda hudup darl pertanian dan perdagangan."72 

Gambar3.1. 

TambangEmas Saruaso, pedalaman Minangkabau Tahun 165173 

Contobnya lalnnya adalah Pertamhangan dilakukan oleh masyarakat secara 

tradisional dengan alat-alat sederhana di Minangkabau Pada tahun 1651, meskipun 

ditambang oleh masyarakat, emas dapat diperoleh secara resmi dari tangan VOC di 

pantai Pariaman, Minangkahau. Perdagangan emas ini berlangsung atas peijanjlan 

12 lbid 
n Sumber: http:/Jher:ius.wordpress.com/. 
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bilateral antar Bandaharo di Sungai Tarab yang mengusai distribusi pengangkutan 

cmas dari Samaso, pedalamall Minangkabau.74 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, dapat dipahami jika VOC sebagai 

perusahaan dagang dalam meluaska.n usahanya ke berbagai macam perkebunan 

tidak pernah menunjukan minat pada usaha pertambangan (menambang sendiri). 

Meskopun demikan, VOC tetap terlibat kegiatan perdagangan hasil-hasil tambang, 

sebagaimana dicatat oleh sejarah bahwa pada tahun 1710 mulai melakukan 

pembelian timah dari Sultan Palembang yang dihasilkan oleh tambang-tambang 

yang dikerjakan oleh orang-orang Clna di Pulau Bangka.7s Bahkan pada akhirnya 

VOC memperoleh mono poll perdagangan timah ini, jadi peranannya hanya sebagai 

tenkulak yang tidak pernah berminat melakukan pertambangan sendiri. Dalam era 

ini se!uruh kegiatan ekonomi hanya difokuskan pada keuntungan VOC semata. 

3.1.2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942) 

Sel<llah pengambilalihan semua rnilik (asset) dan kegiatao VOC oleh 

Pemerlntah Hindia Belanda sampai jatuhnya Hindia Belanda ke tangan lnggris 

(1811), khusus yang berkenaan dengan usaha/ kegiatan pertambangan tidak banyak 

mengalami perubahan yang berarti. Baru setelah Inggeris menyerahkan kembali 

tanah jajahan ini kepada Belanda (1816) dilakukanlah perubahan dalam cara 

pemerintahan Hindia Belanda 

Kegiatan pemerintahan selanjutnya banya mencakup tugas-tugas 

pemerintahan murni, sedangkan kegiatan perdagangan. pertanlan, perkebunan dan 

industri kecil dan sebagainya diserahkan kepada pihak swasta. Datam suasana 

liberalisasi pcrekonomian, munculah keinginan pihak swasta dan perorangan 

Belanda untuk mengusahakan pertambaogan, Minat swasta tertuju kepada timah 

dan batubara. K.edua komoditi tersebut memiliki prospek pemasaran yang jelas 

ketika itu. 

11 Dua orang Bandaharo yailu Bandaharo Putih dan Bandaharo Kuning menge:ndalikm 
ekspor cmas dari pedalaman. Minangkabau, sampai pada akhir abaci xvm. bangsa eropa yang 
pertama yang menyclidilti sunii:.crdaya alam eli Tanah Oatar, mcnyebutkan emas mulai habis 
didaerah tersebut. Andiko Sutan :M:mcayo, Tambang Rakyut dan Hak-Hok Masyarokal Lokal, 
Kond1si Terkini da1l Rancangan Salusi, <http://herius.wordpress.co.m/tambang-ralcyat-dan-hak~hak­
masyarakat-lokal·kondisi-tcrkini-dan~mncangan~solusl/> Juni 2009. 

15 Roziq B. Sooljipto, Sejorah Munculnya Pemlkiran Pengusahaan Pertambangan yang 
Berorientosi Kerokyatan, (dalam Loekman Soelrisno et.al., Mencari Model Pemecahan Masalah 
Huhungonlnt!uslri Pertambongan Dengan mosyarakat &kitar), Yogyakarta,. 1997. hlm 15. 
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KeterHbatan swasta mendorong Pemerintab 1-lindia Belanda membentuk 

suatu Komisi khusus (1850) untuk mempewjari dan menyusun bontuk pengaturan 

usaha pertmnbangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan 

(miJ"nreglemenl) yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau 

konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas 

untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pengecualian Pulau Jawa karena 

Pemarintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (overlapping) antara 

bak pertambangan dan sistem cu/tuurstelsel dalam pertanian dan perkebunan yang 

telah diborlaknkan di Pulau Jaw a. 76 Pemerintah Hindia Be Ianda rupanya bel urn 

mendapatkan earn yang tepat bagaimana cara memisahkan bak alas tanah dan bak 

alas bahan galian yang terdapat di daban tanah yang borsangkutan. 

Gambar 3..2. Dienst van den Mijnbouw membangnn gedung di Rembrandt 

Straat di Bandung pada tahun 1928-192977 

Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan 

secara khusus~ pada tahun I 852 pemerintah mendhikan "Dienst van het 

Mifnwezen" (Jawatan Pertambangan)78
. Tugas jawatan ini adalah melaknkan 

eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan 

76 Soetaryo Sigil, op.cit,, hlm.a. 
11 Somber: Wisata Seja.rah Indonesia, Museum Geo!ogi Bandung, <http:llwisatru:eja.rah, 

wordpress.com/2009/03/2:3/museum-geologi~bandungl> 

,. Sejarah penyelidikan geoJogi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak 
pertengahan abad ke-17 oleh ahli-ahU Eropa. Setelah di Eropa tetjadi revoJusl Industrl pada 
pertengahan abad ke-18. mereka sangat membutuhkan bahan tam bang sebagai bahan dasar industrL 
Pemerinrah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan baban galian di wilayah Nusantara. Dengan 
jalan itu diharapkan perkernbangan industri di Negeri 8elanda dapat ditunjang. Maka dibentuklah 
Dienst van het Mljnwezen pada tahun 1850. Kelembagaan ini berganti nama jadi Dienst van den 
Mijnbouw pada tahun 1922, yang bertugas mefakukan penyelidika.n geologi dan sumberdaya 
mineral. IIasH penyelidikan yang berupa .;:ontoh-,contob batmm, minern.1, fos:il • laporan dan peta 
memerlukan tempat untuk penganalisaan dan penyimpanan,sebingga pada tahun 1928 Dienst van 
den Mijnbouw membaogun gedung di Rembrandt Straat Bandung . Sumber. Wisata Seja.rah 
Indonesia. Museum Geologi Bandung, <http:f/wlsatasejarah.wordpress.com/2009/03/23/ 
museum-geologi-bandungl> 
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pemerintah Hindia BeJanda. HasH penemuannya antara lain; endapan batubara 

Ombilin Smnatera Barat (1866), namun baru berhasil ditambnng oleh Pemerintah 

pada tahun1891.79 

Sementara pada bidnng usaha perminyakan dimulai tahun 1871. Peugusaha 

(swasta) Be1anda memegang perllllan yang aktif. A.J. Zylker, seorang pengusaha 

tembakau merupakan pemegang konsesi pertama yang diberikan pada tahun 1883. 

Kemudian pada tahun 1890 Royal Dutch Company, mengambilalih konsesi Zylker 

dan menjadikan perusahaan ini nornor dua terbesar di dunia. Sampai tahun 1911 

Royal Dutch-Shell yang dikenal Hindia Belanda sebagai Bataqfse Pelroleum 

Maatschappij (BPM) merupalcan satu-satunya perusahaan minyak yang heroprasi 

atas dasar konsesi (concessie)."' Konsesi yang berjangka waktu 75 tahun bnnya 

barlangsung hingga tahun 1938, bahkan konsesi tahun 1930 dipersingkat menjadi 

40 talmn saja. 

Gambar3.3, 
Pekerjaan Tambang Petroleum, Royal Dutch Company di Pangkalan 

Brandan81 Tahun 1898 

7!! Ibid 
w Laporan Tim Peneliti, Hukum Ekcnomi dan Pembangunan Indonesia, FH~UNPAD. 

Bandung. 1975, hlm.xll-2; lihat juga Dcpartemen Pertambangan dan Energi, SQ Tahun 
Perlambangan dan Energi Dalom Pembangunrm. Jakarta 1995, him245. 

51 Sum.ber: Putra Langk:at, Firsi Oil Explored in Pangkalan Bnmdan lndGtUtSia, 
<http://putralangkatblogspot.com/> Juni 2009. 
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Pemerintah Hindia Belanda yang memperoleh royalti sebesar 20% dari 

keWltungan bersih~ mulai meJak:ukan intervensi dengan asumsi bahwa sistem 

konsesi lebih banyak menguntungkan perusahaan. Intervensi ini dengan 

membentuk Nederlandsche Indische Ardaile Maatschappij (NlAM) pada tahun 

1930 an, sebagai patungan antara Pemerintah dangan BPM alas dasar fifty-fifty. 82 

Pcrkembangan demikian jelas memperHhatka11 semakln pentingnya peran 

pemerintah dan swasta dalam usaha pertambangan. 

Selain Bataffsche Petroleum Maatschappij (BPM) nda pula tambang nrineral yaitu 

tambang emas bernama Redjang Lebong tahun 1904 di desa Lebong Tandai 

Keeamatan Napa! Putih Kabupaten Bengkulu Utara Proapinsi Bengkulu yang 

dikuasai oleh Belanda, dan merupakan tambang go-publik pertar:na. Salah satu 

lembar saham dan Iori listrik yang mengaogkut gold ore pada tambaog ini dapat 

dilihat dalam gambar-gambar di bawah ini . 

. . 
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Salah Satu Lembar Saham Perusahaan Tambang Emas Redjang Lebong 
Tertanggal2 Januari 1904, Bernilai 100 Gulden" · ', 

n l.Jiporan Tim Peneliti, Loc.Cit .. 
83 Bukti bahwa perusahaan pcrtambangm Redjang Lebong ini sudah go publik sejak 

dahulu, Tamhang~tambang Emas rejang Lebong telah mulai di eksplorasi besar besaran oleh 
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Gambar3.5. 
Gambar-Gambar Tambang Emas Redjang Lebong Tahun 193284 

Lambatnya perkembangan pertambangan yangsa tetjadi pada mini, antara lain 

disebabkan oleh belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pertambangan. Baru pada tahun 1899, pemerintah Hindia Belanda berhasil 

mengundangkaa lndische Mifnwet (Staatblad 1899-214). fndische 1>iijnwet hanya 

mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan."' 

Oleh karena Jndische Mijnwet banya mengatur pokok-pokok persoalan saja, 

sehingga pemerin!ah kolonial mengeluarkan peraturan pelaksanaan bernpa 

Mijnordonnantie yang diberlakukan mulai l Mei 1907, Mijnordonnantie mengatur 

pula mengenai Pengawasan Keselamatan Ke~a (tercanturn dalam Pasal 356 sampai 

dengan Pasal612). Kemudian pada tal:nml930 Mifnordonnantie 1907 dicabut dan 

diperbaharui dengan Mijnordonnantie 1930 yang berlaku sejak I Juli 1930. Dalam 

Mifn Ordonnantie 1930, tidak lagi mengatur mengenai Pengawasan Keselamatan 

Belanda sejak tahun 1897. <bttp:/lrejang-lebong.blogspot.oom/2009/0 1/catatan-perjalanan-ke-­
batavia~kecil.btml> 

tw Sumber:<http://rejang-lebong.blogspotcom12008106/rejang-1ebong-muara-aman­
kepahianf;html> 

SoetaJyo S!git;, Lcc.dt 
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Kerja Pertambangan. tetapi diatur senditi dalam Mijn Politie Reglement (Staatb/ad 

1930 No.34l)yang hingga kini masih berlaku86 

Dalam pelaksanaan Jndische Mij!TWel terdapat hal-hal yang masih 

menghambat keglatan swasta, dan telah mengalami dua kali manademen yaitu 

pada tahun 1910 dan 1918. Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar­

benar berkembang dan mencapai puncaknya akbir 1930-an, menjelang pecahnya 

Perang Dunia It 81 

Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh 

pemcrintah maupun swasta dengan menggunakan pola atau bentuk perizine.n. 

Semula memang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda untuk 

mengusahaan sendiri tambang-tambang be..~:~ar yang dinilai vital seperti tambang 

batu-bara dan timah. Akan tctapi untuk beberapa proyek yang bcsar seperti 

pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan 

oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus dari pemerintah. 88 Kontrak itu 

dlkenal dengan sebutan 5a contract karena didasarkan pada ketentuan Pasal 5a 

Indische Mijnwet. 

Pasal Sa adalah pasal yang ditambahkan pada lndische Mijnwet saat 

dilakukan amandemen tahun 1910. Bunyi Pasal 5a seJengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Het Gouvemment is bevoged opsporingen en ont-ginningen te doen plaats 

hebben, waar die niet in strijd komen met aa11 opspoorders of 

concessionarisen verlande rechten. (pemerintah berwenang untuk 

melakukan penyelidikan dan eksploitasi selam hal itu tidak bertentangan 

dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak 

konsesi.) 

2. Het kan te dien einde of zeiJ opsporingen en ontginningen ondernemen of 

met personen of vennotshchapen die voldoen aan het eerst lid van arti!cel 4 

dezer wet, overeenlwmsten aangaan, waarbij zij zich verbinden tot het 

onder"nemen van ontginnlngen of van opsporingen en ontginningen. 

"-

ru;: Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodi, Legal Aspet:ts ofThe Mineral Industry m Jndmtesia, 
Indonesia Mining Association (IMA), Jakarta, 1993. hlm.7. 

87 Soetazyo Sigit, op..cit. hlm. 7. 
l!l! PT. Aneka Tambang, Prospekrus Perusahaan Perseroun (Persero), Kantor Pusat fir. 

Aneka Tambang Tbk, Jakarta, 1997, him. 26. 
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(Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan 

eksploltasi atau mengadak perjanjian dengan perorangan atau perusahaan 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercatum pada Pasal 4 undang­

undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajih melaksanakan 

eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud.) 

3. Zoodanige overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat daartoc teken­

male bij de wet machtiging is ver/eend. (Perjanjian demikain itu tidak akan 

dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang, 89
) 

Kemudian perlu dicatat pula bahwa pada amandemen tahun 1918 dilakukan 

perubahan pada ketentuan ayat {3} Pasal 5alndische Mij11Wet yaitu bahwa kontrak 

yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu harus disahkan dengan 

undang-undang. Liberalisasi kehijaksanaan pertambangan me1alui dua kali 

amandemen undang-udnagn tersebut di atas berhasil meningkatkan m!nat pihak 

swasta untuk rnengusahaakan kegiatan ek.splorasi pertambangan di Hindia 

Belanda, khususnya dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan tahun 

1940. 

Pada masa ini yang boleh memperoleh konsesi (hak pertambangan) dan 

lisensi (izin pertambangan) hanyalah rnereka yang tunduk kepada Huk:um Barat 

dan perusahaan-pe1usahaan yang telah didaflar di negeri Belanda dan Hindia 

Belanda, Dengan demik:ian sejak semula hanyalah orang·orang asing (bukan 

pribumi) yang berkecimpung dalam usaha pertambangan baik usaha perminyak:an 

maupun pertambangan umum. 

Pada kepustakaan lain, Braake90 menuliskan bahwa pada akhir tahun 1938 

menjelang jatuhnya Pemerintah Hindla Belanda terdapat 471 buah konsesi dan izin 

pertambangan yang masih berlaku dengan perincian sebagai berikut: 

1. 268 konsesi pertambangan untuk mineraV bahan galian yang tercantum 

dalam Indische Mijnwe/. 

2. 3 perusahaan pertambangao milik Pemerintah Hindia Belanda dengan 

swasta. 

9
" Soetaryo Sigi!., Op.cit hlm.lO. 

91) Ter Brake, A.L-~ Mining in the Netherlands East Indies, BuU 4, Titer land Indies Couocil 
of !.he ln. of .Paciflc Relation, New York, 1944 hlm. 27. dalam Abrnr Saleng, Hukum 
Pertambtmgan, (Yogyakarta:Uil Press 2004)hlm. 66. 
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3_ 2 usaha pertambangan patungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan 

swasta. 

4, 2 usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah 

berdasarkan perjanjian khusus. 

5. 14 kontrak Sa untuk tahap eksp!orasi pcrtambangan dan 34 kontrak Sa 

untuk tahap eksploitasi. 

6. 142 izin pertambangan untuk mineral/ bahan galian yang tidak tercantum 

da!am Jndische Mijrlwel. 

Sampat saat jatuhnya Pemerintah H!ndia Belanda {1942). selain minak bumi, 

bahan tarnbang dari negeri ini yang sudah masuk peringkat dunia hanyalah timah 

saja, sedang batubara dan bauksit hanya masuk dalam pasaran internasional dalam 

jumlah yang sangat terbatas. Meskopun demikian keadaanya, berdasarkan 

pengetahuan akan potensi mineral yang ada, perkembangan pertambngan ketik:a itu 

sudah dapat dikatakan optimal." 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

pertambangan pada era ini seluruhnya dipengaruhi oleh cara kerja aparatur hukum 

pemerintah Hindta Belanda dan tentu saja sangat dipengaruhi dengan budaya 

hukum Negeri BeJanda, Munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan 

peraturan pertambangan ini berlangsung dalam tatanan sosial yang dipengaruhi 

dengan nilai harapan-harapan dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat 

era penjajahan Belanda sehingga prinsip kepastian hukum pun tidak banyak 

berlaku bagi masyarakst pribumi. Pelaksanaan peraturan pertambangan, seperti 

perizinan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan kedudukan 

dari para pe1aksana perizinan semuanya demi keuntungan Pemerintah Belandf.\. 

3.1.3. Perkembangan Pada Periode 1942-1949 

Menyerahnya tentara Kerajaa.n Hindia Belanda KNIL kepada bala tentara 

Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 menandai borakhimya kekuasaan pemerintah 

Hindia Belanda atas Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Indische Mljf1Wet 

1899 praktis tidak jalan, sebab semua kebijaksanaan mengenai pertambangan 

91 Ter B:mke, op.cil 
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termasuk operasi minyak berada ditangan Komando Militer Jepang yang 

disesuaikan dengan situasi perang. 

Menjelang serbuan jepang, tidak semua tarubang di Hindia Belanda sempat 

dibumihanguskan oleh Belanda. Bebernpa tambang yang menghasilkan bahan 

mentah untuk keperluan perang seperti minyak bum~ batubara, timah, bauksit, 

nikel dlbuka kembali dan ditemskan kegiatannya oJeh orang-orang jepang. Bahkan 

dengan kegigiban yang luar bias~ mereka bekerja keras untuk mencari dan 

menambang bahan galaian yang tidak pernah diusahaskan oleh Belanda 

sebelumnya. 

Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia dalam waktu tiga tahun, 

Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia. Sejumlah 

tambang batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara kokas seperti di 

daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi dj Jawa Barat untuk 

rnemasok batubara bagi kereta api di jawa. Selain itu, telah diusahakan pula untuk 

mencari dan membuka tambang tembaga, antara lain di Tirtomoyo (Jawa Tengah), 

Sankaropi (Sulawesi Selatan), Timbulun (Sumatera Baral), bijih besi di Lampung 

dan berbagai lokasi di Kalimantan Selatan1 sinaber di Kalimantan Barat dan Jawa 

Barat, bijih rnangan di Pulau Doi, dan Bauksit di Kalimantan Barat.92 

Pada bulan Agustus 1945, perang Pasific usai, disusul dengan perang 

kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga akhir 1949. Selama dalam kurun 

wak.tu ini tidak banyak yang dapat dilakukan di sektor pertambangan. Sementara 

itu, pernerintah Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang berhasil 

menguasai sebagian Pulau Jawa, dan membuka kantor Dienst van den Mijnbouw di 

Bandung. Namun tidak banyak juga yang dapat mereka lakukan. Beberapa 

tambang yang sempat dikuasai kembali oleh orang-orang Belanda, antara lain 

tambang timah hitam di Bangka dan Belitung, dan tambang bauksit di Bintan 

mutai dibenahi, tetapi selama berkecamuknya perang kcmerdekaan hingga. akhlr 

!949 keadaanya masih jauh dari normaL 

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan 

' kadaulatan dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan pada tanggal 

17 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

92 Direktoral Jenderal pe:rtambangan Umum Departemen Penambangan dan Energi, KJ!as 
Bali 50 Tahun Pertambangan Umum dan Waw{lSOn 25 Tahun mendatang, Jakarta 1995, b.lnL li-20. 
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Dalam era ini, seluruh kegiatan sumber daya ditujukan untuk perang dan belum 

dijujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi. 

3.2. Masa Setelah Kemerdelman 

3.2.1. Perkembangan pada Periodel950-1966 

Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia selam kurun waktu 

1950-1966 tidak terlepa.' dari pengaruh perkembangan politik di dalllJn negeri yang 

ditandai dengan banyak ketengangan dan pergolakan. Ketidakstabilan politik tidak 

memungkinkan dilaksanakannya usaba pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemberontakan berscnjata timbul di beberapa daerab baik di Jawa maupun di luar 

Jawa. Dewan Konstituante yang dibeutuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, 

tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karena tidak dapet memutuskan dasar 

negara. Akhimya Konstituante dipaksa bementi dan dibubarkan dengan Dekrit 

Presiden tanggal5 Juli 1959 sekaligus kembali ke UUD 1945. 

Gambar 3.6. Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden di Istana 
Merdeka Jakarta, tanggal5 Jnli 1959"3 

Dibawab ~emokrasi teipimpin Pernerintah langsnng mengurusi dan 

' mengelola sendiri berbagai macam kegiatan ekononti yang dianggap penting. Akan 

tetapi dilain pihak pernerintah tidak mentiliki cukup dana yang diperlukan untuk 

'1J Su:mber: Iwandahnial, Suasana Pemilu R.l Tohun 1955, <http:/llwandahnial.wordpress 
.corn./7009/04/07/suasana*pemilu-ri-tahun-1955/> Juni 2009. 
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melaksanakan pembangunan ekonmi sebagaimana telah direncanakan dalam Pola 

Pembangunan Nasional Semes:ta Berencana yang diundangkan dalam tahun 1960" 

Bersamaan dengan keadaan politik yang terus memburuk:, keadaan ekonomipun 

terns merosot. Bahkan bergolaknya rasa nasional yang kuat disertai anti orang 

asing bahkan timbu! golongan nasional radikal yang tidak senang adanya 

perusahaan dengan kapital asing di Indonesia. Hal ini beriangsung terns hingga 

timbul pergolakan politik tahun 1965-1966, 

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. masalah 

pengawasan atas usaha pertambnagan timah dan minyak bumi yang masih dikuasai 

modal Belanda dan modal asing lalnnya merupakan isu politik yang sangat 

peka,Oieh karena itu, pada bulan Juli 19$1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Sementara (DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi 

mendesak pemerintab untuk segera mengambil [angkab-[angkan guna membenahi 

pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. 94 

Usul mosi ini yang dikenal dengan sebutan "'Mosi Mr. Teuku Moh. Hassan 

dkk" yang memuat beberapa hal , diantaranya yang terpenting ialah mendesak 

pemerintah supaya: 

1. Membentuk suatu Kornisi Negara Urusan Pcrtarnbangan dalam jangka 

wa.ktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut. 

a, Menyelidiki masa[ab pengo[ahan tambang minyak, timah batuhara, 

tambang emasl perak dan bahan minerallainnya di Indonesia 

b. Mernpersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia 

yang sesuai dengan keadaan dewasa ini. 

c. Mencari Pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan/ 

mengatur pengolah minyak di Sumatera khususnya dan sumber­

sumber minyak di tempat lain. 

d, Mencari pkok-pokok pikiran bagi Pemerintab mengenat status 

pertambangan di Indonesia, 

e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai penetapan 

pajak dan penetapan harga minyak, 

~ Departemen Pertambangan dan Energi, op,cit, hlm. 142. 
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f Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber 

penghasilan negara. 

2. Menunda segala pember!an izin, konsesi, ekspiorasi maupun 

memperpanjang izln~izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu 

hasH pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan. 

Menanggapai mosi perJemen ini, Panitia Negara yang dibentuk pemerlntah 

berhasil menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang pertambangan pada awal 

tahun 1952. Akan tetapi karena silih hergantinya kahinet, Rancangan Undang­

undang ini tidak pernah disarnpaikan kepada DPRS. Namun demikian, Pemerintah 

dapat menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 tentang Pemhatalan Hak­

ha.k Pertambangan. Peraturan pelaksanaan undang~undang ini termuat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka semua hak: pertambangan yang 

terbit sebelum tahun 1949 yang selama ini belum juga dikerjakan dan diusahakan 

kembali, ataupun masih dalam taraf permuiaan pengusahaan dan tidak menunjukan 

kesungguhan, semuanya dibatalkan. Ditetapkan pula dala.m undang~undagn ini, 

bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas 

daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan 

diterbitkan hak pertambangan yang barn dengan ketentuan hak tersebut hanya 

dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerah swatantra. Peneniban 

hak pertambangan ini adalah wewenang Menteri Perindustrian (yang waktu itu 

membawahi sektor pertambangan.:f5 

Pada tahun 1960 pemerintah menergitkan suatu peraturan mengenai 

pertambangan yang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 37 prp. Tahun !960 tentang 

Pertambangan, yang lehih dikenal sehagai Undang-Undang Pertamhangan !960. 

Undang-udnang ini mengakhiri berlakunya Indische Mijnwel 1899 yang tidak 

selaras dengan cita~cita kepentingan nasional dan merupakan Undang-Undang 

pertarnbangan nasional yang pertama. 

Setelah terbentuknya Undang-Undaog Pertambangan 1960, Pemerintah 

juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang khusus pengatur pertambangan 

95 lbid. 
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minyak dan gas bumi, kemudian diundangkan sebagal Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang No, 44 Prp. 

Tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang lebih dikenal 

sebagai Undang-undang 'Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 

Dalam UndangAundang pertambangan 1960, mengizinkaJ) pemerintah 

menarik modal as.ing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan ebploitasi 

pertambangan berdasarkan pola production sharing contract.96 Po1a hagi hasH ini 

pada dasarnya tidak Jain berupa peminjaman modal darl pihak asing yang akan 

dibayar kembali dengan hasil produksi. Namun pola inl, ketika itu tidak berhasil 

menarik minat swasta ataupun mendatangk:an modal dari luar negeri sebagaimana 

yang diharapkan. 

3.2.2. Periode 1967- 2008 

Periode ini oleh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak dalam 

kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan pertambangan Indonesia.97 Babak ini 

diawali dengan ditetapkannya Ketetapan JMPRS No. XX!Il!MPRS/1966 tentang 

Pembabaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, 

Ketetapan MPRS tersebut, memuat beberapa ha] yang terkait dengan sektor 

pertambangan, antara lain sebagai berikut: 

L Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam lndonesia perlu digali dan 

diolah agar dapat dijadikan kek:uatan ekonomi riil (Bab II Pasal 8); 

2. Potensi modal, teknologi dan keaWian dari luar negeri dapat dimanfaatkan 

untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia 

(Bab ill, Pasal 1 0) 

3. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera 

ditetapkan udang-undang mengenai modal asing dan modal domestik (Bab 

Vlll, Pasal62). 

Berdasarkan ketetapan JMPRS dia atas, disusunlah rancangan undang-undang 

tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi :Undang-undang 
"-. 

No. I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing_ Untuk menyesuaikan 

94 Dasar pemikiran pola ini bahwa sehagai upaya unluk mcnerapkan sepenuhnya pemilikan 
minyak oleh negara. Karena hanya dengan menguasai manajemen perusahaan min yak dan gas bumi 
kekuatan ekonorni (economic right) minyek beralih dari pcmilik modal (kontraktor) kepada negara. 

91 Soetatyo Sigit, op.cit.hlm 35. 
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kebijaksanaan baru daJam perekonomian. khususnya mengenat usaha 

pertambangan tidak mungkin dllaksanakan tanpa mengganti undang-undang 

pertambangan 1960. Menyadari sepenuhnya urgensi penangann hal ini, 

Departemen Pertambangan segera membentuk Panit!a Penyusun Rencana Undang­

undang Pertambangan. Hasil kerja Panitia diajukan kepada DPR menjelang 

pertengahan tahun 1967. Menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1967 terrtllllg Penanaman Modal Asing, terbit pula Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan l'okok Pertambangan atau UUPP 1967 

UUPP 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip pokok yang berbeda dengan 

JndischeMijnwet, antara lain yaitu: 

L Pengnasaan somber daya alam oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 

1945, dimana negara rnenguasai semua surnber daya a1am sepenuh­

penubnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat (Pasal l ). 

2. Penggolingan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital dan non 

strategis dan vital (Pasal 3). 

3 Sifat dari pemsahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan 

oJeh negara atau perusahaan negara/ daerah, sedangkan perusahaan swasta 

nasionali asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari negaral 

Perusahaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

4. Konsesi ditiadakan~ sedang wewenang untuk melakukan usaha 

pertambangan dibeerikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab 

konsesi memberikan hak yan gterlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang 

konsesi. Selain itu, hak konsesi merupakan hak kebendaan (zakelijkrechts. 

propertyrights), sehinga dapat dijadikanjaminan hipotik.98 Berbeda dengan 

hak kontraktor dan hak pemegan kuasa pertarnbangan yang tidak 

mempunyai kekuatan hUkum yang demikian, rnenurut hukum Indonesia. 

Prinsip~prinsip di atas menunjukan betapa besar dan kuatnya hak~hak penguasaan 

dan peranan negara atas sektor pertambangan, akan tetapi tidak berarti menutup 

kemungkinan turut sertanya modal dan teknologi asing dalam pengnsahaan 

pertarnbangan. Karena harus dlakui bahwa pengnsahaan bahan galian 

membutuhkan modal besar, teknologi tinggi dan keahlian-keahlian tertentu. 

!l1l Survey of Indonesian Ec:Qnomic Law, lvfining Law, Bandung, Padjadjaran University 
Law School. 1974. hlm~ lL 
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Dengan demikian, partisipasi modal dan teknologi asing sangat diharapkan 

dalam pengusahaan pertambangan. Hanya saja dasar partisipasi modal asing tidak 

lagi sebagai concessionaris (pemegang konsesi). Mereka hanya dapat menjadi 

kontraktor dari Pemerintah dan pemegang Kuasa Pertambangan. 99 

Mengenai perkembangan keterlibatan kontraktor asing di sektor 

pertambangan hingga tahun 1998, Kontrak Karya Pertambangan telah memasuki 

Generasi VII. Kontrak Karya Batubara memasuki generasi III dan Kontrak 

Production Sharing memasuki generasi m_ Darf segi produksi, hingga saat ini 

begian terbesar produksi tambang utama indonesia adalah ahasil kegiatan 

perus.ahaan-perusahaan astng. Namun dalam sepuluh tahun terakhlr ini, sudah 

mulai tampak adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat 

dalam usaha pertambangan baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan 

dengan phak asing. 

3.2.3. Periode Kontrak Karya 

Periode Periode 1967 - 2008 juga dikenal dengan periode kontrak karya. 

Kontrak karya merupakan kOI)trak yang dikenal dalam pertarnbangan umum. 

lstilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu kata contract 

of work Dalam Pasal tO UUNomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan Umum, Istilah yang lazlm digunakan adalah pe[janjian karya~ 

tetapi dalam penjelasannya istilah yang digunakan adalah kontrak karya. 

PasaJ 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

1409.K/20l!M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian 

Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batu Bara mendefinisikan Kontrak Karya sebagai 

berikut: 

"Suatu perjanjian antara Pemerintah Repubiik Indonesia dengan 

Perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam 

rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dcngan berpedoman kepada Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-

99 Lihat UUPP Pasal 10, uuPMA Pasal 8 dan UU No. 44. P!p. Tabun 1960 Pasal6. 
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Undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan 

Umum." 

Dalam definisi ini kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. 

Subjek perjanjian itu adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing 

atau joint vemure antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya 

adalah pengusahaan mineral Pedoman yang digunakan dalam implementasi 

kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor l Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­

ketentuan Pokok Pertambangan Umum. 

Definisi yang lebih lengkap dari kontrak karya menurut Salim H.S. 

adalah: Hill 

"Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan 

kontraktor asing semata-mata dan! atau merupakan patungan antara bad an hukum 

asing dengan badan hukum domestik untuk me!ak:ukan kegiatan eksp!orasi maupun 

eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang 

disepakati oleh kedua belab pihak." 

Definisi ini merupakan definisi yang !engkap karena di dalam kontrak ka.rya tidak 

hanya mengatur bubungan hukum antara para pihak., namun juga mengatur tentang 

objek kontrak karya Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang 

melekat dalam kontrak: karya, yaitu: 

I. adanya kontralrtual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak; 

2. adanya subjek hukum, yaitu Pmerintah Indonesia! Pemerintah Daerah 

(Provinsi/KabupatenfKota) dengan kontraktor asing semata-mata danlatau 

gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia; 

3. adanya objek., yaitu eksplorasi dan ekploitasi; 

4. dalam bidang pertambangan umum; dan 

5. ad any a jangka walrtu di dalam kontrak. 

Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 

Tahun 2004 tentang Pedoman Pernrosesan Permohonan Kontrak Karya dan 
> 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan B.atu Bara dalam Rangka Penanaman 

Modal Asing, maka pemerintah daerah, tidak lagi menjadi salah salu pihak dalam 

100 SalimHS, Hukrlm Perlambangan, (Jakarta: RajaC<rafindoPersada, 2007) W.m.130. 
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kontrak karya, sedangkan para pihaknya adalah Pemerintah Indonesia, yang 

diwakili oleh Menteri Energi dan Somber Daya Mineral dengan badan hukum 

Indonesia. Sementara itu, kedudukan gubemur dan bupati/ walikota hanya menjadi 

saksi, sehingga dalam definisi ini tidak. dicantumkan lagi bahwa gubemur dan 

bupatil walikota sebagai salah satu pihak dalarn Kontrak Karya. 

Tabel di bawah ini menunjukan daftar Perusahaan Kontrak Karya dan Perusahaan 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PKP2B selarna tahun 1967 

hingga 2008. 

Jumlah Tennlnasi Aktif PU Ekspl FS Konst I Prodiiii I 
Kontrak Karva fKKl 
Generasi I 1 1 0 0 0 0 0 0 
Generasi II 16 13 3 0 0 0 0 3 
Generasi Ill 13 11 2 0 0 0 0 2 
Generasi IV 95 88 7 0 0 2 2 3 
Generasi V 7 3 4 0 2 1 0 1 
Generasi VI 65 50 15 1 9 3 0 2 
Generasi VII 38 28 10 0 7 1 1 1 

Jumlah 235 194 41 1 18 7 3 12 

-
Perjan"ian Karva Pen~usahaan Pertamban an Batubara PKP2B} 
Generasi I 10 0 10 0 0 0 0 10 
Generasi II 18 6 12 0 1 2 0 9 
Generasi Ill 113 57 56 ' 14 22 7 13 

Jumlah 141 63 78 0 15 24 7 32 
~ Tabel3.1. Daftar Perusab.,an Kontrak Karya dan PKP2B Tabun 1967-2008 '"' 

Dalam Era ini terjadi era keemasan industri pertambangan. Hal illi 

disebabkan karena hukum pertambangan dan hukum investasi yang menggunakan 

sistem kontrak karya, sebagai bagian dari hukum ekonomi telah berperan dalam 

fungsi stabilitas (stability), yaitu bagaimana potensi hnkum dapat 

menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling 

bersaing dalam masyarakat. Sehingga dapat mengakomoJasi kepentingan­

kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi pengusaha­

pengusaha pertrunbangan lokal. Dalarn kaitannya dengan hal ini, juga terjadi 

101 PU: Penyelidikan Umum; Ekspl: Eksplorasi; FS: Studi Fisibilitas; Konst: Konstruksi; 
Prod: Produksi. 

102 Sumber: Direktornt Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi Departemen Energi 
Dan Sumber Daya Mineral, November 2008. 
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stabilitas politik dan investasi sangat dipengaruhi stabilita~ polltik. 103 Investor mau 

datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor political stability. Penanam 

modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya j ika negara yang 

bersangkutan terbangun proses stabHitas politik dan proses demokrasi yang 

konstitusional. Yang kedua, adalah dalarn era Kontrak Karya, kebutuhan fungsi 

hukum untuk dapat meramalkan (predictability) terpenuhi dengan membuktikan 

bahwa bahwa hukum kontrak tersebut mendatangk:an kepastian. Investor akan 

dat.ang ke suatu negara bila ia yaldn hukum akan melindungi investasi yang 

dilakukan, Kepastian hukum akan memberikan jaminan kepada investor untuk 

memperoleh economic oppurmnity sehingga investasi mampu memberikan 

keuntungan secara ekonornis bagi investor. Ketiga, adalab adanya aspek keadilan 

(fairness), seperti, perlakuan yang sama begi semua orang atau pihak di depan 

hukum1 perlakuan yang sama k.epada semua. orang dan adanya standar pola 

perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai syarat untuk berjalannya 

menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. 

3.2.4. Periode Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara 

Pada tanggal 12 Januari 2009 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Disahkan dan Diundangkan di Jakarta dan 

Sejak saat itu, 'pengabdian' selama 41 tabun UU Pertarnbangan nomor 1 1 Tahun 

1967 pun resmi berakhir. UU Pertarnbangan Mineral dan Batubara itu secara 

keseluruhan terdiri dari 26 Bah dan !75 pasal. Substansi utarnanya, mengatur 

bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah, Kcv.<enangan keduanya ada)ah menetapkan kebijakan 

pertambangan nasional, menatapkan standar, petunjuk. dan kriteria nasional, serta 
. . . b 104 ststem penzman pertam angan. 

------·--
-,_ 

103 Ennan Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, Fakultas Hukwn Universitas AI-
Azha:r Indonesia, Cet I -Jakarta, 2007, hal 27-31. 

104 Dalam UU itu, Pernerintah dan Pemerin!ah Daern.h juga benverumg dalam 
pengembangan, pengawasan, evaluasi, dan pemecahan konlUk pertambangan. Disana juga diatur 
tentang inform.asi data pertambangan, ruplai kebutuha.n nasiona~ scrta prioritas kebutuhan nasional 
Dilengkapi dengan klasifikasi kegiatan operas! penambangan, serta pembagian wilayah tambang 
yang tenlirl dari Wilayah IJsaha Penambangan (WUP), Wilayah Pertamballjlan Rakyat (WPR), dan 
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lzin Usaha Pertambangan (!UP) yang diberikan pun dibagi menjadi 

beberapa kategori. Y akni !UP Eksplorasi, !UP Operasi Produksi, Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), dan lzin Usaha Pertambangan Negara (IUPN). Untuk 

HJPN diberikan pada pengusaha yang ingin mengelola wilayah pencadangan 

negara. Sedangkan lamanya perizinan yang diberikan antara 3 - 20 tahun, dengan 

luas wilayah kerja 5 - 100.000 hektar tergantungjenis izin yang diberikan. 

Perubahan paling mendasar setelah lahimya UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara itu ialah berakhirnya rezim kontrak:, digantikan rezim perizinan. Sejak: 

disahkannya UU tersebu~ pengerjaan seluruh wilayah pertambangan di Tanah Air 

harus didasarkan pada lzin Usaha Pertambangan (!UP). Tidak Iagi pada Kontrak 

Karya untuk mineral ataupun PKP2B untuk batubara. Yang terakhir ini lependekan 

dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 105 

3.3. Menata Ulang Hukum Pertambangan 

Sejak kemerdekaan, terlebih setelah pemerintahan Order Baru Melahirkan 

UU No. 11 Tahun 1967, per1ahan tapi pasti pertambangan menjadi sektor yang 

menarik sekaligus sensitif bagi publik. Menarik karena berkontribusi secara 

signiflkan terhadap Penerimaan Negara dan kian disorot bila harga komoditas 

dunia melonjak, tetapi juga sensitif karena ekses negatif terhadap Iingk_ungan serta 

pandangan bahwa pertarnbangan belum memberi keuntungan maksirnal bagi 

Wilayah Pencadangan Negara {WPN). W'PN sendiri. adalah, ·wiJayah yang memiliki potensi 
minel""Jl dao/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan adm.in.istratif pcmerintahan, yang 
merupakan baglan dati tata ruang nal;ional, dan dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, 
Untuk pengelolaannya. UtJPertambangan Minend dan Bautbara mensyaratkan untuk diprioritaskan 
diberikan kcpada pengusaba naslonal, berdasarkan izin. Hal ini rnerupakan penegasan bah''il UU 
yang bam ini. sangat mern.lhak kepentingan nasional. 

105 Si.-d refonnis lainnya yang terdapat dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubata 
yang baru, ialah pada ldausul yang memuat tentang kewaJiban sel1a sangsi, baik secara 
administmtif maupun pidana. Dlanta:ranya yang paling tnell(Hljol ialah kewajiba.n melakukan 
pengoiaha.n di dalam negeri, dcngan balas waktu penyesuaia.n selama S tahun. Jtu artinya. UU yang 
baru ini berp!hak pada upaya memberikan nilai lambah produk pertambanga.1. serta mengurangi 
penjuaJan barnng mentah ke h.m.r negeri. Pemegang izin pertambanganjuga wajib memiliki program 
Corporate Social Responsibility (CSR) serta program kemitraan pengembangan masyarakat Dia 
juga hams bisa memaksimalkan pemanfaatan pote:nsi lokal terutama SUlllber daya manusia dan jasa, 
da!am operasinya Jika kewaj!ban--kewajiban tersebut dilanggar, maka sangs.i yang tcrkeras.dnlam 
bentuk pencabutan izln _pertambangan serta pcnghentian operasi, meogintai para pelaku usaha 
sektor tersebut. 
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seluruh pihak yang berkepentingan (sJakeholders) seperti yang diharapkan, bahkan 

banyak dituduh melakukan pelanggaran Hak Azasi manusia (HAM). 106 

3.3.1. Permasalaban Usaha Pertambangan 

Sejak tahun 1994, misalnya, penambang tanpa ijin (PET!) bermunculan bak 

jamur, menimbulkan dampak: negatif terhadap Jingk:ungan alam dan citra sektor 

pertambangan sebagai sektor yang hanya pandal menggali isi perut bumL 107 Pada 

tahun yang sama juga ada isu tentang otonomi daerab) juga adanya perdagangan 

bebas antara negara ASEAN, dan juga Asia-Pasifik (APEC) sebagal implementasi 

Deklarasi Bogor. International Standard Organization (ISO) juga sudab mulai 

menerbitkan beberapa ISO yang barus diterapkan, sementara bak intelektual juga 

semakin dlsoroti untuk difindungi. 

Kemudian lanir dua peraturan perundang-undangan yang membuat sektor 

pertambangan semakin mendesak untuk ditata ulang. Pertama, UU No. 4111999 

Tentang Kehutanan yang berdampak terhadap tumpang tindih lahan antara lahan 

tambang dan kawasan hutan. Kedua, UU No. 22 Tahun 1999 tenlang Otonomi 

Daerah yang diiringi PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provlnsi sebagai Daerah Otonom. Yang paling penting juga adalah 

semakin pentingnya dampak pembahan ekosistem yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup manusia. 

Dengan diberlakukannya UU No. 41/1999. maka kepastian berusaha untuk 

investor pertambangan semakin tidak menentu karena Jahan usahanya bisa tiba~tiba 

beralih fungsi. Sementara itu, dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, sejak 1 

januari 2001 teijadi desentralisasi penguasaan pertambangan. Pemer:intah 

kabupaten berwenang atas usaha sumber daya mineral dan batu bara yang 

operasinya berada da!am wilayah kabupaten! kota. Kemudian pemerintah provinsi 

berwenang atas sumber daya mineral dan batubara yang operasinya berada dalam 

lintas kabupaten. Adapun pemerintah pusat berwenang atas usaha sumber daya 

minerai dan batubara yang operasinya intas prov:insi. 

106 Lukman Haki.m, Pelanggaran HAM Pertambangan Pesisir, (Jakarta: Jaringan 
Advokasi Tambang JATAM. 21 Maret2009), hUp://www.jatam.org. 

107 Justiar Nocr, Banyak Penambang Stop Operasi, (Bangka: Bangka Pes, 2J Oklober 
2008): Kcgiatan Peli inl sudah mcnjadi kasus nasional dan !okal dengan dampaknya telah memsak 
lingkungan. 
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Kalu berjalan dalam koridor yang penuh kehati-hatian dan kearifan, PP No" 

25/2000 mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah besar Repotnya peraturan 

barn in! membuat pertambangan mak:in amburadul karena pemerintah daerah 

dengan mudahnya mengeluarkan izin pertambangan. Begitu mudahnya laban digali 

tanpa dilengkapi syarat yang memadai (seperti Amdal), dan kemudian bahan 

tambangnya langsung diekspor begitu saja< Sebenamya, apabila PP< No<32 jo< PP 

No" 75/2001 tentang pelaksanaan UU No< ll/1967 serta SK Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral No. 145312000 tentang Pedoman Mengenai Pengelolaan 

Kegiatan Pertambangan Umurn dilaksanakan secara benar, ditambah lagi dengan 

peratura11 perundang-undangan tentang Iingkungan hidup diimplementasikan 

dengan haik, maka ekses negatifkemungkinan dapat dicegah" 108 

Kondisi pun kian buruk karena dalam ondang-undang pertambangan tahun 

1967 tldak tercantum konten yang substansinya mendorong penciptaan nilai 

tambah yang bisa me1ahlrkan multiplier effect buat masyarakat tuas~ seperti 

kewajiban mengolah dan memumikan hasil tambang di Indonesia. !O? Alhasil, UU 

No. 1111967 memang harus direvisi karena selain !ingkungan straiegis saat 

undang~undang tersebut dibuat berbeda dengan kondis masa kini, peraturan lama 

juga tidak bisa lagi digunakan menghadapi tangangan industri pertambangan di 

Tanah Air pada masa rnendatang. 

Selain menjawab tantangan masa depan, UU Pertarnbangan Mineral dan 

Batubara juga diperlukan dengan mempertimbangkan pambaruan atau 

pembangunan hukum sektor-sektor la1n yang terkalt dengan dunia 

pertambangan110
. Tentunya perlu sinkronisasi bila tak ingin turnpang tindih 

regulasi terus berjalan yang ujungnya tak akan menguntungkan bangsa dan negara. 

3.3.2, Latar Belakang Mengganti Sistem Kontrak Karya 

Dalam UU Pertambaegam Mineral dan Batubara yang baru, pembaruan 

yang terasa adalah sistem kontrak yang diganti dengan perizinan. Pada era 

sebelurna.y~ kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan pihak kontraktor 
' 

tnembuat posisi pemerintah menjadl mendua, Yakni regulator sekaligus partner. 

t<m Simon Sembiring, op.cft, hlm. 178. 
109 ibid. 
no Misalnya UU l<ehu!anan, 'fata Ruang. Lingkungan, Pajak dan PNBP dan Otda 
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Sehingga menurut pembuat undang-undang111
, socara ketatanegaraan merendahkan 

posisi pemerintah sehingga sejajar dengan para kontraktor. Selain itu pembuat UU 

Pertambangan Mineral dan Batubara ini beranggapan bahwa karena perjanjiannya 

berbentuk kontrak, maka implikasi hukum yang mengiringinya sangatlah berat. 

Bila tmjadi dispute terhadap is! kontrak., pemerintah memang bisa menuntut 

kontraktor. atau seballknya kontraktor menuntut pemerintah. Tetapl keberadaan 

aset negara ikut terancam dalaru pusaran konflik yang diarbitrasekan. Dengan UU 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru, maka tidak akan ada lagi sistem 

kontrak antara investor dan pemerintah. Dan kalau te~adi dispute, tidak teljadi 

terbawanya aset negara dalam sengketa. 

Menurut pembuat UU Penambangan Mineral dan Batubara, point 

keuntungan dari sistem perizinan adalah Pemerintah Indonesia memposisikan diri 

lebih tinggi dibanding pelaku usaha. Pemerintah adalah Sang Pemberi lzin. 

Dengan demiklan, apabila pemegang izin usaha pertambangan melakukan 

kesalahan, pemerintah bisa Iangsung mencabut izin tersebut. Hal seperti tni tldak 

bisa dilakukan pada sistem kontrak. Namun demikian dalam UU lni juga cukup 

akomodatif. dimana penyelesaian perselesaian perselisihan diselesaikan melalui 

pengadiian dan arbltrase daJam negeri. BAB IV alan mengkaji mengenai 

penyelesaian sengketa Jebih lanjut. Di dalam UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara yang baru ini, tidak disebutkan sama sekah mcngenai kontrak, kecuali 

kontrak yang sudah diteken sebelumnya antara pemerintah dengan kontraktor 

(Pasal 169 UU Pertarnbangan Mineral dan Batubara). Untuk kontrak yang sudah 

diteken pun kontrak:tor harus menyesuaikannya dengan UU Pertambangan :Mineral 

dan Batubara yang disabkan DPR pada 16 Desember tehun lalu ini (Pasal 170)" 

Terlepas dari penyesuaian itu, pergantian rezim darl kontrak menjadi izin tentu 

tidak: lagi memposisikan kesejajaran antara pemerintah dengan kontraktoc Dalam 

rwim kontrak, posisi pemerintah seakan sej,Yar dengan kontraktor. Berbeda 

dengan sistem perizinan. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pemberi lzin 

usaha pertambangan. 

"' 

m Simon F. Sembiring, op.cit., hlnL 188. 
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3.3.3. Izin Usaba Pertambangan 

UU Mlnerba ini memiliki sebuah sistem baru. Dari awalnya yang 

menggunakan sistem kontrak menjadi sistem perlzinan. Posisi pemerintah dalam 

UU Minerba tak 1agi setara dengan kontraktor. Menurut pembuat undang-undang, 

sebagai entitas publik, pemerintah adalah a regulator bukan pelaku bisnis, inilah 

yang menjadi semangat dalam UU ini. 1 12 Jika pada sistem kontrak karya, 

pemerintah, menteri, presiden menandatangani kontrak dengan investor. Dari sisi 

investor hal ini sangat baik, namun menurut pembuat undang-undang ini, untuk 

satu aturan ketatanegaraaan, adalah hal yang tidak tepat. lnilah yang diu bah dengan 

UU Pertambangan Mineral menjadi sistem iziiL 

IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya 

dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 disebutkan bahwa !UP 

bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi 

sejumlah persyaratan. Bagi penanaman modal asing (PMA) yang hendak 

beroperasi di Indonesia terbuka pintu untuk melakukan investasi setelah ter!ebih 

dahulu perusahaan tersebut membentuk perusahaan yang berbadan hukum 

Indonesia, IUP itu sendiri dibagi menjadi dua sesuai dengan tahapan 

penambangan, yakni eksporasi dan eksploitasi/ produksi. Sebelumnya, Pemerintah 

menetapkan Kuasa Pertambangan (KP) dihagi menjadi enam: KP Penyelidikan 

Umum, Eksplorasi, Eksploitas~ Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, dan 

KP Penjualan. Peringkasan ini memperpendek jalur birokrasi. 

Izin usaha pertambangan (IUP eksplorasi untuk mineral logam berlaku 

paling fama selama & tahun. Apabila perusahaan tambang hendak memasuki masa 

eksploitasi/ produksi, kembali harus mengajukan !UP Operasi Produksi lagi. 

Pengajuan UJP bisa kepada Menteri, Gubernur, Walikota! Bupati, sesuai dengan 

letak lokasi wilayahnya. Jangka waktu !UP Operasi Produksi diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-

112 Pumomo Yusgiantoro, Menteri ESDM: Pemerintah Adaloh Pengatur Bukan Pemaln"' . 
<bttp:l/w\\o>v.hul.:umoriline.com>, 23 Januari 2009., "Sebagai public entity, government adalah a 
regulator bukan a player, inilah yang menjadi scmangat dalam UU inl Dimana kedepan, bentuknya 
bukan kontrak. K.alau dulu government tekcn kolllrnk. menteri, presiden tcken kontrnk dengan 
investor. Untuk investor it's good, tapi untuk satu atumn ketalanegaraaatt. saya kim k-urnng pas. 
lnilah yang kila ubah dengan s.islem izin.jadi l>ukan kontrak lagi ikatatmya, ". 
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masing 10 tahun. Ada tujuh izin yang diatur dalam UU Pertambangan Mineral dan 

. Batubara. Izin itu adalah Izin Usaha Pertambangan (!UP), !UP Eksplorasi, !UP 

Operasi Produksi, Izin Pertarnbangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK), IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi. 113 

Jika kita kembali ke analisa ekonomi terhadap hukum oleh Posner, dimana 

berperannya hukurn harus dilihat dari segi nilai (value), kegunaan (utility) dan 

efisiensi (efficiency) 11
\ khususnya dari segi efisiensi malca UU Pertambangan 

Mineral dan Batubara dengan sistem IUP telah sangat memenuhi sisi efisiensi 

karena jika dibandingkan dengan kontrak karya tetjadi deregulasi pengurusan 

kontrak dalam izin yang sangat sederhana. Dari segi nilai dan kegunaan IUP 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak karya yang 

memakan waktu dan biaya proses yang lebih lama dan lebih mahal. Namun 

dernikian dari sisi kegunaan IUP sangatlah sederhana dan tidak mengatur banyak 

ketentuan di dalamnya, dimana ketentuan lainnya harus kembali mengacu pada 

ketentuan perundang-undangan yar.g berlaku dari waktu ke waktu. 

113 Tujuh jenis izin da1am UU Pertambangan Mineral dan Batubara: 1. Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 2. IUP Eksplorasi 
adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umwn, 
eksplorasi, dan stud.i kelayakan 3. IUP Opcrasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 4. Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wi1ayah 
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi lerbatas. 5. Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah izi.n usaha 
pertarnbangan khusus. 6. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kcgiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan d.i wilayah izin usaha 
pertambangan khusus. 7. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 
pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin 
usaha pertambangan khusus. 

ll
4 Richard A Posner, op.cit., hlm 12-17. 

Universitas Indonesia Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



64 

BAB4 
SISTEM HUKUM PERTAMBANGAN, KEPASTIAN HUKUM 

DAN KEMAKMURAN RAKY AT 

4.1. Struktur Hukum Dalam Izin Usaha Pertambangan 

Era reformasi yang bergulir sejak 1998, dan baru melahirkan era baru 

pertambangan Indonesia pada 16 Desember 2008.Yakni, dengan disetujuinya UU 

Mineral dan Batubara dalam Sidang Paripurna DPR-Rl, kemudian dilanjutkan 

denga disankan menjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, untuk menggantikan UU ll/1967 ten!lmg Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan, pada 12 Januari 2009. 

UU Pertambangan Mineral dan Batubara Terdiri dari 26 bab dan 175 pasal, 

dengan substansi utama pengaturan dan pengelolaan pertambangan dilakukan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dimana untuk hal tersebut akan ditetapkan 

berbagai kebijakan pertambangan nasional antara Jain seperti standar, petunjuk, 

kriteria, dan perizinan yang dilakukan oleh Pernerintah dan Pemcrintah Daerah. 

Pemerintah dan Pemda berwenang pula dalam hal pengembangan, pengawasan, 

penetapan prioritas nasional115 {Domestic Market Obligation) dan nilai tambah. 

Tahapan yang sedang dilakukan Pemerintah adalah Melaknkan Sosialisasi UU 

Minerba kepada seluruh stakeholder pertarnbanganH< 

Uraian Friedman yand dijaharkan dalam BAB I di atas menunjukan bahwa 

structure sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi~institusi yang 

diciptakan oleh sistem hukum mencaknp judikatif (pengadilan), legislatif dan 

eksekutif Komponen struktur hukum rnerupakan representasi dari aspek 

institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pernbuatan undang* 

115 Demi kepentingan nasionat, Pemerinlah menctapkan domestic market obligation 
(DMO) untuk mineral dan batubara. Perusahaan tambang dengan skema )t.IPK memiliki kewajiban 
untuk membagikan keuntungan bersih setelah produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda. 

116 Selain itu, juga pemerintah dan pemerintah daerah menyusLm dan mempersiapkan 
aturan pendukuog twtuk UU Pertambangan :Mineral dan Balubara seperti Peraturan Pemerintah 
(PP), dan Pcrnturan Menteri (Pennen). di anlara.nya: penelapan pdorltas nasional dan penetapan 
harga jnal batubara, pcnyiapan dan penetapan \\"ilayah pertambangan. kcgiatan usaha mineral dan 
batubara, pembinaan dan pengawasan pertambangan. .;eklamasl dan pasca tambang. 
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undang. Struktu.r da!am implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang 

berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hulrum. 

Kewenangan pemberian izin dalam UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara diserabkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau 

kahupaten. Namun demikian Kewenangan pemerintah pusat juga ada pada 

pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi dan JUPK Operasi 

Produksi117
. Kewenangan inilah yang tidak dlmiliki oleh pemerintah danrah. 

Adanya pemberian kewenangan bagi pemerintah pusat dalam pemberian Izin usaha 

Pertambangan Khusus, bukan berarti pengelolaan minerba kembali ke zaman 

sentralistik:, seperti orde baru. Pemerintah daerah tetap punya kewenangan 

memberikao 17in Usaha Pcrtambangan (!UP). Kewenangan pemerintah provinsi 

diatur dalam Pasal 7, sadangkan kewenangan pemerintah kabupatenlkota diatur 

dalam Pasal8. Untukjelasnya dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini: 

Pemer!ntah Pusat 
(Pasal6) 

Pemerintah Provinsi 
(Pasal7} 

Pembl;!rian I UP, pcmbinaan, 1
1 

Pemberlan \UP, p~mbinaan, 
penyelesaian kon!lik pcnyclesaian konmk 
masy;:~rakat, dan pengawasan mnsyorakat dan pengawasan 
u~aha pe1tambangao y<~ng usaha pertambangan pada 
bc!rada pada lintas wilayah lintns wilayah 
provinsi dan/atau wilayah kabnpatenjkota danjatau 
!aut lcbih dan 12 mil dari wllr:.yah !aut 4 mil sampai 
g<n·is pantai dengan 12 mil 

Pemberian !UP, pembinaan, 
penyelesaian itonOik Pernberian lUP, pembinaan, 
masyatakat. dan pengawasan penyclesaian konfllk 
usaha pertambang<m yang masyarakat dan pengawasan 
lokasi penambangannya usaha pertambangar. operasi 
berada pada lintas wilayab produksi yang kegiatannya 
provinsi danfatau wilayah berada pada Jintas wilayah 
!aut lebih dan 12 mil dari kabupatenfkota danjatau 
garts pantai wilayah laut 4 mil sampai 

Pemberian JUP, pemblnaan, 
penyelesaian konOik 

dcngan 12 mil 

masyarakat, dan pengawasan Pembetian tuP, pembinaan, 
usaha pertambangan opera~;~ ~enyelesaian konflik 
produksi yang berdampak masyarakat dan pengawasan 
lingkungan langsung lintas usaha pertambangan yang 
jJrovlnsi dan/atm.! dulam berdampak lingkm1gan 
wilavah laut lebih dari 12 lanvsunP !iotas 

Pemerintah 
KotafKabupaten 

fPasa!S) 
Pemberian lUP rlan Izin 
Penamb:mgan Rak)lat (IPR), 
pembinaan, pcnyclcsaian 
konflik masya:rakat. dan 
pengawasan usaha 
pertambangan di wilayab 
kabupatenjkota danjatau 
wi!ayah !aut sampai dengan 4 
mil 

Pembedan !UP dan IPR, 
pemhinaan, penyelesaian 
konflik masyarakat dan 
pengawasan usaha 
pertambangan opernsi 
produksi yang kegiatannya 
berada di wi!ayah 
kahupatenfkota dan/atau 
wilayab laut sampai dengan 4 
mil 

111 UJJ Pertambangan Min:eral dan Batubara, Pasal6 ayat (1) hurufi dan Pasa174 ayat (1) 
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mil dan gar[s pantai kabupatenjkota danfatau 
wi\ayah laut 4 mil sampai 
dengan 12 mil 

. . 
Tabcl IV.l. Kewenangan Pembertan lztn Usaha Pertambangan 

Kewenangan masing~masing pemerintah yang diatur dalam UU Minerba 

ini harnpir mirip dengan ketentuan Perturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2001 

tenf:ang Pcrubahan Kedua Atas PP No 32/1967 tentang Pelaksanaan UU No. 11 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.118 

4.1.1. Kewenangan dan Penebtpan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Wilayah yang tereantum pada masing-masing Kontrak Karya adalab 

berbeda. Persyaratan wilayab usaba pertambangan yang diperbolebkan bagi 

perusabaan pertambangan dalarn Kontrnk Karya(KK), luas wilayab tidak bo!ab 

me!ebihl 250.000 Ha' 19 yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Namun wilayab 

ini Ielah mencakup wilayah kegia1an eksplorasi trunbang. Dalam UU 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Luas dan batas Wilayah !UP (WIUP) minerd! 

1ogam dan batubara ditetapkan oieh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah 

daerab berdasarkan kriteria yang dimiliki o!eh Pemerintah.'"' 

Kasus yang menarik mengenai kewenangan pemberian J7Jll usaha 

pertambangan yang penu!is kajl adalab kasus di Pengadilan Ir!andia antara Bula 

m Peratu.ran Pernerintah No. 75 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat (2); Knasa Pertambangan 
sebagaimana dinlaksud dalam ayat (I) cffipat diberikan oleh : Bupati/Walikota apabHa wilayah 
Kuasa Pertarnbangan-nya terletak dalam wilayah kabupaten.lkota dan!atau di wilayab. laut sampai 4 
(empat) mil !aut; Gubernut apablla wilayah Kuasa Pertamfmngannya terfetak: dalam beberapa 
wilayah Kabupaten!Kota dan tidak dihdrukan kelja sama antar Kabupaten/Kota maupun anta!a 
Kabupafen!Kota dengan Propinsi, danlatau di wilayah laut yang terletak antara 4 {empat) sampai 
dengan 12 (dua betas) millaut; Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam 
beberapa wilayab Propinsi dan tidal( dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan!atau di witayah laut 
yang terlctak di luar 12 (dua betas) ntillaut 

m Peraturan Pemcrintah No. 75 Tahun 2001, Pasal 21 ayat (1) dan Keputusan Menterl 
Pertambangan dan Energi No. l34.K./2<HIM.PFJI996. Persyaratan wllayah yang diperbolehkan 
bagi pengusahaan pertambangan : l .Kontrnk Karya(KK), Juas wilayah tidak boleh melebilil 
250.000 Ha. 2,Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak 
boleb melebihi 100.000 Ha. 3.Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, tuas wilayah tidak 
boleb melebihl 25.000 Ha. 4.Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh 
melebihi 10.00(} Ha. 5.K:uasa Perta.mbangan (KP) Eksploil.asi, luas wilayah tidak boleh melebihi 
5.000 Ha.lntisari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya adalah Pengusahaan Pertambangan Batubara 
merupak:an suatu ketentuan khusus yang berlaku. 

120 UU Pertambangan Mineral dan Batubarn., Pasall7. 
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Limited v. Tara Mines Ltd, 121• Kasus ini berlatar belakang adanya cadangan 

mineral tambang berupa lead-zinc (timbal dan seng) yang ditemukan oleh 

perusahaan pertambangan Canada yang berasosiasi dengan Tara Mines1 Ltd. 

(untuk selanjutnya, "Tara~'). Baglan dari cadangan yang kaya ini berada di 

Nevinstown di bawah wilayah milik Patrick Wright. Tara mendapatkan izin untuk 

menambang di wilayah terebut dari Menteri Energi Irlandia {untuk selanjutnya, 

••Menteri") untuk mengembangkan tambang timbale dan seng. Namun pada 

akhirnya baru diketahui bahwa sebagian wilayah tersebut adalah rnilik prihadi 

Patrick Wright, dan bukan milik Negara Irlandia. Tara juga berkeinginan untuk 

mendapatkan izin dari Patrick Wright untuk menambang di area miliknya. Namun 

Wright akhirnya rnernilih parla panawaran dari Bula Limited (untuk selanjutnya, 

Bula), Namun Menteri beranggapan bahwa akan lebih baik jika eksploitasi dalam 

satu wilayah pertambangan dapat dilakukan oleh satu unit operasi. Namun usaha 

melakukan satu operasi gagal, dan pada wilayah tersebut tetap ada dua operasi 

pertambangan, Namun Menteri (Negara Irlandia) tetap mencoba untuk 

mendapatkan kontrol, dan pada pbu!an Desember 1975, Menteri dapat mengambil 

alih 49% saham dad Bula dalam suatu perjanjian. Dengan Negara sebagai pemilik 

saham utama di Bula Ltdl Menteri setuju untuk memberikan usaha yang terbaik 

agar Pemerintah Negara Irlandia setuju untuk menjamin (tidak melebihi £10 juta) 

pembiayaan utama yang dibutuhkan Bula dalam pembangunan tambang. t'2l Dan 

sebehun perjanjian tersebut diatas, Menteri telah memberikan izin pad a Tara untuk 

menguasai wilayah yang lebih luas, sehingga Tara menguasai 5/6 bagian dan Bula 

hanya menguasai 1/6 bagian dari seluruh wilayah cadangan mineraL Daiam masa 

dari tahun 1975 hingga 1986, tamhang Bula tidak memproduksi timbal atau seng 

sama sekali1 sementara Tambang Tara telah berproduksi selama satu dekade. Pada 

tahun 19&3, Bula mengalami kesulitan keuangan yang serius, dan sebagai pemilik, 

Menteri berusaha untuk dapat mernberikan bantuan kredit dari satu perusahaan 

121 Bula Limited ( in Receivership). Bula Holdings, et al v. Tara Mines Ltd.. Ou!okurnpu 
Oy, et at, and the Mmister for Energy (199$); In ongoing legal hollies for the past thirteen years 
since first instituted in the Irish courts in 1986, Bula limited (in receivership) and Bula Limited 
have bet:!n litigating with Tara Mines Ltd over control of a reputedly large and va!JJable lecd.zinc 
()J'(! deposft located near Wtwtm (t1n Uaimh), County Meath, in Eastern Ireland. 

it::! Wilh the State as a ma.fcr shareholder in Bula Lid (I he Bula 1>·1ine), tM Minister t:Jgr'etrl 
to "use his best endeavours io ensure that the Government of Ireland D!;J'ttS (() guwanlee an 
amount not exceeding £1() million in respect of the major financing required by (l-imited) to 
develop the mine. " 
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pertambangan Finlandia yaitu Outokumpu Oy, bantuan dari Pemerintah lrlandia 

dan beberapa pinjaman dari Bank. Proposal ini dikenat dengan nama «Bankers' 

Tmst Package'1
• Tambang Tara juga berusaha memberikan alternatif dengan 

rnenawarkan untuk mengambil alih Tambang Bula, sehingga menguasai 

keseluruhan wilayah cadangan mineral tersebut, Namun pada akhirnya Meteri 

menyimpulkan bahwa proposal diatas tidak akan menghasilkan pernbangunan 

tambang Bula yang indipenden dan membatalkan proposal tersebut, dank arena 

proposal Tara seperti diatas juga ditolak, sehingga Bula tetap pada kondisi 

kesulitan keuangan dan pengajukan tuntutan atas kerugian keuangan yang 

dituduhkan pada Tara dan Menteri. Tuntutan tersebut adalah·. 

i. various wrongful acts on the part of Tara, including inducing the 
Minister to withdraw from the Bankers' Trust Package and making 
misrepresentations as to the Tara proposal; 

u. conspiracy between Tara and the State defendants to cause such 
loss to the plaintiffs; 

iii. other 1vrongful acts an the part of the State defendants causing 
economic loss to the plaintiffs; and 

tv. the trespass of Tara in lo !he ore body helonging to (Bula) Limited 
and the unlawfill extraction and conversion to their own use of a 
significant part of that ore body. 

Para tertuduh menyangka[ semua tuduhan diatas. Proses pra pengadilan beljalan 

beberapa tahun sebelum akhirnya dimulai pada akhir tahun 1993. Pengadilan ini 

memakan waktu 277 hari, dan disebutkan bahwa jangka waktu PengadHan ini 

merupakan yang terlama dalam sejarah Pengadilan Negara Irlandia. Pada akltirnya 

Pengadilan Irlandia memutuakan bahwa semua tuduhan Bula tidak terbukti dalam 

pengadilan. Narnun demik.ian atas beberapa pertimbangan dan karena kondisi 

keuangan Bula yang buruk, biaya pengadilan dibebankan pada tertuduh yaitu Tara 

dan Menteri. 

Kasus perizinan pertambangan di Irlandia ini sangat menarik dan sangat 

mungkin timbul kasus serupa di Indonesia dibawah UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara terkait dengan kewenangan pemberian IUP oleh Pemerintah Daerah atau 

Pemerintah Pusat WIUI> ~ltentukan dan diberikan oleh kepala daerah, dan sangat 

mungkin terjadi babwa di dalam are WIUP tersebut ada laban milik pribadi. Dalam 

hal pengganaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, Hak atas WllJP, WPR, 

atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permuksan bumi dan kegiatan usaha 
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pertambangan dapat dilak:sanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.121 Dan selanjutnya 

ditentukan bahwa Pemegang ruP Eksplorasi atau ruPK Eksplorasi hanya dapat 

melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan rlari pemegang hak atas 

tanah 124 dan Pemegang IUP atau IUPK sebelurtt rnelakukan kegiatan operasi 

produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 125 Pemegang ruP atau IUPK yang telah 

melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas 

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disehutkan 

Hak atas tersebut bnksnlah rnerupnksn pemilikan hak atas tanah. 126 Dapat 

disimputkan babwa Pemerintah Daerah maupun Pusat dapat memberlk.an IUP 

namun dalam wilayah yang telah diberikan izinnya tersebut rnungkin masih 

terdapat wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang dimiliki oleh rakyat, dan bukan 

miHk negara. Mekanisme penyelesaian wilayah hak pengusahaan yang telah 

dtberikan iz.in oleh pemerintah namun belum diberikan hak oleh pemilik wilayah 

tidak dijabarkan dengan pasti dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini. · 

Sehingga dapat teljadi pernilik-pernilik wilayah tidak memberikan haknya pada 

satu perusahaan pengusahaan pertambangan, namun memberikannya pada pada 

perusahaan pertarnbangan lainnya, 

m UU Pertambangan Mi.neltil dan Batubara Pasa1 134; 1) Hak atas WIUP, WPR. atau 
WIUPK tidak melipati ltak alas lanalt pennukaan bnnri. 2) Kegialan usaha pei1:Ullbangan lidak 
dapat d.i1aksanakan pada tempat yang dilarang lllltuk mclalrnkan kegiatan usaha pcrtambangan 
scsuat dengan kelentuan pemturan perundang· urulru\gan. 3) Kegiatan usaha pertamhangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dila.ksanakan setelah mendapat h:in dari instansi 
Pemerintah sesuai deogan ketentuan peraturan pcnwdang~ unda.ogan. 

tH UU Pertambangan Mineral dan Batubata. Pas.ai 135~ Pemegang IUP Eksplorasi atau 
lllFK Eksplorui hanya dapat melaksanakan kegiatannya setclah mendapat persetujlllUl dati 
pemeganfu bak atas lanah 

1 UU Pertambangan Mineral dan Batuhara, Pasal IJ6, 1} Pemegang lUP atau nJPK 
sebelum melakukan kegialan operasi produksi wajih menyclesaikan hak atas lanah dengan 
pemegang hak sesuai dengan ketentuan peratwan pcrundatlg-oodangan, 2) Penyelesaian h.ak atas 
tanab sebagaimaoa ditnaksud pada ayat (1) dapat dilak-ukan secara bertahap sesuai dengan 
kebuluhan alas !.anah oleb pemegang IDP atau llJPK. 

126 UU Pertambangan Mineral dan Eatubara. Pas:al 137; Pemegang IUP atau illPK 
scbagairruma dimaksud da1am Pasal 13:5 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian 
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak alas tanah sesuai dengan ketentuan pemturan 
perundang-oodangan. Pasal 138; Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak 
atas tanah. 
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Pada kasus Town of Riverhead v. T.S. Haulers, Inc tahun 2000, di New 

York Amerika Serikat121
; Warga kota Riverhead (untuk selanjutnya, Kota 

Riverhead} rnenuntut Perusahaan T.S, Hauler lnc.(untuk selanjutnya, Hauler) atas 

tuduhan melakukan penamhangan pasir tanpa izin khusus dari Kota Riverhead 

Sebelumnya Hauler mendapatkan izin usaha pertambangan untuk menambang 

pasir di wilayah Riverhead yang diberikan oleh Departemen Konservasi 

Lingkungan Amerika Serikat atau Department of Environmental Conservation 

(untuk selanjutnya, DEC). Menurut Hauler yang rnendapatkan perizinan dari DEC 

atas dasar Undang-undang Reklamasl Tanah Pertambangan Amerika Serikat128
, 

bahwa UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa UU tersebut 

menggantikan (supersedes) peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan 

dengan industri pertarnbangan, sehingga izin pertambangan yang diperolehnya dari 

DEC adalah sah dan tidak perlu mendapatkan izin lagi dari wilayah setempat. 

Namun dalam keputusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatak:an: 

"The Mined Land Reclamation Law (MLRL) explicitly slates thai it 'shall 
supersede all other stale and local lmvs relating to the extractive mining 
indusfly ', but does not prevent any local government from 'enacting or 
enforcing local zoning ordinances or laws which determine permissible 
uses in zoning districts'. The MLRL 'does not preempt a municipality1s 
authority, by means of its zoning powers, to regulate or prohibit the use of 
land within its municipal boundariesfor mining operations'. The incidental 
control resulting from the municipality's exercise of its right to regulate 

111 In Town of Riverhead v. T,S. Haulers, Inc., 275 A.2d 774 (N.Y.App,Div.2d DepL, 
2000), the deftndant appealed the lower c:ourt's decision where a sand mine operator had been 
pennanently enjoined by the Supreme Court, Suffolk County on May 10, 1999, from snnd and soil 
mining and processing and directed to appi)l for a special permit under Riverhead Town Code § 
108-45 (B) (6). Defendant's motion, in effect, for re-argument was also denied. The defendant~ 
opera/or of the sand mine argued lhoi It was not required lo obtain a special pel"mit jJ<om the 
plaintiff, Town of Riverhead, to carry on irs mining and pr()Cessing operation. It contended that any 
loco/ special permit requirement is superseded by the Stale's Environmental Conset'Vation Law and, 
since it holds a valid mining permit from the New York State Department of Environmental 
Conservation (hereafter, the DEC.,, it needs no othel' author;mtion. 

JZH United Smtes Mined Land Reclamation Law, Article 23, Title 17-Environmental 
Comervation Law Implementing ReguJalions-6NYCRR Part 420-425. Mineral Resmm:es are an 
important pari of New Yotk State.. The State Legislature enacted Al'licle 23, Title 27 of the 
Environmental Conservation Law (ECL) of New York SJaie to achieve the pOlicies of the State 
which are to ensure the errvirontm:ntally sound, economic development of New York's mineral 
resources Wld the rehim of affocted land to prmluctive liSe for cul?'ent and foJure generotions. 
Regulati<>ns (6NYCKR PaJ'ts 42()..425) and a permitting program designed to achieve these goofs 
have been established by the New York Stale Department cfEnvironmental Conservation, A Mined 
Ltmd Reclamation permit is an approval to conduct regukzted activities at a specific site Permits 
qre issued by DEC for annual terms a[ up io five yenrtr and may be renewed. Certain exJraclion of 
mir;erals in aid of construction projects or agricultural aciivilies may be exempt .from the 
permitting requirements of the Mirutd [,(Jrld Reclamation Law. 
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land use through zoning laws does not amount to regulation 'relating Jo the 
extractive mining industry '. 129 

Karena lv~LRL tidak mencegah pemerintah daerah menerapkan dan menetapkan 

zona-zona tertentu dalam wUayahnya untuk pengusahaan pertambangan, maka 

Mabkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pengusaha pertamhangan, 

dalam kasus ini adatah Hauler, harus mengajukan kembali permohonan izin dari 

Kota Riverhead untuk melakukan kegiatan pcnambangan pasirnya. 

Contoh kasus di atas dapat diaplikasikan dalam UU Pertambangan Mineral 

dan Batu Bara., bahwa meskipun suatu perusahaan pengusahaan pertbambangan 

telah mendapatkan nJP dari pemerintah pusat (menteri) ataupun pemerintah daerab 

(gubemur, walikota atau bupati) tidak berarti perusahaan tersebut tidak perlu lagi 

rnengajukan permohonan izin atau hak dari pemerintah daerah atau pemilik 

wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan penarnbangannya, UU Pertambangan 

Minera1 dan Batubara mengatur 17Jn Usaha Pertambangan namun tidak mengatur 

cara PemerJntah Daerah menerapkan zona-zona atau wilayah-wilayah tertentu di 

daerah mana yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, wilayah industi dan mana 

yang dapat digunakan untuk wilayah pertambangan, 

Meskipun demikian, dalam proses pemberian izin atas penggunaan daerah 

dari pemerintah daerah ataupun pemilik yang sah dari suatu lahan, pemerintah 

daerah atau pemiBk laban tidak dapat menetapkan syarat-syarat tambahan lain 

yang berbeda dari UU yang telah ditetapkan dalam memberikan ijin penggunaan 

lahan yang dikuasainya seperti dalam kasus di South Dakota Amerika Serikat, 

South Dakota Mining Association v. Lawrence County tahun 199713
tJ, dimana 

ll>l Mahkamah Agung Amerika Serikat menambahl:an pemyalaanya bahwa: Only those 
laws that deal ittifh the actual operation and process of mining' are Sllpersedi!d', Here, since 
Riverhead Town Code § 108-45 (JJ) (6} is a zoning regulation that does not address the actual 
operation and process of mining, and ttftY restriction on sand mining was incidental to the Town's 
exucise of its right to regulate land use through zoning regulation The MLRL did not supersede 
the Town requirement !hal the defondant obtain a special use penni! from the Town Beard. " 
(Riverhead@ 775.} The Cmirt nlso noted that the defondant's motion for essentially reargument, 
which was denied, is not appealable. 'J'he lower court's decision was affirmed The sand mme 
operator had to apply for a town special use permit ""'· 

130 In Soutb Dakota Mining Association v. Lawrence County, 9n F. Supp. 13% (Dist 
S.D. 1997), the plaintiff Mining Association was representing Homestake Mining Co., Wharf 
Resources. Golden Reward Mining Co., Naneen .Minerals, lrtc., rmd patented land owners , the 
Galis. The defendant county was j'oined by Action for the Environment as amicus curiae, ll11d Jack 
Cole, intervenor. ln Lawrence C'.ounly, the court held lhai although the Mfning Ac1 (1872) does 
leave room for local regulation, th(ll reg~Jiation must not conflict wtJh federal /(lw. The Lawrence 
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Lawrance County memberikan syarat-syarat tambahan lain sebagai tambahan 

syarat yang telah ditetapkan dalarn undang-undang, sehingga pengadilan 

memutuskan bahwa Pemerintah Daerah Lawrance County tidak dapat 

menambahkan syarat-syarat lain da!am mengeluarkan 1zm tambahan yang 

bertentangan dengan persyaratan pertambangan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Federal Amerika Serikat. Mengambil inti dari kasus ini, dalam 

menetapka IUP pemerintah daerah dapat memberikan 1zm sesuat peruntukan 

wilayah daerah atas zona-zona yang te1ah ditetapkan, namun tidak dapat meminta 

persyaratan-persyaratan yang lebih daripada yang sudah ditetapkan dalam UU 

Pertarnbangan Mineral dan Batubara ini, 

4.1.2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa lzin Usaha Pertambangan 

4.1.2.1. Penyelesainn Sengketa 

Karena bentuk pengusabaan pertambangan dilakukan dengan bentuk IUP 

(Izin Usaba Pertambangan), investor tidak lagi dapat melaknkan kegiatan usahanya 

dalam bentuk sistem Kontrak Karya (KK) dan Peljanjian Karya Pengusahaan Batu 

Bara (PKP2B). Investor pertambangan yang bersekala menengah dan besar lebih 

memilih slstem perjanjianl kontrak karya yang lebih membedkan kepastjan hokum 

rnengingat karakteristik dari industri pertambangan seperti yang dijelaskan dalam 

BAB II di atas, terutama jika melakukan investasi di negara-negara berkembang 

yang seeing melakukan bongkar pasang peraturan perundang-undangan131
• 

Salah satu dari fungsi sistem hukum menurut Friedman1
l

2 adalah fungsi 

penyelesaian sengketa (dispute settlement} Menurut Richard L. Abel, sengketa 

County ordmance prohibits surface mining v.4tich is authorized by federal law. Since the lacaJ 
ordinance violates the federal pnHmrplian dQClrine, it must "recede" and is of no ejfocJ. The 
Lawrence County ordinam::e was declared invalid, anti a permanent injunction ogoir;s/ Lawrence 
County was issued 

131 Gam.awan Fau.ti, PerJu Komilmen Pemerintah untuk Wujudkan "Good OovernaJfce'', 
<http://accb.recoveryforum.orfl>.~ Da1am mengcl.ola pemerinlahan di Indonesia, sering dilakukan 
sistem bongkar pasang peratw'an retiap terjadi pergantian pejabat. "Sistcm boogkar pasang 
peratu:rnn ini membuat lrobingungan di tengah masyatakat dan ini menimbulkan adanya gejoJak dan 
ketidalq>et<ayaan kepada punpman," ,, 

m Lawrance M Friedman, American Law, an ln!roduclion, diterjernabkan oleh Wishnu 
Basuki, (Jakarta: Tatanusa. 2001) blm 11. Sistem twkum. melakukan fungsi sebagai sistem konlrol 
sosiaL DaJam arti yang paling l:uas, sistem kontrol sosial ini merupakan fungsi dari s:istem hukum. 
Fungsi sistem hukum kedua yang 1uas dapal disebut dengan penyelesaian sengketa. dan te.rnkhir 
adalah fimgsi redistribusi (redistributive function) atau fungsi rekayasa sosial (social engineering 
fonction). 
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(dispute), adalah pemyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras 

(inconsistem claim) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini misalnya ada 

dua perusahaan pertambangan yang berebut wilayah operasi atau wilayah 

eksplorasi pertambangan. atau tuntutan pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan 

lain sebagainya. Sayangnya dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara tidak 

banyak mengatur fungsi sistem hukum ini. 

4.1.2.2. Pengadilan rata Usaha Negara dan Arbitrru<e Nasional 

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dari 175 pasal hanya I 

pasal yang mengatur penyelesaian sengketa, dari keseluruhan kata-kata yang 

terkandung dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang berjumlah 10.972 

kata, hanya terdapat satu kata "sengketa". Satu-satunya pasal yang mengaturnya 

yaitu Pasal 154 yang berbunyi: Setiap sengketa yang muncul dalarn pelaksanaan 

IUP, IPR. atau IUPK diselesaikan melatui pengadilan dan arbitrase dalam negeri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan [ebih disayangkan 

lagi bahwa mengenai fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, Penjelasan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

PertambanganMineral Dan Batubara, Pasal154, hanya berbunyi: "Cukup Jelas". 

Dalam IUP, karena menyangkut suatu izin yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemerint:aban, penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadihm Tata usaba Negara 

di dalam negeri. Penyelesaian sengketa yang dllakukan melalui Pengadilan Tata 

Usaha Negara tidak dapat dilakukan kasasi pada sengketa illP yang dikeluarkan 

oleh pejabat daerah. Karena menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung, perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa 

keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah 

bersangkutanm tidak bisa dikasasi. sahingga penyelesaian sengketa hanya dapat 

m Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (MA) ban;yak 
pcndapal yang menyatakan bahwa pada saat merevisi peraturan terdahulu, yakni Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985, Dewan Petwakilan Rakyat dan Pemerintah 1ampaknya melakukan kesalahan 
pada b<t~an yang mengatur pembatasan kasasi. MA bertugas mengadili perkara di tingkat kasasi. 
Tet.api tidak semua perkara bisa dikasasi. Pasal4SA ayat (2) Undang"Undang M'ahkamah Agtmg 
membuat tiga peng,e<:ualian: (i) pulusan tentang praperadilan; (li) perkara pidana yang diancam 
pcd:ara pidana penjara paling .lama satu tahun dan alau diaocarn dengan pidana denda; dan (iii) 
perkara tata usalla negarn yang objck gugatannya berupa keputusan pejahat daerdh yangjangkauan 
keputusannya berlalru di wilayah dactah bersanglrutan. Sclanjutnya, pasal45A ayat (3) menegaskan 
bahwa permollonan kasasi atas lretiga jenis pcrknra tadi, atau pennohrulan yang tidak memenuhi 

Universitas Indonesia Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



74 

terjadi di Pengadilan Tata usaha Negara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan 

Batubara, meskipun lsi dari IUP telah ditetapkan untuk mencakup ketentuan 

penyelesaian persellsihan134, UU ini juga telah menetapkan bahwa setiap sengketa 

yang muncul dalam pelaksanaan flJP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase 

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganu5
. Sehingga 

ketentuan isi IIJP mengenai penyelesaian sengketa sebenarnya hanya menguJang 

ketentuan UU bahwa sengketa diselesaikan di pengadilan dan arbitrase di dalam 

negeri Kata 'dan' dalam ketentuan 'pengadilan dan arbitrase' menimbulkan 

penafs.iran bahwa penyelesaian sengketa hams dilakukan dalam dua lembaga, yaitu 

di pengadilan dan juga harus melalui arbitrase di dalam negeri. Karena Putusan 

Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap), ketua pengadilan tidak diperkenankan 

memeriksa alasan atau pertirnbangan dari putusan arbitrase nasionaJ tersebut136 

Apakah penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan pernerintah yang 

dimaksudkan dalam pasal Pasal !54 yang berbunyi: "Seliap ;~ngketa yang muncu/ 

dalam pelaksanaan !UP, JPR, atau ll.1PK diselesaikan melalm pengadilan dan 

arbitJ·ase dalam negeri ... ", dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara lebih 

dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses arbitrase dalam negeri untuk 

mendapatkan putusan yang bersifat mand!ri, final dan mengikat? Ataukah 

maksudnya agar memprosesnya melalui arbitrase dan agar putusan arbitrase dapat 

dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan dldaftarkan pad a 

kepaniteraan pengadilan negerJ137? Dalam hal ini sebenarnya ada suatu 

kemungkinan bahwa tetjadi salah penetapan kata 'dan• saat pembuatan UU ini, 

yang seharusnya dapat dituliskan kata 'at au'. 

------·-·-
syarat formal hams diuyatakan tidak dapat diterima (nlet ontvankelijk verklaard). Pemyataan tidak 
dapat diterima itu. menurul ayat ini, dlbuat me\alui penetapan ketua pcngadilan lingkat pertama. 
Jika pene':P,an sejenis sudab keluar, PN U!k perlu mengirimkan berkas lagi ke Mahkamah Agung. 

1 UU Pertambangan Mineral dan Batuba:ra, Pasal39 a:yat (1) dan ayat (2}. 
135 UU Pertambangan Mineral dan Batuba.ra, Pasal154. 
I% Gatot Soernartono, Arbitrase dan Mcdiasi df Indonesia, (Jakarta: PT Ornmedia Pustaka 

Utama, 2006), hlm 74. 
131 Dengan mendaftarkan dan rncnyerahkan lembar asli atau salirum autcntik putusan 

ar.bitrase n.asional oteb arbiter atau kuasanya ke panitera pengadi1an negeri, dalam waktu 30 (liga 
puluh) hari setelah putusan arbitasc diucapkan. 
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4.1.2.3. Arbitrase 

Arbitrase adalah salah satu dari alternatif penyelesa!an sengketa yang terma:mk 

paling sering digunakan dalam pejanjia.n atau kontrak. Menurut Black's Law 

Dictionary: 

"Arbitration: an arrangement for taking an abiding by the judgement of 
selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish 
tribrmais ofjush'ce, and is intended to avoid the formalities, the delay. the 
expense and vexation of ordinary Jitigation 11

• 

Menurut Pasal J angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah 

cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umurn yang 

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 

yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalarn 2 (dua) bentuk, 

yaitu: t3s 

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang 

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (J<Octum de compromiiendo); 

atau 

2 Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang d!buat para pihak setelah timbui 

sengketa (Akta Komprornis). 

Sebelum UU Arhitrase bedak:u, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasa) 

615 s/d 651 Reglemen Aca.ra Perdata (RV)."' Selain itu, pada penjelasanpasal 3 

ayat(l) Undang-Undang No.l4 Tahun 1970 tentang Pokok,Pokok Kekcasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas 

dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. 

llS Budhy Budiman, Mencari Model Ideal penyelesaian Scngketa, Kajian Terhadap praklik 
Peradilan Perdata Dan undang·Undang Nomor 30 Tabun 1999. <http://www.uika­
bogor.ac.idljur05,hlm.> 

159 Gatot Soomartont>. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramcdia Pusl:lka 
Utama, 2006), hlm.3: Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya 
R:cglcment op de Rechlsvordering (RV} dan Het Hcrziene Indonesisch Reg!ement (HIR) ataupun 
Rechtsreglement Bilengewesten (RBg). karena semnla Arbitrnse U11 diatur dalam pasal 615 sfd 65 l 
reglement of de rechtvorderiug. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak lalw lagi 
dengan diundangkannya Uodang Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 
tahun lfJ70 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan. arbitrase dapat dilihat dalam 
penjelasan pasaJ 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyefesaian perkara di luar 
pengadilan atas dasar perdamaian atau mclalui arbitrnse te!ap dipcrbolehka.n, akan tetapi putusan 
arbiter hanya mempunyai kekuatan ekselrutorlal setelah mempcroleb izin alau pcrintah untuk 
dieksekusi dari Pengadilm Gatot Soemartono, Arbitrasc dan Medfosi di Indonesia. (Jakarta: PT 
Gr.nm:dia Pustaka U~ama, 2006), blm.3. 
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4.1.2.3.1. Jenis-jenis Arbitrase 

Arbttrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase 

melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad~hoc dilaksanakan berdasarkan 

aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 

Tahuo 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeiesaian Sengketa atau dengan 

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCI1RAL) 

Arbitration Rules140
• Pada umumnya arbitrase ad-hoc direntukan berdasarkan 

perjanjian yang menyebutkan pen.unjukan majelis arbitrase serta prosedur 

pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu 

disebutkan dalam sebuah klausu1 arbitrase. 141 

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen ya11g dikelola oleh 

berbagal badan arbitrase berdasarkan aturan~aturan yang mereka tentukan sendiri. 

Saat ini dikena1 berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan 

arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang 

internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of 

Commerce (ICC) di Paris. The Arbitration Rllles dari The International Centre for 

Settlement oflnvestment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut 

mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri. 

BANI (Badan Arbitrase Nasiona[ Indonesia) memberi standar klausul arbitrase 
sebagai berikut:142 

"Semua sengketa yang timhul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan 
diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut 
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya 
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai kepuhtsan dalam 
tingkat pertama dan terokhir". 

Standar klausul arbitrase UNCITRAL {United Nation Comission oflnternational 

Trade Law) adalah sebagai berikut: 

140 < http://www.uncitral.org> The United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL) (established in 1966) is a subsidiary body of the General Assembly of the 
United Nations with the genef't'JJ mandate to further the progrfU>Sive harmonization and umjicalion 
of the law of internati<mal trade. UN('J1'RAL has sina prepa?'<:d a wide nmge of wnventions, 
model laws and other ins!ruments dealing with the substantive Jaw that governs trade transactions 
or ether aspects of businej~;: Jaw which have an imptiCt on intemationaltrade. UN('.JTRAL meets 
once a year, typically in summer, alternatively m Ne:w York and in Vienna. 

141 Soemartono, Op.cit., hal.27. 
142 Indonesian Bank:ing Restructuring Agcnc.;• (IBRA), Arbitrase, Pfliht.m Tanpa 

Kepaslion, <hltp://www.gontha.oornlview.ph~?nid""l04> 
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uSetiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehulnmgan 
dengan perjanjian ini. atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya 
perjanjian akan diselesaikcm melalui arbitrase sesuai denian aturan­
aturan UNCITRAL '' 

4.1.2.3.2. Putusan Arbitrase NasionaJ 

Pelaksanaan putusan arbi!rase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No30 

Tahun 1999. Parla dasamya para pihak hams melaksanakan putusan secara 

sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut 

barus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan 

mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentJk putusan arbitrase 

nasiona[ oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadHan negeri. dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arhitrase nasional 

bersifat mandlri, final dan mengikat Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, 

:final dan mengikat (sepertl putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) 

sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau 

pertimbangan dari putusan arbltrase nasional tersebut Kewenangan memeriksa 

yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal 

terhadap putusan arbltrase naslonal yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis 

arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perlntah 

pelak:sanaan , Ketua Pengadihm memeriksa dahuJu apakah putusan arbitrase 

memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internaslonal). Bila tidak 

memenuhl maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase 

dan terhadap peno!akan itu tidak ada upaya hukum apapun. 

4.1.2.4. Bubungan Sistem Perizinan dan Arbitrase Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa DaJam Izin Usaha Pertambangan 

Ada alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) 

lainnya yang mernpakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami 

sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan pe[Iaif.~nya selain melalui jalur pengadiJan. Secara teori yang 

tennasuk dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah 

Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekunsiliasi, dan Arbitrase, 

Universitas Indonesia Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



78 

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa 

dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaik:an sengketa tidak harus atau tidak 

selalu ke pengadilan, ada altematif lain yang juga Jayak untuk ditempuh yang 

dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan, Bahkan dalam 

proses persidangan perdata di Indonesia saat lni, daading (perdamaian dihadapan 

hakim) barus ditempuh melalui mekanisme Mediasi (court-annexed mediation} 

Namun alternatif-alternatif ini tidak didukung dalam UU Pertambangan 

Mineral dan Batubara dan ditetapkan hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan 

dan arbitrase dalam negeri sesuai deogan ketentuan peraturan perundang­

undangan, 143 Kembali ke teori hokum kemampuan prosed ural (procedural 

capability) dilihat dari kemampuan prosedur yang diciptakan o)eh suatu sistem 

hokum dalam menyelesaikan masalah yeng dibawa kepadanya, !UP tidak 

mengatur peradilan tribunal (court of administrative tribunal), penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), dan tidak mengatur 

penunjukan arbiter konsHiasi (conciliation) serta lembaga-lembaga yang bcrfungsi 

sama dalam penyelesaian sengketa. Selumhnya dikemba!ikan pada Pengadllan 

Tata Usaha Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari 

waktu ke waktu, Oleh sebab itu, Kontrak Karya masih memlliki kelebihan yang 

Iebih rnenarik sisi investor pengusaha pertambangan mineral dengan mengatur 

dengan jelas hal penyelesaian sengketa, dan biasanya melalui arbitrase luar negeri 

atau dalam negeri sesuai kesepakatan pengusaba pertambangan dan Pemerintah. 

Dalam kasus antara Pemerintah R1 v. PT Newmonl Nusa Tenggara (NNT) 

yang dibawa ke arbitrase internasional, terjadi sengketa divestasi saham NNT. 

dimana pasal 24 ayat 33 Kontrak Karya (KK) antara pemerintah RI dan NNT 

menyatakan~ pemegang saham asing NNT diwajibkan menawarkan saharn NNT 
" 

sahingga pada 2010 minimal 51% saham NNT akan beralih ke pemerintah 

Indonesia atau peserta Indonesia lainnya. 144 

143 UU Pertambangan Minerai dan Batubam. Pasa1 154. Sctiap sengkef.a yang muncul 
'-... da1am pelaksa:o.aan IV'P, rPR. atau IUPK dlseJesaikan melalui pcngadilan dan atbitrase dalam negeri 

sesuai den~ ketentuan peraturan perundang-undangan. 
14 Saat ini, 80% sabam NNT yang mengekspfoitasi tambang tembaga dan emas di Batu 

Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikuasai Nusa Tenggara 
Partnership (Newmont 45% dan SurnitorrtQ 35%}. Sisa 2~.4 saham dimiliki PT Pukuafu Indah. 
Pada 2006, NNT menawarkan 3% senila:l US$ 109 juta saham kepada mitm Indonesia dan maslng­
masing 7% pada 2007 senilai US$ 282 juta dan 2008 sebesar US$ 426 jula. Dua talnm lalu, NNT 
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Dalam kasus ini, untuk pertama kali Pemerintah Indonesia memenangkan 

gugatannya dalam persellsihan dengan investor asing pada furum arbitrase 

internasional. PT. Newmont Nusa Tenggara harus menga.Hhkan 17% sahamnya 

kepada Indonesia yang bersih dari gadai. Beberapa perselisihan penanaman modal 

lain seperti Pemerintah Republik Indonesia versus Amco Asia Corp145 mengenai 

sengketa Hotel Kartika Plaza beberapa tabun yang latu, Pemerintah RI walau kalah 

namun dapat rnenurunkan ganti rugi sampai 500/o. 

Dalam sengketa pengalihan saham yang lain yaitu Pemda Provinsi Kalimantan 

1lmur versus Kaltim Prima Coal (KPC) sedang dalam proses di arbitrase 

International Centre of Settlement of Investment Dispute (ICSID). Kemenangan 

Pemerintah RI dalam sengketa dengan Newmont di arbitrase UNCITRAL 

membuktikan bahwa Indonesia tidak menyerahkan kedaulatannya kepada Dewan 

Arbitrase luar negeri karena menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mereka. 

Indonesia telah merati:fikasi konvensi ICSID dengan UU No.5 Tahun 1968 

tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing 

Mengenai Penanaman Modal. Begitu juga dengan Keputusan Presiden No.34 

Tahun 1981) Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 mengenai 

Pengakuan dan Pelaksaoaan Putusan Arbitrase Luar Negeri. Ikut sertanya 

Indonesia dalam kedua konvensi tersebut tidak berarti Indonesia telah 

menyerahkan kedaulatannya dalam perselisihan dengan pihak asing. 

Penyelesaian sengketa rnelalui arbitrase ICSID harus mendapat persetujuan 

tertulis terlebih dahulu dari para pihak yang berselisih (Pasal 25 ayat (!) ICSID 

Convention). Begitu pula keanggotaan didalam konvensi New York 1958 tidak 

serta merta menjadikan Indonesia harus melaksanakan keputusan arbitrase luar 

negeri Pasal V ayat (1) Konvens1 New York 1958 sendiri menyatakan, antara lain 

bahwa, negara anggota konvensi dapat menolak melaksanakan putusan arbitrase 

1uar negeri bila otoritas yang berwenang menemukan perjanjian pokok yang 

menawa.rkan saham kepada pemerimah daerah. Pemkab Sumbawa dan Pernprov NTB memperoteh 
2o/c, sedangkan Pemkab Sumbawa Bamt 3% Dalam proses penawaran saham mencuat perbedaan 
penafsiran terhadap KK khususnya pasal 24 antara pemerintah dan NNT. Perwalan yang muncui 
antara lain soal saham NNT yang digadaikm kepada kreditor, kendati sebetulnya tefah disetujui 
pemerintah Indonesia pada l9~n Karena lidak ada kcsepakatan, belakangan pemerintah Indonesia 
secara bersamaan dengan 1'T NNT mcmbawc kasus tersebut ke ke arbiLrase. Sumber: 
http;//www.tekmira.esdm.go.id/. 

141 Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. 
ARB/8111) Date registered: February 27. 1981 
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memuat klausula arbitrase dimaksud batal demi hukum menurut hukum nasional 

negara tersebut Mahkamah Agung RI pernah menolak melakaanakan putusan 

arbitrase luar negeri dalam Bakri & Brothers versus Trading Corporation of 

Pakistan Ltd., No.4231 Kil'dt/1986 (1988) danK D. & F. Man (Sugar) Ltd. versus 

YaniHaryanto, No. 1205 Kil'dt/1990 (1991). 

Keputusan arbitrase UNCITRAL yang memenangkan Pemerintah R1 dalam 

sengketa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia 

tidak perlu alergi terbadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. 146 

Berkaitan dengan hubungan antara definisi arbitrase diatas definisi yang 

juga telah dijabarkan; izin ada1ah sebagai perbuatan hukurn bersegi satu yang 

dilakukan oleh pemerintah, dan dalam hal ini izin tidak munglcin diadakan suatu 

persesuaian kehendak, dan arbitrase adaJah cant penyelesaian suatu s.engk:eta 

perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari penjabaran ini dapat 

disimpulkan bahwa karena izin ada[ah suatau perbuatan hukum seplhak dari 

pemerintah, maka penyeJesaian sengketa melalui orbitrase tidak dapat dilakukan 

pad a sistem perizinan. Kecuali dibuat kembali suatu perjanjian Arbitrase tersendiri. 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yeng bersengketa yaitu pemerintah dan 

penanam modal pertambangan seteiah timbul sengketa (Akta Kompromis). Namun 

pengecualian ini juga akao mengembalikan posisi negara menjadi sejajar dengan 

penanam modal !Uau pengusaha, dengan dibuatnya suatu kontrak/ perjanjian 

a.tbitrase yang sebenarnya telah dihindari dengan diubahnya sistern Kontrak Karya 

menjadi sistem [zin Usaha Pertambangan. 

Penanaman modal asing dalam pengusahaan pertambanga."t, memerlukan 

huk:um dan institusi hukum yang kondusit: Dalam hal ini kepastian hukum 

mempakan unsur yang sama pentingnya dengan stabiiitas politik dan kesempatan 

ekonomi.t47 Sementara itu pertumbuhan investasi juga diamanatkan dalam UU No. 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah bertujuan untuk mempercepat 

pembangunan ekonorni nasionaL Pembangunan ekonomi nasi9nal bermak:sud 

" mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Guna merealisasik:annya 

145 Erman Rajagukg:uk, Arbitrase lntcmasiona.I, (Jakarta: Sckertariat Kabinct Rl, Juni 
2009) <hil\'1/www.sclkab.go.id> 

2 Snparji, HariaJI Bi:mis Indonesia, 7 April2006, 

Universitas Indonesia Paradigma Baru..., Viktor I Suripatty, FH UI, 2009



81 

diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi 

ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal. 

baik darl rlalam negeri maupun dari luar negerL 148 

4.2. Subsansi Hukum Dalam izin Usaha Pertamhangan 

Sesuai dengan Teorl Friedman diatas, substansi hukum pertambangan 

meliputi hasil dari struktur UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang 

diantaranya meliputi peraturan perundang~undangan antara lain seperti peraturan­

peraturan pemerintah, dan peraturan~peraturan menteri dan Izin U saha 

Pertambangan. Dalam hal ini lzin Usaha Pertambaogan (llJP) adalah salah salatu 

substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari 

aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tersebuL 149 

4.2.1. Kembali ke Huknm Perizinan 

"(;ndang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara memiliki substansi hukum yang menggantikan sistem Kontrak Karya 

yang sudah lama d1kenal, dengan slstem Perizinan. Sebenarnya dengan merubah 

sistem kontrak menjadi sJstem perizinan, maka hukum pertambangan di Indonesia 

akan kembali ke masa pemerintahan Hindia Belanda tahun I&OO hingga 1942, 

dimana usaba pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dengan 

menggunakan pola atau bentuk perizinan, 150 

Untuk memperjelas hukum pertamhangan melalui suatu sistem izin, perlu 

kiranya menjabarkan prinsip-prinsip perizinan. Sebelum menyampaikan beberapa 

definisi izin dari beberapa pa.kar, terlehih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain 

yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, lisensi dan 

1411 Pasat 3 ayat (2) huruf g UU No. 25 tahun 2007 t.entang Penanaman Modal 
141 Uraian Friedman menunjukan bahwa substansi hukum meliputi hasil dart structure yang 

diantaranya meliputi pernturnn perundang-undangon. keputusan-kcputusan dan doktrin. Substansi 
hokum sebagai suatu aspek dari sistem hukum mempakan relleks! dari aturan-aturan yang berlaku, 
norma dan eaku masyaraka:t dalam si~em tersebut. 

l Semasa Hindia Belanda, usatla·pcrtambangan dilaksanaknn oleb. pemeri.nt.ah maupun 
swasta dengan Jllenggunakan po1a atau bentuk pcriz.inan. Sernula memang telah mCiljadi 
kcbijaksanaan pemerintah Hindia Belanda untuk mengusahaan sendiri tambang~tamhang besar 
yang dinilai vital scperti tambang batu~bara dan timah, Akan !elapi Wltuk bcbempa proyck yang 
bes:ar scpert:i pengembangan tambang nlkel dl Sulawesi Tenggara, pcngusahaannya dtlakukan oleh 
pihak &wasta berdasarkan suatu kontrnk khums dart pemerintah. Kontrak itu dikenai dengan 
sebulan Sa contract k:afc!ta didasarkan pada ketentuan Pasal 5a Indische Mljnwet. 
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konsesi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.u1 Lisensi 

adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu 

perusahaan, Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu JZtn yang 

memperkenan.k:an seorang untuk menjaiank:an suatu perusahaan dengan izin khusus 

atau istemewa. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan 

perkerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenarnya pek:erjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah 

diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsessionaris (pemegang izin) yang 

bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasJ 

antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 

syarat-syarat tertentu, 152 Menurut H.D. van Wijk, bentuk konsesi terutama 

digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan uymum yang 

tidak mampu dijalankan sendiri oleh pernerintah, lalu diserahkan kepada 

perusahaan-perusahaan swasta. uJ Mengenai konsesi ini~ E. Utrect mengatakan 

bahwa kadang~karlang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan 

yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjck hukum 

partikelir1 tetapl dengan turut campur dari pihak pemerintah, Suatu keputusan 

administrasi negara yang mernperkenankan yang bersangkutan mengadakan 

perbuatan tersebut memuat suatu konsesi (concesie). 154 

Mengenai pengertian izin, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mernbagi pengertian 

izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut 

"Paparan luas dari pengerlian izin adalah bahwa lzin menJpakan salah satu 
instrumen yang paling banyak digunakan dalam lmkum adminstrasi. 
Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 
tinkah laku para warga. lzin ialah suahl persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan Jarangan penmdangan. Dengan 

I$! Sjacbran Basalt. Pencabulan Izfn Salah Satu Sanksi Hukum Adminfsf7"asi, Makalah pada 
Penataran Hukum Adrninil>trasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surnbaya,. 1995, him 1-
2. Dikulip daiam Ridwan BR. Hukum Admiru;trasi Negara, (Jakarta: Rnjawali Pers, 2008}, hlm. 
2o:» 

m Ateng Syafrudin. Perizinan untuk Berhagai Kegiatan, dikutip dalam rudwan HR 
op .. ci£ blm, 206 

153 H.D.van Wijk/ Willcm Konijenbe[t. "De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor 
activitelten van openbaar belang die de overhead nfet zel[verricl1t maar overiMt aan parlicuiere 
ondernemingen. dikutip dalam Rid wan HR. ibid 

1511 Ridwan H.R. ibid. 
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memberi izin, penguasa memperketumkan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. lni 
menyangkut perkenan hagi suatu tindakan yang demi kepentingcm umum 
mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempil adalah 
pengikatan-pengikatan pada sualu peraturan izin pada umumnya dida..'iO.rkan 
pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suattt tatancm 
terteniU atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang huruk. Tujuannya 
ialah mengatur tindakan .. findakan yang oleh pembuat rmdang-undang tidak 
seluruhnya dianggap Jercela. namun di mana ia menginginkan dapat 
me/akukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin da/am arti 
sempit ialah bahwa suatu tindaktm dilarang, terkecuali diper!amankan dengan 
tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkulkan dengan perkenan 
dapat dengan teliti diberikan halas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 
persoa!annya bukanlah untuk hanya memberi perkenan da!am keadaan­
keadaan yang sangat khusus, tetapi agaJ' tifldakan-tindakan yang 
diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicanhtmkan dalam ketentuan­
ketentuan)."1:;s 

Da)am hal pengaturan pengusahaan pertambangan maka yeng sebenarnya yang 

paling tepat adalah jenis perlzinan berupa konsesi. Dari penjabaran di atas, jika 

dibandingkan secara sekilas, pengertian iz;in dengan konsesi itu tidak berbeda. 

Masing~masing berisi perkenan bagi seseorang atau badan untuk melakukan suatu 

perbuatan atau pekerja2n tertentu. Meskipun antara lzin dan konsesi ini d!anggap 

sama, dengan perbedaan yang relatif. tetapi terdapat perbedaan karakter hukurn. 

lzin adalah sebagal perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, 

sedangkan konsesi adalab suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni :matu 

perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi atau penerima ko.n::;esi. 

Da1am hal izin tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal 

konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian~ yakni perjanjian yang mempunyai s.ifat 

sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai 

hukUtn perjanjian.156 

UU Pertambangan Mineral dan Batubam mendefinisikan Izin dalam 

ketentuan umum. dimana Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP 

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan."' Jelas yang dimaksudkan 

dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang bukan merupakan 

konsesi. Izin yang diberikan dibagi dalam dua tahap, yaitu llJP aksplorasi dan !UP 

m N.M. Spelt dan J B.J,M ten Berge, Pengar;far Hukum Perizinan, disuuUng oleh 
Philipus M Hadjon, (Surnba)'ll: Yudika, !993) hlm. 2-3. 

156 Ridwan HR., Hullum Adminstrasi NegtJra, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2Ht 
lS'J UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasall, ayat (7) 
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Operasi Produksi.158 Kedua labapan JUP diberikan oleh: bupatilwalikota apabila 

WIUP berada di dalam satu V;i!ayab kabupatenlkota;, gubemur apabila WIUP 

berada pada lintas \vilayab kabupaten/kota dalam I (satu) provinsi setelab 

mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan 

paraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WJUP berada pada lintas 

wilayab provinsi setelah mendapadkan rekomeodasi dari gubemur dan 

bupati/walikota setempaL 159 

4.2.2. Perbandingan Substansi Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan 

Substansi yang terkandung dalam Kontrak Karya bersifat khusus bagi tiap­

tiap perusabaan pengusabaan pertambangan mineral, sehingga masing-masing 

Kontrak Karya adalab berboda untuk menyesuaikan kondisi-kondisi tertentu yang 

teTjadi. Namun demiltian Substansi Kontrak Karya memiliki ketentuan-ketentuan 

dasar yang hampir sama bagi tiap-tiap Kontrak Karya. Ketentuan-ketentuan 

tersebut jika dibaudingkan dengan sistem !UP yang baru dapat dijelaskan dalam 

tabel berikut ini: 

1. 

Substansi Koli.trak 
Karya161l 

tempat dibuatnya kontrak karya 
2. Subyek Hukum {Pemerintah Rl 
dengan Perusahaan 
Pertambangan) 

3. Deflnisl {Pasal :t KK) 
4. Penunjukan dan tanggung 
jawab perusahaan 
pertambangan {Pasal 2 KK) 

5. Modus Operandi {Pasal 3 KK) 

6. Wl!ayah l<ontrak Karya (Pasal 
410<) 

IUP Eksplorasi' 61 

wajib memuat 
ketentuan sekurang~ 

1. nama perusahaan; 

2, lol<aS] dan Juas wilayah; 

3. rencana umum tata ruang; 

4. jaminan kesungguhan; 

5, modal investasi; 

6. perpanjangan waktu tahap 
k:eg!atan; 

IUPOperasi 
Produksi162 wajib 

memuat ketentuan 

1. nama perusahaan; 

2. !uas wilayah; 

3. lokasi penambangan; 

4, lokasi pengoiSJhan dan 
pemumlan; 

S. pengangkutan dan 
penjualan; 

6. modallnvertasi; 

158 UU Pertarnbangan Mineral dan Batubara Pasal36, ayat (I) 
m· UU Pertambangan Minerd! dan Batubara Pasal37 
M Berdasarkan analisis terhadap substansi kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah 

RJ dcngan PT Newmont Nusa Tenggara tanggal2 Desember 1986. 
161 UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasa139 ayat {l) 
161 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal39 ayat {2) 
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Substansi Kontrak 
Karya1•• 

7. Periode Penvel!dil;ao umum 
{Pasa! 5 KK) 

8. Periode Eksplorasf {Pasal 6 KK} 

9. laporan dan deposito jaminan 
{Pasal 7 KK} 

10. Petiode Studi Kelayakan 
(Pasal8 KK} 

11. Periode Konstruksi (Pasal 9 
KK) 

12. Periode Operasi (PasallO 

KK) 

13. Pemasaran {Pasal11 KK) 

14. Fasilitas umum dan re­
ekspor {Pasal12 Kl<l 

15. Pajak-pajak dan lain-lain 
kewajiban keuangan perusahaan 
(Pasal13 KK) 

16. Pelaporan, inspeksl dan 
rencana kerja (Pasal14 KK! 

17. t-:ak~hak Xhusus Pemerintah 
(Pasal 15 KKJ 
18. Ketentuan-ketentuan 
Kemudaban (Pasal 18} 

19. Keadaan Kahar {Pasa! 19 KK} 

20.Kelalaian {default) {Pasal20 
KK) 

21. Penyelesaian Sengketa (Pasal 
llKK) 

22. Pengakhlran kontrak {Pasal 
22KK) 
23. Kerjasama Para Pihak {Pasal 
23KK) 

24. Promosi kepentlngan 
nas.ional (Pasa! 24 KK) 

IUP Eksploras11•1 
wajib memuat 

ketentuan sekurang~ 
kurangnya: 

7. hak dan kewajiban 
pemegang iup; 
8. jangka waktu berlakunya 
tahap kegiatan; 

9. je:nis usaha yang diberlknn; 

10. re:ncana pengembangan 
dan pembe:rdayaan 
masyarakat di sekitar wilayah 
pen:ambangan; 

11. perpajakan; 

1:2. penye!esaian perselisihan; 

13. iuran tetap dan luran 
eltsplorasi; dan 

14. amdal. 

85 

IUP Operas! 
Produksi161 wajib 

memuat ketentuan 
sekurang-kurangnya: 
7. jangka waktu berlakunya 
!UP; 

8. jang.ka waktu tahap 
kegiatan; 
9. penyelesaian masalah 
pertanahan; 

10, liogkungan hidup 
termasuk pascatambang; 

11. reklamasi dan dana 
jam! nan reklamasi dan 
pasc:atambang; 

12. perp-anjangan iup; 

13. hak dan kewajiban 
pemegang lop; 
14. rancana pengcmbangan 
dan pemberdayaan 
masyarakat di sekitar 
wilayah pertambangan; 

15. perpajakan; 

16. penerimaan negara 
bukan pajak yang terdiri atas 
luran tetap dan iuran 
produlcsi; 
17, penyelesaian 
perselisihan; 
18. kesei<Jmatan dan 
i<esehatan kerja; 
19. lronservas! mineral atau 
batubara; 
20. pemanfaatan barang,. 
jasa, dan teknologi dalam 
negeri; 
21. penerapan kaidah 
keekonomian r:fan keteknikan 
pertarnbangali yang baik; 
22. pengembangan. tenaga 
kerja indonesia; 
23. penge!olaan data mineral 
atau batubara; dan 
24. penguasaan, 
pengembangan, dan 
penerapan teknologi 
pertambangan mineral atau 
batubara. 
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Substansi Kontrak 
Karya160 

25. Kerjasama daerah dalam 
pengadaan prasaran tambahan 
{Pasal25 J<K) 
26. Pengelolaan dan 
per!indungan lingkungan (Pasal 
26KK) 
27. Pengembangan kegiatan 
usaha setempat (Pasa:l27 KK} 
28. Ketentuan lain-lain {Pasal 
28KK) 

29. Pengalillan hak (Pasal29 KK) 

30. Pembiayaan (Pasal30 KK) 
31. Jangka waktu l<ontrak Karya 
[Pasai31KK} 

32. Pilihan Hukum (Pasa13l KK) 

!UP llksplorasi161 

wajib memuat 
ketentuan sekurang· 

kurangnya: 
.. A£L& 
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lUPOperasi 
Produksi162 wajib 

memuat ketentuan 
sekurang-kurangnya: * 

Tabel IV.2. Perbandingan Substansi Kontrak Karya, IUP Ek.splorasi & IUP 
Produk.si 

UU Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mcnyebutkan dengan jelas apakah 

wilayah !UP (WIUP} termasuk laban tailing atau tidak. Namun jika kembali pada 

istiJah pertamhangan dimana pertambangan dide:finisikan sebagai sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pe.ngelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi penyeJidikan umum1 eksplorasi, studi 

kelayakao, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkotan 

dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, maka dapat disimpulkan bahwa 

WIUP tidak lennasuk laban tailing, Pada kasus di Malaysia; Yap Kow & Sons 

Sdn. Bhd. v. Hongkong Tin Pic [2001] 450 MLJU I; Pengadilan tinggi Kuala 

Lumpw: (Kuala Lumpur Higb Court} mengadili dru1 memutuskan pada tanggal 1 

September 2001, dimana Yap Kow menggugat Tarubang Timah yang terletak 

saling bersebelahan untuk kerugian dan kerusakan akibat banjir dari tarnbang yang 

terjadi tahun 1983, yang diduga discbabkan pada kelalaian dan atau pelanggaran 

undang-undang pertambangan Malaysia. Berkenaan dengan terbuktinya kelalaian 

terdakwa, P~niffiman memutuskan terdakwa harus mengganti rugi kerogian akibat 

banjir yang diakibatkan nlah kelalaian tambang terdakwa.163 Dalam UU 

1
"' The Malaysian Kuala Lumpur High Court tried and decided on 7 September 2001 the 

, case IJj. Yap Kow & Sons Sdn. Bhd. v. Hcngkor.g Tin Pic (2001} 450 MLJU 1, where the Plain/iff 
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Pertambangan Mineral dan Batubara belum ada peraturan yang jelas mengenai 

tanggung jawab Usaha Pertambangan di luar WIUP yang telah ditetapkan. 

4.2.3. Jangka Waktu lzin Usaha Pertambangan 

Dalam kontrak karya. jangka waktu kontrak dan ketentuan perpanjangan 

dituliskan dengan baku. Demikian juga dalam IUP. Dalam IUP Operasi Produksi 

untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka wakttr paling 

lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun164 Namun 

pengaruran mengenai keterlambatan pengajuan perpanjangan IUP belum diatur 

dalarn UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini. Dalam kasus Warga Kota 

Stephentown v. Dean Herrick I kota Stephentown, dan Troy Sand & Gravel Co., 

Inc., di New York tahun 2001 165
, warga kota Stephentown menggugat Dean166 

Herrick. Herrick dan Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya. 

DEC) dituduh memberikan izin penambangan bagi Troy Sand & Gravel Co. 

dengan tidak sah pada tahun 1990. Dan kegiatan penambangan yang diduga 

melanggar perizinan tersebut terus berlangsung selama satu tahun. Troy Sand & 

Gravel memilikl irin usaha pertambangan yang habis pada tahun 1990 dan akan 

rnemperpanjang izin tersebut sekaligus memperluas wHayah pertambangannnya, 

TEC pada tahun 1990 memberikan izin Troy Sand & Gravel untuk rnemperluas 

wilayah pertambangannya. Namun karena adanya tuntutan warga masyarakat 

bahwa perluasan wilayah pertambangan telah melanggar ketentuan yang berlaku, 

maka terjadi penundaan per[uasan izin wilayab pertambangan. Penundaan 

tin mine operator claimed against the Defondant lin mine operator for Joss and dcmages as u result 
of the flooding of its mine in June 1983, allegedly caused by the negligence and/or breach of 
slahitory duty imposed by the provisions of the Mining !lnactmenl on the port of the Defendant, its 
servants or ageuts. The Court's Decision: wilh regard to the Defendant's negligence and the 
lolality of the evidence, the Court held tltat the Plaintiff had proved Its case on liability on I he 
balanat of probabilities. In paragraph 6 of the Statement of Claim, the Plaintiff relied on the 
doctrine of res ipsa loqui/llr. That doctrine did not apply in this case because tJre cause of the 
flooding is known. 

lM UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal47. 
165 Citizens v Herrick, 223 A.2d 862, 636 N.Y.S.2d 470: ln the Matter of Stephentown 

Concerned Citizens v. Dean Herrick f Town of Stephentown, and Troy Sand & Gravel Co., Inc. , 
2&0 A.2d 801, (N.Y App., 3d Dept, 2001), plaintiff /appellant appealed a decision of the lov.'C!' 
court upholding the issuance of a permit by the Department of Environmental Conservation to Troy 
Sand &. Gravel Co., Inc. to operate a grnvel mine, 

166 Dean adalah Dean of tire House: the most senior member of a counlry~r legislature. 
Dean, from the Late Latin decanus (chief of len) is a title given to the holder of senior positions in 
various fields. http;//www.absoluteastronomy.com 
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perluasan izin ini juga menyebabkan Troy Sand & Gravel tidak memillki izin 

usaha pertambangan yang Ielah habis pada tahun 1990, dan Troy Sand & Gravel 

berarti telah terlambat untuk mengajukan perpanjangan izin pertambangan, 

Dalam putusannya Mahkamah Agung Am erika Serikat (US Supreme Court) 

memutuskan bahwa Troy Sand & Gravel tidak dapat memperluas izin 

pertambangan dengan wilayah yang diperluas, dan terlambatnya Troy Sand & 

Gravel da!am mengajukan perpanjangan izin pertambangan dianggap bukan 

sebagai perpanjangan izin, namun adaJah sebagai pengajuan izin usaba 

pertambangan barn, dan Mahkamah Agung memberikan izin usaha pertambangan 

barn bagi Troy Sand & Gravel namun tidak memperluas wilayah 

pertambangannya. 

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, TUP Eksplorasi untuk 

pertambangan dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu. 167 Dan setelah itu IUP 

Produksi dapat diberikan kembali untuk: pelaksanaan k:egiatan usaha produksi 

pertambangan dengan jarninan bahwa Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin 

untuk memperoleh IUP Operasi Produksi s:ebagai kelanjutan kegiatan usaha 

pertambangannya. t6& Namun jangka waktu antara kedua IUP tersebut tidak 

ditentukan hatasnya dalam UU, sehingga dapat diartikan bahwa waktu antara IUP 

Ekspiorasi dan IUP produksi tidak terbatas. Mengenai IUP Operasi Produksi, 169 

TUP Opernsi Produksi · untuk pertarnbangan mineral logam dapat diberikan dalam 

16' UU Pcrtambangan Mineral dan Batnbara Pasal 42; (l} IUP Eksplorasi untuk 
pertambangan mineral !Qgarn dapat diberikan dalam jarigka waktu paling lama 8 {delapan} lahurt 
{2) RIP Ek&plorasi untuk pertambangan mineral bukan togam dapal diberikan paling lama dalam 
jangka wa.ktu 3 (tiga) tahun dan mineral buka.n logam jenis tertentu dapat diberika:n dalam jangka 
waktu paling .lama 7 (tujuh) tahnn, (3) IUP Eksplomi untuk pertarnbangan batuan dapat diberikan 
d&lam jangka waktu paling: lama 3 (liga) tabun. (4) fUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara 
dapat dibcrikan dalamjang.ka waktu paling lama 7 (lujuh) tahun. 

liS$ UU Pertamhangan Mineral dan Batubanl PasaJ 46 ayat (J) Set.iap pemegang IUP 
Eksplorasi dijamin uotuk mernperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kclanjutan kegiatan usa.ha 
pcruunban~a. 

1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pa.sal 47; 1) rt.JP Operasi Produksi uutuk 
pcr!ambangan mlnelllllogarn dapal dib<rikan dalamjangka waktu paling lama 20 (dua puluh) to1mn 
dan dapat dipcrpanjang 2 (dua) kali masing-rnasiog lO {scpuiuh) tahun. 2) IUP Opcrasi Produksi 
untnk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalarn janglat waktu paling lama 10 
(sepuluh) cahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kall masing·masing 5 (lima) tahun. 3) IUP Opcrasi 
Produksi uruuk portambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) lllhun dan dapat dipcq>alljang 2 (dua) kali masmg-roasing 10 
(sepuluh) lllhun. 4) !UP Opernsi Produksi untuk penambangan batuan dapal diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 5 Oim.a) tahun dan dapat diperpanjang 2 {dua) kali masing-masing 5 
(lima) tatum. 5) IUP Opcrnsi Produksi untuk Pertrunbangan batnbara dapat dibcrikan dalam jangkll 
waktu aling lama 20 {dua puinb) tahun dan dapat diperpa.njang 2 (dua) kaH masing-.mru:ing 10 
(sepuluh) lllhun. 
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jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kaii masing­

masing 10 tahun sehingga total jangka -waktu IUP Operasi Produksi mencapai 50 

tahun. Dalam jangka waktu 50 tahun tersebut pasti dapat terjadi banyak perubahan 

peraturan perundang-undangan dan mungkin saja WIUP operasi produksi dapat 

berubah sejalan dengan waktu. UU Pertambangan Mineral dan Batubara belum 

dapat memberikan jarninan bahwa dalam kurun waktu IUP yang telah diberikan, 

WIUP adalah bersifat pasti Daiam kasus Cartwright v. North Yorkshire County 

Council, Ex Parte Marilyn Brown ond Leslie C di Inggris pada tahun 1998, 

Cartwright menuntut North Yorkshire County Council untuk depat mengajukan 

kembali izin penarnbangan pada wilayah yang diketahui mengandung sumber 

tambang dan pemah diberikan izin pada tahun 1943 dibawah peraturan perundang­

undangan yang lama dimana peraturan perundang-undangan modern mengani 

perencanaan wilayah lnggris tidak memperboiehkannya. Pengadilan memutuskan 

bahwa negara harus mengambil semua langkab-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa, sebeium izin yang telah lama itu dapat ditinjau dan diberikan 

kembali, apa dampak proyek pertamhangan yang mungkin signlfikan tcrhadap 

ling_kungan berdasarkan antara lain dari sifat, ukuran atau !okasi pertambangan 

yang akan dibuat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan 

akhirnya menerima tuntutan untuk pengembalian izin penambangan tersebut 110 

Pada kasus FISch v. Randall Mill Corp; Randal Mill adalah pemilik dari 

tahah dan meminta penetapan izin pertambangan mineral pada laban yang 

d!miliklnya. Namun demikian Fisch mengklaim bahwa dirinya ada!ah pernilik izin 

pertarnbangan mineral yang berada di dalam tanah. Dibawa peraturan perundang­

undangan Georgia, Amerika Serikat, pemilik laban diatas tanah dipisahkan atas 

pemilik izin cadangan mineral di bawah tanab. Da..t pemiHk laban diatas tanah 

akan mendapat izin pertambangan mineral dibawah tanahnya jika penerima izin 

pertambangan atas cadangan dlbawah tanah yang sebe!umnya tidak mengolahnya 

atau menooba untuk mengolahnya atau tidak membayar pajak atasnya selama tujuh 

' 
110 The Court of Appeal of England and Wales (the Supreme Cou'rt of Judicature), em 

appeal from the Queen's Branch Division (Crown Office), r«viewed on unusual case in Cartwright 
Y. North Yorkshtre County Council, Ex Parle Marilyn Brow11 and l.eslie C. [1998} EWf'-4 351, in 
which the appellant sought revival and imple11tent!1fion jOf' an old mining penmssion that had 
originally been granted for the winning and workfng of minerals afler 21 July 1943 and before 1 
July 1948, lhe regulatory operalive period dales before the Town and Country Plannmg Act 1947 
tcok effect. 
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tahun. Fisch mengaku bahwa dirinya adalah pemilik lahan dan keturunan dari 

pemilik property ini sejak tahun 1850 Namun demikian Mahkamah Agung 

wilayah Georgia Amerika Serikat memutuskan bahwa Fisch tidak melakukan 

apapun atas izin yang telah diperolehnya (nenek moyangnya) sejak dahulu, 

sehingga ia kehilangan hak atas pertambangan mineral yang terkandung di wilayah 

yang disengketakan tersebut.171 

Kasus-kasus tersbut dlatas menggarnbarkan betapa suatu jangka waktu 

yang ditetapkan dalam pemberian izin usaha pertambangan itu sangat penting, Dan 

karena UU Pertambangan Minerba belum menuliskan dengan jelas ketetapan dan 

batasan-batasan waktu yang diberikan bagi izin eksplorasi, izln produks~ dan 

jangka-jangka waktu diantarany~ maka perlu adanya Peraturan Pemerintah yang 

melengkapi UU ini. 

4.2.4. Kepastian Hukum Substansi Izin Usaha Pertambangan 

Berbicara tentang kepastian hukum berarti tidak terlepas dad makna apa 

tujuan hukum itu sebenarnya. Kepast!an hukum adalah salah satu dari tujuan 

hukum, di samping yang lainnya yaknl kemanfaata.n dan keadilan bagi seliap insan 

manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan 

yang lain tanpa membedakan asal usu\ dari mana dia berada. 171 Kepastian hukum 

sebagai salah satu tujuan buk:um tidak ~kan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri 

Fungsi hukum yang terpenting adaiah tercapainya keteraturan dalam kehidpan 

manusla dalam masyarakat. Keteraturan ini yang f!ienyebabkan orang dapat hidup 

01 In Ftsch v. Randall Mill Corp., 426 S.E.2d &83 (Ga.l993), a suiface properly owner 
petitif.med for declaratory judgmetl/ seeking absolute title to the mineml rights on his property. 
Randall Mill was Jhe surface owner where Fisch claimed an unspecified interest in the mineral 
rights as ihe descentkmt of the 1850 owr1er of the pl'Operty. Until:; the Georgia Mineral Lapse 
statute, where there has been a sept:Uafion eft he minerals esiate from the surface estate, tile owner 
of the surface estate may gain title to the minerals if the owner of the mineral rights has neither 
worked. nor oJtempled 10 work th2 mineral rights, nor paid any taxes due on them for st:Ven years 
sine£ the date of the conveyance or for seven years immediately preceding filing of the petition by 
the surface owner. Fisch argued tftat he attempted to work the minerals by ''regularly walking the 
property, by collecting 10 to 12 rock samples for analysis, studying geological maps. making 
severo! trips to the courthouse tq try to pay ta:tRs, and by ailempl.ing to locate other heirs. The 
S11preme Court of Georgia held thalnsch's acts did not constitute, as a matter of law, the working 
or attempting to work his mineral rights as required by the starute. Neither had Fisch paid taxes on 
the miflerals. 

112 Mochtnr Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar 1/mu Hukum: Su.atu 
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunyo Jlmu Hukum, Buku 1, Bandung: Alumni, :woo~ 
bal. 49. Bandingkan dengan Mertokusumo, Soedikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, 
Yogyak:arta: Libe~, 1988, hal.57 
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dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan~kegiatan yang 

diperlukan dalam kehidupan bcrmasyarakat karena ia dapat mengadakan 

perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa la 

harapkan. Dalam dunia usaha. kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin 

ketenangan dan kepastian berusaha. 

J.D. Nyhart mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan 

ekonomi, yaitu predictability, procedural capability, codification of goals, 

education, balance, definition and clarity of status serta accommodatian. 173 

Dengan digantinya sistem kontrak menjadi sistem perizinan, hukum akan menemui 

kesulitan dalam membuat prediksi (predictability) karena tidak adanya suatu yang 

mengikat seperti kontrak yang tidak tergantung pada bergantinya birokrat atau 

kepala daerah. bongkar pasang peraturan dan lain-lai~ hukum perizinan masih 

sulit memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi 

kegiatan apa yang dilakukan untuk prayeksi pengembangan ekonomi. 

Kedua, fiJP itu mempunyai tidak memiliki kernampuan prosedural (procedural 

capability) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan 

trigunal (court or administrative tribunal), penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

(alten1alive dispute resolution) dan penunjukan arbitrer konsiliasi (conciliation) 

dan lembaga-lernbaga yang berfungsi sama dalarn penyelesaian sengketa. 

Namun demikian, kegiatan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangk:a 

mendukung pembangunan nasiona[ yang berkesinambungan, mempunyai tujuan 

yang ditu!iskan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara menjamin 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral 

dan batubara. 174 Namun memang masih terdapat beberapa hal yang belum 

menciptak:an kepastian hukum seperti disebut diatas dalam masalah penyelesaian 

ln J.D. Nyhart,. The Role Of J.aw And Economic Development, (Massachusetts: 
Massachusetts Institute OfTec!Jnology, 1964) hlm. 12. 

114 Umuk !engkapnya dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pam:.! 3 
men.yebutkan bahwa dalam rangka rnendukung pembangunan na.sional yang berkesinambungan. 
tujuan pengeiolaan mineral dan batuba.ra adalah; a. menjamin efektivilas pefaksanaan dan 

- -, pengcndalian lregiatan usaha pertambangan secara bcrdaya guna, berbasil guna, dan berdaya saing; 
b. menjamin manfi.t.at pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan bern-uwasan 
lingkwlgan hidup; c. mcnjamin tersedianya mineral dan batubarn sebagai bahan baku danlatau 
sebagai sumber energt untuk kebutuhan da1am ncgeri; d. mcndukung dan menumbuhlrembangkan 
kemampuan nas:ional agar lebih mrunpu bcrsaing di tingkal nasionaJ. regional, dan internasional; e. 
meningkalkan pendapatan masyarakat lokal, daerah. dan negara, serta menciptakan lapangan keija 
untuk sebcsar-besat k~ahtcraan rakyat 
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sengketa ditambah dengan pemisahan pemberian llJP eksplorasi dan !UP produksi, 

sehingga pengusaha pun akan ragu-ragu mengajukan IUP eksplorasi dengan dana 

yang sangat mahal dan tidak ada kepastian mendapatkan !UP produksi. 

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya 

konsistensi peraturan dan pcnegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan 

ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu 

peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu 

jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu 

diikuti pergantian peraturan yang blsa saling bertentangan. 

4.3. Budaya Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Perizinan 

Uraian Friedman diatas menunjukan bahwa legal culture meliputi 

pandangan, sikap atau ni!ai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. 

Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi karena 

dipengaruhi sub culture sepertl ethnic. jenis kelamin. pendidikan, keturunan, 

keyakinan (agama) dan lingk:ungan. Pandangan dan sikap rnasyarakat ini sangat 

mempengaruhi tegaknya hukum. 

4.3.1. Discretionary Power 

Pemerintah dalam menerbitkan Izin~ harus d!dasarkan pada wewenang yang 

diberikan oelh peraturan perundang~tmdangan yang ber1aku karena tanpa adanya 

dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. 

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari 

perizinan tersebut Ak:an tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, 

kewenang pemerintah dalam bidang izin itu bersifat discretionary power atau 

berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk 

mempertimbangkan atas dasar inislatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, 

misalnya pertimbangan tentang kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suaru 

izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi­

kondisi tersebut) konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau 
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penolakan jzin diakitkan dnengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan 

sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penoiakan pemberian izin. 

PermasaJahan dalam IUP dalah dalam hai desentralisasi pemberian perizinan. 

Tidak sedikit, efek samping dari desentralisasi justru bertolak belekang dengan 

tujuannya, seperti berkurangnya kuaiitas pelayanan pubHk dan merebaknya 

korupsi di daerah. Mendapati realitas demiklan, para penganut pendekatan 

kelembagaan baru berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi itu perlu dlikuti 

kebijakan-kebijakan lain berilrut pengnatan masyarakat (civil society). Untuk 

memperbaiki pelayanan publik dan korupsi di daerah, rnisalnya, perlu dilakukan 

reformasi birokras1.175 

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat 

menyebabkan tujuan dari k:egiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi 

terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai Artinya campur 

tangan pernerintah dalam bentuk regulasi periz.inan dapat menimbulkan kejenuhan 

bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin apalagi bagi kegiatan yang 

menghendaki kecepatan pe!ayanan dan mentut efisiensL'Menurut Soehardjo, pada 

tingk:at tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhau dan timbul gagasan yang 

mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan blrokrasi. 

Keputusan~keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, rnisalnya 

pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu 

berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata mntai dalarn prosedur perizinan banyak 

membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan 

deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan pen.mdang­

undangan yang dipandang beriebihan. 

4.3.2. Kendala Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah dalam hin 

Usaha Penambangan. 

UU Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki semamang~t ~<:ang 

mendukung otonomi daerah. Hal ini khususnya tercermin dari adanya struktur 

bukum pertambangan yang menyerahkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah 

t>s Kacung Marijan, Problem Refarmasi Birokrasi Daerah, (http://vM·w.jawapos,co.id. , 
29 April2005) 
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untuk mengeluarkan TIJP. Secara umum beberapa permasalahan Industri 

Pertarnbangan Mineral dalam lmplementasi otonomi daerah di sub sektor 

pertambangan umum antara lain adalah; masih adanya pernbuatan dan pelaksanaan 

Peraturan Daerah (Perda) yang belum sinkron dengan peraturan perundangan yang 

lebih tinggi, kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang masih terbatas; 

adanya pungutan dan retribusi tambahan dan masih adanya kebijakan Hntas 

sektoral yang tumpang tindih. 176 

Jaminan dan kepastian hukum maslh dianggap rendah misalnya masih maraknya 

Penambang Tanpa Izin (PET!). 

Selama hampir seperempat abad kebljaksanaan Otonomi Daerah di 

Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok­

Pokok Pemerintahan di Daerah. Otonomi Daerah disini diartikan sebagai hak, 

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak:u. Prinsip 

pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri adalah Otonorn.i Daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab. Pada hakekatnya Otonomi Daerah disini Jebih merupakan 

kewajihan daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya 

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus 

diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Dengan lahirnya UU Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut maka 

dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dalam 

memberikan Izin Usaha Pertambangan. Kebijakan Otonomi Daerah ini 

memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota dldasarkan 

kepada desentralisasi saja dalam v.rujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan dari 

beberapa aspek antara lain; aspek politik; aspek regulasi, aspek kelembagaan, 

aspek aparatur pemerintahan baik Pusat . maupun Daerah dan aspek masyarakat. 

" Dari aspek kelembagaan untuk mengimplementasikan kebijaksanaan Otonomi 

---~·---
116 Bambang Setiawan,. Kebijalwn, Pennasalahan Dan Prospek Perlambangan Mineral Di 

Indonesia, Disampaikan dalam Kolokium Pertambangan dan Open House Pusat Penclitian dan 
Pengembangan Teknologi Minera! dan Batubara, Bandung, 5 November 2008.. blm. 5, 
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Daerah mengharuskan adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan baik di 

Pusat maupun Daerah. Secara bertahap bai ini telah dllakukan antara lain dengan 

melakukan peleburan terhadap instansi vertika1 yang berada di Daerah menjadi 

Perangkat Daerah serta pelimpahan pegawai negeri sipil Pusat ke Daerah. Namun 

demikian dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang disebabkan antara 

lain perbedaan persepsi da1am menafsirkan regulasi yang ada. Sehingga timbuinya 

ekses seperti pembentukan dan pemekaran organisasi Perangkat Daerah tanpa 

memperhatikan kapasitas dan kondisi Daerah setempat. Hal ini juga 

mengakibatkan timbulnya pembengkakan kebutuhan belanja pegawai. Pengalaman 

melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah semenjak Januari 2001 dapat 

menyimpulkan beberapa kendala yaitu antara lain: 177 

L Be1um memadainya regulasi atau peraturan pelaksanaan kebijaksanaan 

Otonomi Daerah. 

2. Terdapatnya inkonsistensi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan 

kebijaksanaan Otonomi Daerah. 

3. Belum terdapatnya pcrsamaan persepsi dalam menafsirkan kebijaksanaan 

Otonomi Daerah dad berbagai kalangan. 

4, Terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan kebijaksanaan 

Otonomi Daerah. 17
$ 

-~--··-·-

111 Asosiasi Pemerintah Kabupat.cn Seluruh ltuioncsia (APKASI). Kendola Jmpfementasi 
KebijaksOJ'Iaan Otda di Indonesia, Agustns 2001. Disajik:an pada Kuliah Umom Mahasiswa Sl dan 
S2 di tingkungan FJSIPOL UGM yang dilaksanakan olch Program Fascasrujana Program Studl 
11mu Politik Konscntmsi Potitik Lokai dan Otonomi Daerab, Ruang Seminar FISlPOL UGM 
Yogyakarta, 13 Agustus2001. 

1111 APKASI. Peranan Asosiasi Pemda dafam meningkatkan SDM Geblogi drm Sumber 
Doya Mineral, < htip:/Jwww.apkasi.orJdlrnodules.php?name=News&fi1e=article&sld""'l05>, Juni 
2009. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lndonesia menjadl suatu hal yang sangat crusial 
dalam upaya meningkatkan kesejahtcraan masyarakal secara menyeluruh dan memta. Fentingnya 
peningkatan lrualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan dengan 
menggunakan paradigma nasional antara Jain : ldoo.logi. SUa keadHan sos.ial bagi selurub rakyat 
Indonesia mengajarkan upaya meningkatkan kescjahteraan sosial bagi ~turuh mkyat Indonesia . 
Salah satu u:payanya adalah dengan meninglmlkan kual.itas sumber daya manusia Politik. 
Pcni:ngkatan kualitas sumber daya manusia akan membuka kesempatan ketja dan berusaha bagi 
seluruh masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi lerhadap slabilitas politik nasional dan 
daernh. Ekimomi. Peningkatan kualitas sumber daya tnamlSia memberikan kesempatan berusaha 
bagi scluruh mkyat Indonesia . Dengan kescmpatan berusaha terscbut akan terbuka peluang untuk 
meningkatkan taraf eironomi masya.takat maupoo negara Sosial Budaya. Globalisasi informasi dan 
komunikasi akan sangat berpengaroh terhadap perkembangan nilai~nHai sosial budaya bangsa 
Indonesia . Sebagal filter terbadap pengaruh dari iuar terscbot peningkatan kualitas sumber daya 
manusia sangat diper.lukan. Pertaharum keamanan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan 
mempengarulti hagi stabilitas pertahanan dan keamanan. Ancaman dati luar serta gangguan 
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Demikian juga hainya dengan sumber daya manusia yang mengelola bidang 

geologi dan sumber daya mineral juga baru sebagian kecil dengan tingkat 

pendidikan diplomalsarjana ke atas. Dalam pengelolaan sumber daya mineral dan 

geologi yang diselenggarakan oleh kontraktor asing pada umumoya penggunaan 

sumber daya manusia lokal hanya untuk pekerjaan kasarlburuh. sementara untuk 

posisi tenaga ahli atau trampil mengandalkan tenaga asing. 

Kewenangan pengeiolaan sumber daya mineral dan geologi selama ini berada 

di tangan Pemerintah (Pusat). Pasal 33 DUD 1945 mengamanatkan bahwa 

kekayaan alam dimanfaatkan bagi sebesar-hesarnya kesejahteraan rakyat. Oleh 

karena itu selarna beberapa dekade su mber daya mineral dan batubara menjadl 

primadona bagi sumber pembiayaan pembangunan. dan gas dan memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Denga:n kewenangan yang dimiliki Daerah untuk mengelola sumber daya mineral 

dan batubara maka Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk 

mengeloia dan memanfaatkan sumber daya mineral dan geologi untuk 

kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya mineral dan geologi akan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonornian rakyat di Daerah dalam rangka 

menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. 

4.3.3. Unsur Pendidikan dan Pengembangan Kemampuan Pembuat Izin 

Meourut studi yang dilakukan Burg's179 mengenai hukum dan 

pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang hams dikembangkan supaya tidak 

menghambat ekonomi, yaitu "stabilit!W" (stability), "prediksi" (predilabi/ity), 

"keadila:n" (fairness), "pendidikan" (education), dan "pengembangan kbusus dari 

kemampuan sarjana hulmm)t (the special development abilities of the lawyer). 110 

Sesuai dengan pendapat Burg's di atas maka, J.D. Nyhart juga 

mengemukakao konsep hukum sehagai dasar pemhanguoan ekonomi, yaitu 

predictability, procedural capability, codiftcatiOJl of goals, education, balance, 

keamanan dari da1am perlu segera diatasi dengan mengupayakan peuingkatan kualitas sumbcr daya 
manusia. 

179 Burg, EM {1917), "Law and Development: A Review of the Litera!ure & A Critique of 
Scholars in Se/FEstrangetMnf', TI1e Arnerlcan Journal of Comparative Law, 1$. Pp 492w530, 
datam Development Studies Insllrute (DESTIN), World Bank & Rule of Law Reform. Working 
Paper Series No. 05~ 10, 2005. 

uo Leonard 1 Theberge, op.cil., hlm. 232. 
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definition and clarity of status serta accommodation. 1st Dengan mengacu pada 

pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di alas ini, maka hukum hams 

mengandung unsur-unsur yang salah satunya adalah hukum itu setelah mempunyai 

keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka hams dibuat pendidikannya 

(education) dan selanjutnya disos!alisasikan. 

Pelaksanaan UU Pertambangan Mineral dan BatubaJ11 dengan adanya 

kewenangan daerah dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan membutuhkan 

sumber daya manusia yang trampil dan berkua:litas. Tanpa adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas maka pengelolaan sumber daya mineral dan geologi 

tidak akan memberikan hasil yang memuasakan sebagaimana diharapkan. Oleh 

sebab itu perlu adanya upaya dati hukum sendiri untuk dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan hukum pertambanganan 

khususnya dalam hal-hal yang menyanglrut Izin Usaha Pertambangan.m Dalam 

rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengeloJaan sumber daya 

mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah merupakan pemeran utama yang 

mengetahui dan memaharni kondisi, kebutuhan dan kemampuan Daerah dalarn 

pengelolaan sumber daya mineral dan geologi tersebut. Dibandingkan Pemerlntah 

Pusat, Pemerintah Daerah lebih spesifik dalam memahami karakter geologis 

Daerabnya dan karakter masyarakatnya. 

Di era Otonomi Daerah ke depan peran Daerah dalam pengelolaan somber 

daya mineral dan batubara akan semakin strategis. Paradigma barn pengelolaan 

sumber daya alam secara lestarl dan berkelanjutan merupakan paradigma yang 

harus menjadi perhatian dan cita-cita Pemerintah Daerah dalam pengeloJaan 

sumber daya mineral dan batubara. Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di hidang geologi dan sumber daya 

mineral. Hat ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan fungsi Pernerintah 

Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kcsejahteraan masyarakat. 

tlll J.D. Nyhart, op.cit., him. 12. 
1~ Sejalan dengan implementasi kebijakan OtoMI11i Daeroh maka kewenangan yang 

dimiliki Daerah un.tuk mengeto1a sumber daya minernl dan geologi juga melipati kewenangan 
untuk: melakukan upaya peningkatan kuali!.as SI.Dllber daya mannsia pengclola tersebut Kaalitas 
sumber daya manusia yang llarus ditingkatkan tersebut tldak hanya Sumber Daya Mant~sia aparatur 
pemerinlah tetapi juga Sumber Daya Manus'ia masyarakat: baik masyarakat yang bergerak secara 
langSUI'lg rl1 hidang geologi dan sumbcr daya mineral maupun lidak. 
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4.4. Pentingnya Investasi Pertambangan Bagi Indonesia 

Investasi dalam industri pertambangan teiah mernberikan kontribusi bagi 

Indonesla dalam berbagai aspek. Salah satu kontribusi yang paling signifikan 

adalah pembangunan beberapa daerah terpencil di Indonesia, yang munglcin tidak 

akan terjadi tanpa pernn langsung pertambangan. Perusahaan tambang seringkali 

menjadi pemberi kerja tunggai di beberapa daerah terpencit, belum lagi muitiplier 

effect yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Universitas Indonesia mengenai dampak ekonorni dari operasi tiga tambang besar 

yakni Inco, Kaltim Prima Coal, dan Freeport, menunjukkan secara gamblang 

multiplier effect yang ditimbulkan. 

Sektor pertambangan membuat sumbangan yang sangat berarti pada 

ekonomi Indonesia dalam masa beberapa dasawarsa lalu, dan akan terus-menerus 

membuat seperti sama dalam waktu selama dasawarsa-dasawarsa yang akan 

datang. Indonesia adalah produsen kelujuh yang paling besar bafk emas dan batu 

bara di dunia~ dengan pmduksi 169 juta ton pada tahun 2006 dan 120 juta ton pada 

2007. Sumbangan keseluruhan industri pertambangan Indonesia kepada GDP 

negara dalam tahun 2006 ia\ah sekitar 56 trilyun rupiah, atau 3 persen dari jum!ah 

GDP nasional. Daerah eksplorasi pokok yang menjadi daya tarik cadangan mineral 

yang terkandung di wilayah Indonesia adalah busur pulau-pulau Sunda-Banda 

yang merentang di seberang pulau Indonesia selatan {Lihat peta Busur Magma 

Indonesia) yang terkenaf untuk untuk cadangan mineral yang terbesar dan terkaya. 
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Gambar 4.1. Peta Busur Magma dan Cadangan Emas Utama Indonesia 183 

Indonesia mempunyai banyak cadangan tambang besar yang termasuk 

tambang Batu Hijau'" di Pulau Sumbawa dau tam bang Grasberg1
" di Papua, yaitu 

tambang emas yang paling besar dan tambang tembaga yang besar ketiga dalrun 

dunia. 

Tercatat alctifitas tiga perusahaan tersebut telah membuka kesernpatan kezja 

langsung masing-masing 39,1 kali (!nco), 12 kali (Kaltim Prbua Coal), dan 31,6 

kali (Freeport). Dampak terukur terhadap perekonomian sudah termasuk gaji dan 

tunjangan yang diterbua karyawan Indonesia, pembelian dari pemasok dalam 

negeri, pajak dan pendapatan lainnya yang diterbua pemerintah pusat. pemerintah 

113 Sumber: Southern Arc Minerals Inc. <http://www.southemarcminerals.com> 
114 Pemilik tambang Batu Uijau, PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), merencanakan 

akan menghasilkan 455 juta pon tembaga dan 485.530 ons emas pada tabun 2009. Tambang Batu 
Hijau menyediakan peke!jaan untuk 8.000 orang yang beke!ja secara langsllflg untuk tambang atnu 
untuk perusahaan kontrnktor yang diborongkan oleb PT NNT untuk mengerjakan di tempat 
tambang. Demikjan PT NNT adaJah perusahaan penyumbang penting untuk ekonomi lokal maupun 
nasional di Indonesia dengan nilai total sekitar 7,66 trilyun rupiah disamping pajak dan royaltt 
dengan oilai sekitar 2,65 trilyun rupiah yang dlbayer kepada pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat pada Maret 2009. Sumber: Southern Arc Mirtera1s lnc. 

11
" Pada 2004, tambang Grasberg ditaksir untuk mempunyai carlang:an sebesar 46 juta ons 

emas. Dalam riga bulan pertama 2009, ta.mbang Grnsberg mengbasilkan sekitar 404.000.000 pon 
tembaga dan 570.000 oz emas. Perusahaan pemilik: tambang Grnsberg, Freeport~McMoRan Copper 
& Gold Inc., mengbarapkan penjualan darllndonesia sebanyak I ,3 milyar pon tembaga dan 2,2 juta 
ons emas pada tahun 2009. Sumbcr: Southern An: Minerals Inc. 
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provinsi dan kabupatenlkota, juga dividen yang diterirna pemegang saham 

Indonesia dan bunga yang diterima oleh bank-bank Indonesia" 

Dalam laporan Desember 2007 yang dirilis pada akhir F ebruari 2008 lalu, 

PWC mengungkapkan sejumlah hal penting yang berlangsung di dunia 

pertambangan sepanjang 2006" Yakni lonjakan harga mineral yang memicu 

peningkatan keuntungan dan pendapatan pada sektor pertambangan di Tanah Air 

sebesar 22% dengan laba bersih 17%. Kondisi itu membawa tingkat pengembalian 

dana pemegang saham juga meningkat hingga 39,4%, dibandingkan 2005 yang 

hanya 37,3%" 186 Sepanjang 2006, PWC melaporkan bahwa total komribusi 

pertambangan terbadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 51,608 triliun, naik 

5% dibandingkan 2005 yang hanya Rp 49,119 triliun" Jumlab itu meliputi upah 

pegawai Indonesia sebesar Rp 5,476 triliun, pembeli•"n dari pemasok daJam negeri 

Rp 11,850 triliun, pendapatan pemerintah Rp 31,404 triliun, dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham Indonesia Rp 2,650 triliun, serta bunga yang 

dibayarkan ke perusahaanlbank di Indonesia Rp 228 miliac 

Secara rinci peningkatan kontrHmsi pertambangan terhadap perekonomian 

Indonesia pada 2006 adalah 57% untuk upah pegawai, 26% untuk pembelian dari 

pemasok loka1, 20% untuk pendapatan pemedntah, 18% untuk dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham Indonesia, dan 6% untuk bunga yang 

dibayarkan ke perusahaan/bank di Indonesia. Juga harus dicatat bahwa industri 

pertambangan merupakan komponen besar produk domestik regional bruto dari 

beberapa provinsi, yakni Papua, Bangka"Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan 

Kalimantan Timur. 187 

Itt> Meroketnya harga minyak: men!ah dl.ltlia tclah ~mbawa batubam menjadi komoditas 
prirnadona, dan itu Derlangsung hingga kv.!ir1al penama 2008 ini, Akwnulasi dnrl itu remua. 
berimplikasi pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari pertanibangan menjad.i US$ 3,4 milisr 
pada 2006, dimana 70%.-nya berasal darl pa.jak penghasilan dan royalti. Kontribusi sek:tor 
pertam.bangan ke Produk Domestlk Bruto juga meningkat 7% dibandingkan 2005 yakni scbesar Rp 
56 triliun. Bclum lagl kontribusi terhadap ckspor Indonesia sebesar US$20 rniliar, meningkat 40% 
dlhandingkan tahun 2005. Lihat Abram LagaligQ, Kejayaon Pertambangan. 'Daroh Segar' 
Kemakmurrm, <www.majalnhtam.bang,com> diakscs 25 Mei 1009. 

1111 Data merupakan hasit SUIVei PWC (2000-2007) ter1mrlap 65 respondennya, yang tediri 
dari 26 perusaltaan tambang y<mg sudah berproduksi, dan 39" perusahaan tambang eksplornsi. Data 
survei juga menycbutkan jumlah individu yang dipeketjakan scca:rn langsung oleh 65 perusabaan 
tambang itu sedikil meningkat pada 2006 dibandingkan 2005, yang dipengaruhi oleh peningkatan 
kapasitas produksi. Pcningkatan jumlah pegawai terkurangi dengan adanya penutupan atau 
penl1I'llllan lingkat kapasitas produksi dari beberapa perusahaan pertambangan. 
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Melonjaknya sektor pertambangan menghasilkan rata-rata upah kotor tahunan 

yang lebih tinggi untuk pegawai Indonesia sebesar 61% (2006) da!am rnata uang 

US$. Hal ini terutama disebabkan oleh manfaat tambahan yang diterima sebagai 

hasil dari kenaikan produksi serta penjualan. Secara keseluruhan, upah kotor 

tenaga kerja meningkat 49% atau Rp 6,314 triliun pada 2006. Pada 2005 upah 

kotor tenaga kerja tercatat Rp 4,251 triliun. 

Jumlah pegawai yang dipekerjakan pada 65 perusabaan tarnhang itu mencapai 

38.030 orang, meningkat 3% dihandingkan 2005 yang hanya 36.817 orang. Jum!ah 

Hu mencakup individu dengan kontrak tenaga kerja yang secara Jangsung 

disupervisi oleh perusahaan. Seda.ngkan individu yang dipekerjakan secara tidak 

langsung (melalui kontraktor dan pemasok) tidak tennasuk di dalamnya. Hal ini 

ibarat 'darah segar' yang ditransfusikan ditengah sernpitnya lapangan pekerjaan di 

Tanah Air. 

4.4.1. Kontribusi Bagi Pembangunan Nasional 

Kontribusi sektor pertambangan terhadap negara pada dasamya dimulai 

dari masa penjajahan Namu pada saat itu kontribusl sektor ini hanya lebih untuk 

kepentingan penjajah semata. Dalam masa penjajahan Belanda, hasil 

pertambangan digunakan untuk pembaogunan Negeri Belanda. dan pada masa 

penjajaban Jepang, kontrlbusi sektor pertambangan digunakan sebagai sumber vital 

untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada kedua masa penjajahan ini, 

hasil pertambangan tidak dapat dinikmati atau dimanfaatkan untuk kepentingan 

rakyat Indonesi~ bahkan dapat dikatakan bahwa kontribusi dari pengerukan 

kekayaan alam Indonesia lebih banyak menyengsarakan rakyat. 

Pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950, sejarah pcrjuangan bangsa 

Indonesia berada pada masa revolusi flsik. Pada masa~masa ini, kontribusi dari 

sektor pertamhangan juga belum berartJ terhadap pembangunan dan kelangsungan 

hidup hangsa, sehab pada masa ini dilakukan politik dan taktik humi hangus 

terhadap berbagai instaJasi usaha pertambangan dan energL Tujuannya adalah -, 
meneegah agar tidak dimanfaatkan oleh Netherlands Indies Civil Administration 

(NICA) Belanda yang bcrusahaa menduduki kemha!i Indonesia. Selain ancaman 
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dari luar tadi, juga pemerintah masih menghadapi berbagai rongrongan dari 

pemberontakan di dalam negerL 

Kemudian pada tanun 1951-1965, meskipun masih diwarnai dengan gejolak­

gejolak politik sampai dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI tahun 1965, namun 

kontribusi sektor ini sudah menunjukan kemajuan yang menonjol. Kemajuan ini 

ditandai dengan kebljaksanaan nasional yang menetapkan sektor pertambangan 

menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

besar terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat selurubnya. 

Pada masa orde barn se1ama 32 tahun dan masa refonnasi sekarang ln~ kontribusi 

sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat 

sangat besar dan terus menerus mengalaml peingkatan. Pda Pembangunan Jangka 

Panjang 25 Tahun Tahap Pertarna (PJPT !), bahan galian utama masih bertumpu 

pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi, disamping beberapa bahan 

galian non migas seperti batubara, tembaga, tiruah~ nikcl, bauksit. aluminum, pasir 

besi, emas dan perak. Subsektor migas merupakan tulang punggung perekonomian 

Indonesia sebab hampir 70% devisa negara dihasi!kan dari subsektor migas. 

Akhir -akkhlr inl kontribusi sektor pertambangan semakin dirasakan setelah teijadl 

krisis moneter yang bcrlanjut menjadi krisis ekonomi yang salah satunya dipicu 

oleh menurunnya nHai tukar rupiah. Dlaam kondisi yang demikian. satah satu yang 

dapat membantu menyelamatkan perekonomlan negara yang semakin terpuruk 

adalab usaha peningkatan ckspor berbagai komoditas~ tentu saja salah satunya 

adalah komoditas bahan galian yang akan menghasilkan devisa. Dengan adanya 

gejolak moneter berupa peningkatan nilai dollar AS terhadap rupiah dan mala uang 

lainnya, maka nilai ekspor komoditas bahan galian daapt dijadikan andalan dapat 

digunak:an untuk memperkecil defisit transaksi berjalan. 

Perolehan nasional dari sektor pertambangan dapat dikatakan multidemensional~ 

yaitu antara lain mampu menopang program industria!isasi mela1ui penyed!aan 

bahan baku bagi industri dalam negeri, mampu menyediakan sumber energi primer 

yang penting seperti minyak, gas, dan batubara. Selain itu, sektor ini juga mampu 

rneningkatkan penerhnaan negara dan devjsa, meningkatkan dan memeratakan 

pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas~luasnya kesempatan berusaha 

dan beke~a sama serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 
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Penggunaan sumber daya mineral dan energi sebagai salah satu modal dasar 

bangsa, diarahkan menjadi pendorong utama dan penggerak pembangunan 

ekonomi, terrnasuk sarana dan prasaranannya. 

Sebagai gambaran betapa besar kontribusi sektor pertambangan dalarn 

pembangunan nasional dapat dilihat oada keterangan pemerintah tentang RAPBN 

setiap taln.m anggaran yang disampaikan oleh Presiden dl depan sidang paripurna 

DPR. Penerimaan negara dari sektor pertambangan yang dimaksud adalah 

penerimaan negara non pajak 

4.4.2. Kontribusi Bagi Pemb.angunan Daerab 

Pengusahaan pertambangan. memmki peran yang strategis dan kontribusi 

yang besar terhadap pembangunan di daerah. Sebab dengan pengusahaan 

pertambangan di daerah, otomatis akan terbentuk komunitas baru dan 

pengembangan wHayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi barn di wilayah 

kegiatan pengusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah yang demikian akan 

membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, sebab masyarakat pencari 

kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru. '" 

Dengan demikian lam bat laun jasa-jasa lainnya akan tumbuh baik jasa yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pengusahaan pertambangan. 

Akhirnya interaksi dari sektor jasa-jasa tersebut. akan semakin berkembang serta 

tidak terlalu terikat dengan kegiatan pengusahaan pertambangan (mandiri). Dengan 

demikian, selain pengembangan witayah juga pengembangan kegiatan ekonomi 

yang belum berkembang. Perkemba.ngan sektor ekonomi dimaksudkan untuk 

menopang atau mendukung kebutuhan dasar para karyawan pcrusahaan 

pertambangan. 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, membutuhkan 

dana besar untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat. Di antara sektor­

sektor yang lain, pertambangan terbuk!i telah memberikan sumbangsih besar 

188 Witayah pengusahaan pcttambangan bagaikan kampung mali ditengah hutan yang 
disulap menjudi kota. bam dan dilengkapi dengan sarn.na dan prasara.na penunjang sepcrti 
lelekomunikas~ transportasi (bandar udara dan pclabuhan laut}. perbangkan. pasar dan pusat 
perbe.lanjaan, hotel berbi:ntang serta tcmpat biburan OOrupa club-club malam yang mewamai 
kchidupan malam sebuab kota bam di !engah hutan. Pcnduduk kola baru tcrsebut sangat hetcrogcn 
{majemuk) hidup di dalamnya bcrbagai etnis bangsa serta Jatar bclakang budaya dan agama yang 
bert>eda. 
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dalam mengembangkan daerah-daerah terpencil, membangkitkan geliat 

perekonomian rnasyarakat, dan rnembawa kemajuan yang signifikan pada wilayah 

yang sebelumnya tak tersentuh. 

Sumbangsih tersebut terasa makin nyata tatkala otonomi daerah berlangsung sejak 

1999 silam. Ratusan daerah miskin bangkit menjadi sentra kegiatan ekonomi yang 

maju, seiring berlangsungnya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

alam pertambangan. Bukan hanya dalam bentuk penyerapan pegawai} 

pertambangan juga me,nbawa kemajuan pendidikan, kesehatan, dan teknolog~ 

yang berujung pada kemakmuran. Sejumlab yayasan sosial juga bermunculan dan 

tumbuh membangldtkan kesejahteraan. 

Dari survey yang dilakukan Majalah Tambang , rata-rata responden pertambangan 

memberikan nilai positif terhadap sepuluh pertambangan terkemuka di Indoensia 

dalam hal community development . Beberapa perusahaan mengalokasikan 

sejumlah dana dari tahun ke tahun semakin besar, dengan peningkatan 

spektakuler. 189 

Peningkatan juga teQadi pada sumbangsih tambang terhadap aktivitas penelitian 

dan pengembangan yang mencapai US$ 4,678 juta pada 2006. Naik 56% 

dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US$ 2,995 juta. Sedangkan kenaikan 

bersih dari akumulasi penyisihan cadangan untuk reklamasi dan penutupan 

tambang juga menJngkat 22% atau US$ 78,259 juta pada 2006, dibandingkan pada 

2005 yang hanya US$ 63,885 juta. Sementara pengeluaran untuk pelatihan 

pegawai turun 7% dari Rp 273 miliar peda 2005 menjadi Rp 255 miliar pada 2006. 

Lebih dari lima tahun terakhir, tercatat 65 perusahaan pertambangan di Indonesia 

telah mengeluarkan lebih dari Rp 4,7 triliun untuk berbagai aktivitas yang terkait 

dengan kepentingan umum. Peningkatan ini secara umum sejaJan dengan 

peningkatan laba yang dilaporkan industri pertambangan. Dengan demikian, ketika 

industri pertambangan membaik maka masyarakat di sekJtarnya juga ikut 

menikmati dan daeralt yang bersangkntan berangsur menjadi makmur. 

HI? PWC mcnc.:ita! tollJ.l pcngeluaran 1rt1tuk pcngcmO::mgan dacrah dan kcma.:.-yamkataJ!, 
scrta komribtiSi untuk amal dan untuk yayas.1n oirl::~bn tcnlS meningkat scjalan deng:m 
kccondenmg:m naikn,\'a h.1rgn (l1n produks.i komodiL'\S pcrtamb2ngan, sepanjaug 2005~2006. 

Smutmngan amal dan kontribusi P'dda yay!.l&."lti tlirlaha !ere-alai sebcs:u Rp 113 miliar (pad:1 2006), 
rneningkat .+9% dib3ndingkrm 2005 yang hanya Rp Rp 16 miliar. Pcngclnaran ontuk kcgiaran 
pcngcmbang:m daenill dan kcmasyarak.atan ;.'aug dilaporkau di 1ahuu 2006 ndalah Rp 991 miliar 
aum muk26% dibandingkan 200.5 yang hanya Rp Rp 784 miliar. 
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Dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan memberikan manfaat ekonomi 

langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah di tingkat pusat, 

daerah dan Indonesia secara keseluruhan. Manfaat langsung termasuk kontribusi 

lazirnnya suatu perusahaan kepada negara, mencak:up pajak) royalti, dividen, luran 

dan dukungan langsung lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung antara lain 

adalah pembangunan ~_arana dan prasatana seperti rumah sakit, sekolah, pelabuhan 

taut, airport dan penyedia lapangan kerja yang sekaligus dapat merupakan sarana 

alih teknologi pada bangsa Indonesia. Pada tallUn 2008, sektor ESDM memberikan 

kontribusl dalam penerimaan sebesar Rp. 349.477,30 mi1iar atau sekitar 36% dari 

total penerimaan Negara. Sedang lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak 

langsung, yang bisa disediakan mencapai l. 752.956 pekeija. 190 

4.5. Kesejahteraan dan Kemakmnran Rakyat 

Seluruh kegiatan pertambangan adalah untuk derni kemakmuran rakyat dan 

kesejahteraan rakyat Istilah kesejahteraan rakyat yang dikaitkan dengan tujuan 

pengusaan negara atas kekayaan alam nasional, bersumber dati katimat sebesar­

besamya kemak:muran rakyat. Kemakmuran rakyat mempunyai pengertian yang 

lebih sempit dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat, sebab kemakmuran rakyat 

lebih berorientasi kepada kemampuan ekonomi rakyat. Artinya ukuran 

kemakmuran rakyat atau suatu kelompok masyarakat selalu yang menjadi tolok 

ukumya adalah kemampuan ekonomi (penghasilan dan kebutuhan hidup). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mendeflnisikan kata mak:ml..!r: serba kecuk:upan, tidak 

kekurangan. Dan kata kemakmuran: keadaan makmur. Kata sejahtera berarti: aman 

sentosa dan makmur1 selamat terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran, 

sedangkan kata kesejahteraan: keadaan sejahter~ keamanan, keselamatan, 

ketentraman dan ketenangan hidup. 

Berdasarkan perbedaan pengertian antara kata k:emakmuran dan kesejahteraan, 

maka penulis akan menggunakan kata kescjahteraan dengan asun:~i J?.ahwa makna 

kescjahteraan di dalamnya terkandung pengertian kemakmuran. Pengenian 

tersebut sejalan dengan konsep Kesejahteraan yang diajukan oleh Jeremy Bentham 

''*~ Pumomo Yusgiantoro, L\IF Prediksi Perlumbuhan Ekonomi Indonesia 3,5%, 
DepartemenEnergi dan Swnber Daya Minernt < ·www.esdm.gn..id> 
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yang mengatakan: "Kesejahteraan adalah kebabagiaan yang diukur dengan 

banyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan." 191 Dalam kaitannya dengan 

kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat, Bentham menyebutkan untuk 

mencapai kesempurnaan kenikmatan yang akan memperbesar keseluruhan 

kebahagiaan sosial, ada empat syarat yaitu: (1) tersediannya bahan-bahan 

kebutuhan pokok, (2) menghasilkan kelimpaban/ kekayaan, (3) diusahakannya 

kesamaan dan ( 4) teljaminnya keamanan. 

Pengertian demikian berbeda dengan kesejahteraan rakyat, menurut Agus 

Sumule192 yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat da1am arti pengakuan 

atas hak-haknya, pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar di dalam berbagai 

pembicaraan yang menyangkut kepentingannya, Berdasatkan kedua pengertian 

kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari optik pengakuan atas hak-haknya dan 

perlindungan keamanannya serta dilibatkan dalam setiap pembicaraan yang 

menyangkut kepentingannya_ 

Akan tetapi melibatkan masyarakal dalam proses pembangunan tanpa dipersiapkan 

dan diberdayakan Jebih dahulu, sering berujung pada bencana ketimbang manfaat. 

Dalam rangka memberdayakan masyarakat, maka hasil pembangunan harus 

memberikan manfaat terutama kepada rakyat keba nyaka.T\, Sebab pembangunan 

apapun yang dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan manfaat kepada 

rakyat adalah pembangunan yang gagal. Sejalan deP.gan itu, Proklamator Bung 

Hatta jauh sebelumnya pernah berkata, "Kemerdekaan Indonesia tidak akan ada 

artinya. jika rak:yat tetap menderita. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang dikaitkan dengan 

kontribusi perusahaan pertarnbangan, maka dapat ditarik beberapa malkna dari 

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagai beril<ut: 

l. Dari aspek hukum berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalarn 

pengusahaan pertambangan; bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan atas 

halk-hak adat masyarakat atas lahan dan sumber daya alam (semacam 

pemegang saham), sehingga rakyat berhak mendapatkan manfaat jangka 

panjang atas digunakannY, lahan dan sumber daya alam mereka. 

191 Macpherson, C.B. (ed), Pemikiran Dasar teniang Hak Milik, (alill bahasa: C. 
Woekirisari dan Haryono), (Jakarta: YLBHI, 1989) him. 50. 

I'Y.! Agus: SumuJe, R£struklurisasi dan Reorienlo.si Perelr.onomian Irian Jaya, (Timika: PI' 
Freeport Indonesia, 19~8)hlm. 15. 
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Konsekuensi atas pengakuan atas hak-hak mereka, rakyat dilibatkan dalam 

setiap pembic.araan yang menyangkut pemanfaatan lahan dan sumber daya 

a tam yang mereka telah kuasai secara turun menurun 

2, Dari aspek fisik berarti rakyat berhak menikrnati sarana dan prasaranal 

fasilitas yang dibangun oleh perusahaan pertambangan. 

3. dari aspek non fisik berarti perusahaan pertambangan menciptak:an 

Iapangan kerja dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

dan kemampuan hidup masyarakat; 

4. dari aspek ekonomi berarti meningkatkan dan menumbuhkan 

perekonomian rakyat dan memberlkan kontribusi, baik 1angsung maupun 

tidak langsung bagi perekonomlan negara. 

Kontribusi perusahaan pertambangan terhadap kesejahteraan rakyat, secara umum 

dapat dibagi menjadi dua yaitu: kontribusi langsung dan kontribusi tidak Iangsung. 

Kontribusi langsung sektor lni pada umumnya dirasakan atau dinikrnati oleh 

masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan, 191 tetapi juga dapat rnerasakan 

langsung dapat negatif yang akan timbu1 akibat pengusahaan pertambangan, 

Misalnya dari aspek hukum, mereka yang memenuhi syarat dapat tedibat langsung 

dengan menjadi karyawan pada perusahaan pertambangan atau mendapatkan dana 

recognisi karena tanahnya dimanfaatkan oleh pengusahaan pertambangan, Dari 

aspek ekonomi masyarakat dapat menjadl mitra usaha dengan menyediakan 

kebutuhan primer atau sekunder perusahaan atau karyawan perusahaan 

pertambngan, Sementara ltu, kontrlbusi tidak Iangsung terhadap kesejahteraan 

rakyat adalah melalui penerimaan negara ~aik iuran pertambangan, pajak maupun 

non-pajak serta pungutan lain, Penerimaan negara tersebut digunakan oleh 

Pemerintah untuk mernbiayaai pelaksanaan pembangunan bagi seluruh rakyat 

indonesia. Karena begitu dekatnya hubungan manfaat pertambangan bagi 

kemakmuran rakyat maka pengaturan perundang-undangan yang rnengatur 

pertambangan akan sangat berpengarull bagi kemakmuran rakyat. 

~~-------------
193 Kontribusi langsung pengttSahaan pertambanganterhadap kesejahte:raan rakyat setempat 

tercakup dalam program local and community development yang dikembangkan oleh set.iap 
perusahaan ckstraktif sumbcr daya alrul\ ten:msuk pengusahaan pertambambangan. Program 
tetsebul. merupakan investasi sosial yang secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja 
produksi perusallaan, scbab investasi sosial dapat meughllangkan atau mengurnngi konflik an1ara 
pcrusahaan deng;m rnasyarakat sckilar pengusalman pert.ambangan. 
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Suatu hukum pertambangan yang tidak menciptakan iklim lnvestasi pertambangan 

yang baik, menyebabkan kurangnya kemakmuran rakyat yang sebenarnya dapat 

diciptakan. 

4.7. Analisa Perbandingan Kontrak Karya dan Izin Usaha 

Pertambangan 

Hukum pertambangan baru dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara 

mengganti sistem Kontra.k Karya dengan Iztn Usaha Pertambangan, Beberapa 

perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut antara lain adalah: 

1'ertama dari segi istilah, Kontrak Karya sesuai dengan Pasal 8 ayat (!) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan lzin Usaha Pertambangan sesuai 

dengan Pasal I ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Keduanya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mengatur dan memberikan izin dalam 

pengusahaan pertambangan mineraL 

Kedua, dari segi prinslpal atau pemberian izin; pada pola Kontrak Karya, 

Pemerintah RepubJik Indonesia adalah sebagai prinsipalnya, dan sebelum disetujui 

oleh Presiden, terlebih dahulu dikons-uitasikan dengan Dewan Pewakilan Rakyat. 

Da!am sistem Izin Usaba Pertambangan tidak: disebutkan persetujuan Presiden atau 

DPR dan hanya disebutkan bahwa Izin Usaha Pertmbangan (!UP) diberikan oleh 

bupati/walikota apabila witayah !UP (WIUP) berada di dalam satu wilayah 

kabupatenlkota; gubernur apabila WIUP herada pada lintas wilayah 

kabupatenlkota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari 

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan dan Menteri apabila WIUP berada pada liittas wilayah provinsi setelah 

mendapatkan rek:omendasi dari gubemur dan bupatilwalikota setempat sesual 

dengan ketentuan peraturan perundang~undangan. Nyhart daiam teorinya 

menyatakan pentingnya pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan yaitu 

adanya unsur stabilitas (stability) sebagaimana diuraikan di muka. Seperti yang 

telah dijabarkan dalarn BAB 11, bahwa umur dari tarnbang untuk mendapatkan 

suatu temuan dalam eksplorasi dan produksi adalah sangat lama. sedangkan posisi 

kepala daerah, dan mentcri yang telah memberikan izin terbatas. Karena IUP tidak 

memberikan jaminan yang tetap, unsur stabiHtas pun sangat kurang. Namun jlka 
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kita melihat teori Posner, IUP telah memenu hi persyaratan nilai dan efisiensi 

karena full jauh lebih sederhana dan efisien dad sisi administrasi dibanding 

dengan Kantrak Karya, meskipun memiliki banyak kelemahan dalam hal kepastian 

hukum dan hal penyelesaian sengketa yang timbul. 

Ketiga, para pihak; pada pol a kontrak karya, perjanjian atau kontrak pengusahaan 

pertarnbangan terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari dua pihak yaitu 

kehendak Pemerintah dan kehendak pengusaha pertarnbangan. Pemerintah dalam 

hal ini bertindak sebagai regulator sekaligus pihak yang setara dalam kontrak. Hal 

ini sebenamya yang rnenjadl dasar utama dalam penysunan UU Pertambangan 

Mineral dan Batubara dengan sistem lzin Usaha Pertambangan. Pada sistem IUP~ 

hanya ada satu pihak, yakni pihak pemberi izin adalah Pemerintah yaitu bupati/ 

walikota, gubernur atau menteri, tergantung dari keberadaan lokasi WIUP, 

Jika kita kembali ke teori yang dijabarkan diatas, dalam !UP yang berperan 

memberikan izin adalah satu pihak yaitu pihak pemerintah sehingga hukum kurang 

dapat berperan dalam menciptakan keseimbangan (balance) dalam pembangunan 

ekonomi antara pemerintah dan pengusaha khususnya keseimbangan daiam 

menyelesalkan sengketa sebagai salah satu fungsi dari sistem hukum. dan hal ini 

akan berkaitan dengan inislatif pembangunan ekonomi demJ kemakmuran rakyat. 

KeempatJ calrupan; Kontrak Karya mencakup kegiatan eksplorasi 

sekaiigus kegiatan eksploitasi atau produksL IUP diberikan secara terpisah dengan 

memisahkan kedua fase kegiatan pertambangan yakni WP Eksplorasi dan IUP 

Produksi Dengan dfpisahkannya IUP daJam dua tahap diatas, maka hukum kurang 

dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakab bukum itu dapat 

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan dalam 

memprediksi dan merencanakan langkah~langkah usaha dan kegiatan-kegiatan 

ekonorni yang harus dan akan dilaknkan untuk proyeksi pengusahaan 

pertambangan. Apakah dengan biaya eksplorasi yang besar dan resiko kegagalan 

sangat tinggi pemilik J.U1> Eksplorasi mendapatkan kepastian J.U1> Produksi? Dalam 

hal ini budaya hukum sangatlah berperan dalam menentukan kepastian hukum. -, 
Bagaimana jika J.U1> Eksplorasi telab didapatkan, pengusaha melakukan eksplorasi 

dengan biaya besar, dan temyata pada saat akan mengajukan J.U1> Produksi kepala 

daerab telah diganti? Adakah suatu jaminan hnkum? Jika UU Pertambangan 
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Mineral dan Batubara menjamin balrwa pemllik IUP Eksplorasi akan mendapatkan 

!UP Produksi, lalu mengapa kedua izin ini dilakukan secara terpisah? 

Kelima, pihak penaoam modal; Kontrak Karya hanya diperuntukan bagi 

penanaman modal asing. sedangkan IUP herlaku baik bagt penanam modal asing 

dan juga bagi penanam modal dalam negeri tanpa ada perbedaan. 

Dalam hal ini terdapat aspek keadilan (fairness), seperti. perlakuan yang sama bagi 

semua orang atau pihak di depan hukum> perlakuan yang sa.ma kepada semua 

orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh baoyak ahli ditekankan 

sebagai syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar dan mencegah 

birokrasi yang berleblhan. Dalam kaitannya dengan aspek keadilan disini. maka 

faktor accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta 

perhaikan sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam 

rangka menarik investor 

Keenam, hukum dasar; Kontrak Karya memiliki dasar hukum perjanjian. 

illP bedasarkan hukum administrasi negara (HAN) sehingga Kontrak Karya 

berdasarkan asas kesepakatan sedang dalam Izin Usaha Pertambangan hanya ada 

satu pihak yaitu Pemerintah sebagai pemberi izin. 

Ketujuh, penyelesaian sengketa; Kontrak Karya mengatur dengatl jelas hal 

penyelesaian sengketa, dan biasanya melalui arbitrase luar negeri atau dalam 

negeri sesuai kesepakatan pengusaha pertambangan dan Pemerintah. Sedangk:an 

!UP tidak meogatur penyelesaian sengketa. Pasal 154 UU Pertarnbangan Mineral 

dan Batubara menyebutkan bahwa Setiap sengketa yang muncul dalam 

pelaksanaan WP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang~undangan. Kata 'dan' dalarn ketentuan 

'pengadilan dan arbitrase' dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa hams 

dilakukan dalam dua lembaga, yaitu di pengadilan dalam negeri dan juga harus 

melalui arbitrase di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang belaku. Dan kembali ke teori hukum kemarnpuan prosedural 

(procedural capability) dilihat dari kemampuan prosedur yang diciptakan oleh 

suatu sistem hukum dalam menye[esaikan masa~ yang dibawa kepadanya. IUP 

tidak mengatur peradilan trihunal (court of administratif tribunal), penyelesaian 

sengketa di luar pengedilan (alternative dispute resolution), dan tidak mengatur 
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penunjukan arbiter konsiliasi (conciliation) serta lembaga-lembaga yang berfimgsi 

sama dalam penyelesaian sengketa. Seluruhnya dikembalikan pada pengadilan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat berlakunya IUP. Pada dasarnya 

investor tidak akan tertarik jika prosedural hukum tidak dapat ditegakkan secara 

pasti Berkaitan dengan hubungan antara definisi·arbitrase diatas definisi yang juga 

telah dijabarkan; izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan 

oJeh pemedntah, dan dalam hallnj izin tidak mungk.in diadakan suatu persesuaian 

kehendak, dan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari penjabaran ini dapat disimpulkan 

bahwa karena izin adalah suatau perbuatan hukum sepihak dari pemerintah, maka 

penyetesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan pada sistem 

perizinan. 194 Di Indonesia keadaan ini sangat lemah dalam rangka upaya menarik 

investor. Selain tidak adanya kepastian dalam pengaruran penyelesaian sengketa 

dalam UU ini, secara hudaya hukum juga putusan-putusan badan peradilan yang 

tidak terprediksi, termasuk prosedur penyelesaian sengketa perhurnhan yang 

kurang efek:tif dapat mengurangi kepercayaan investor. Prof Hikmahanto Juwana 

mengatakan bahwa kelemaban utan1a dati UU Pertambangan tviineral dan Batubara 

adalah adalah helum terujinya (tested) undang-undang ini dalam praktek. Hallni 

mengingat berbagai ketentuan dibuat tanpa memperhatikan secara akurat kondisi 

yang ada. Para pembentuk UU diduga lebih banyak menggunakan perasaan 

(feeling) dan keputusan politik daripada falrta yang ada di lapangan. Pemetaan 

yang seharusnya ada dalam Naskah Akademik kemungkinan tidak terungkap. Atau 

bila telah terungkap dengan baik besar kemungkinan terabaikan oleh pembentuk 

UU karena domlnannya unsur pofitis. Ter1epas dari itu, sekarang yang harus 

dilakukan adalah memantau pemberlaknan undang-undang ini. Semua pihak yang 

terkait harus mengawal penyusunan PP sebagai pelaksana UU tersebut yang harus 

dibuat pemerintah dalam satu tahun. 

---~-~-----
194 Kecuali dlbuat k<mJbali suatu petjaoji.;m Atbitrase tersendiri, yang dibuat secara tertuJis 

ole!\ para pihak yang bersengketa :;;aitu pernerinlah dan penanam modal penambangan setclah 
tirobul sengketa (Akta Komprontis). Namun pengccunlian in! juga akan mengembalikan posisi 
neg:ara menjadi sejajar dengan penanam modal atau pengusaha., dengan dibuatnya suatu kontrakl 
perjanjian arbitrasc yang sebcnamya telalt dihindari dengan diubahnya sistom Kontrak Karya 
r;tenjadi sislem Jzin Usaha Pertambangan. 
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Dari basil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpu1an bahwa dari segi 

kesetaraan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam 

usaha pertambangan, sistem lzin Usaha Pertambangan atau IDP ini lebih baik, 

karena tidak adanya pembedaan. Demikian juga dari segi efisiensi hukum. IUP 

jauh lebih efisien dari segi birokrasi kepengurusan administrasinya. Dari segi 

struktur hukum, UU Pertarnbangan Mineral dan Batubara telah mengatur 

kewenangan-kewenangan yang terkait dalarn pemberian IUP, narnun dalam hal 

penetapan wilayah usaha pertambangan, undang-undang ini belum memiliki 

pengaturan yang jelas sehingga adanya peraturan pemerintah yang melengkapinya 

dengan jelas sangat diperlukan. 

Penanaman modal dalam pengusahaan pertambangan, memerlukan hukum 

dan institusi hukum yang kondusif. Dalam hal ini, kepastian hukum merupakan 

unsur yang sama pentingnya. dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi, 

Sisi yang paling lemah dalam menjarnin kepastian hukum dari strukrur dan 

substansi UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalal• tidak adanya 

pengaturan penyelesaian sengketa yang baik. Undang-undang ini menetapkan 

bahwa setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam 

negeri, narnun perizinan adalah suatu petibnatan hukum sepihak dari pernerintah, 

sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan pada 

sistem perizinan. fzin Usaha Pertarnhangan tiduk dapat mengatur penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution}, dan tidak mengatur 

penunjukan arbiter konsiliasi (conciliation) serta lembega-lembaga yang berfungsi 

sama dalarn penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu hanya ada satu cara yaitu 

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dikasasi. Sehingga 

kcputusan mengganti sistem Konttak Karya dengan sistem Perizinan dengan tidak 

adanya penyelesaian sengketa belum dapat memberikan kepastian hukum dalam 

bidang pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini juga menyimpulkrul 

bahwa kontribusi pertambangan terhadap kesejahteraan rnkyat adalah sangat besar. 

Dan hasilnya juga digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bagi selmuh rakyat 

Unlvet$Has lndonesla 

I 
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indonesia. Karena begitu dekatnya hubungan manfaat pertambangan bagi 

kemakmumn rakyat maka pengaturan perundang-undangan yang mengatur 

pertambangan akan sangat barpengarub bagi kemakmuran rakyat. Suatu hukum 

pertambangan yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menciptakan i!dim 

investasi pertambangan yang baik, menyebabkan penggnnrum somber daya 

pertambangan mineral dan batubara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak 

maksimal dari yang sebenamya dapat diciptakan. 

5.2. Saran 

Dengan digantinya suatu sistem Kontrak karya menjadi Izin Usaha 

Pertarnbangan, maka teljadi perubahan mendasar dari hukum dalam pengatnran 

pertambangan. Secara teori, negara da.pat mengintervensi kebebasan berkontrak 

dari para pihak. Namun seharusnya, perumus Undang-Undang dapat berpikir dan 

berbuat sesuai kondisi dan knnteks di Indonesia. Mengntip pemyataan Hikmahanto 

Juwana195
: "'Sekarang siapa yang butuh investasi. Indonesia atau Investor. Jika 

Indonesia roasih membutuhkan investor, ketentuan itu (!UP) membuat investor 

tidak mau datang ke Indonesia,". Hal ini juga terkait ketiadaan prediktibilitas dan 

kepastian dalam huknm pertambangan Indonesia 

Karena dalarn usaha pertambangan membutuhkan dana yang sangat besar 

dan tenaga dengan keahlian tinggi, negara masih memiliki keterbatasan sumher 

daya dan dana untuk mengelola secara langsung sumber bahan tambang yang 

terkandung di wilayah Indonesia inL Untuk itu masih diperlukan modal asing 

untuk membantu Indonesia da!am memanfaatkan sumber-sumber bahan galian 

dalarn rangka sebesar-besar kemakmuran nakyat Modal pertambangan akan datang 

ke Indonesia jika ada suatu iklim hukum pertarnbangan yang kondusif. Dalam 

pembahasan di atas, !UP belum memberikan kepastian hukum yang lebih baik 

daripada Kontmk Karya sebingga sulit bagi penanarn modal besar pertambangan 

untuk memutuskan untuk menanam modal di Indonesia dengan sistem IUP ini. 

Namun memang dari sisi efisiensi birokmsi, !UP adalah yang lebih efisien. 

l!l!l http:f!hukutnonline,corn, Tllrup Pintu Arbitrase lnlernasional, 26 November 2001. • 
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Untuk memperbalki kepastian huknm dalam bidang perlllmbangan mineral 

dan batubara perlu adanya perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara 

khususnyn yang dapat mengakomodasi fungsi huknm penyelesaian sengketa dan 

mekanisme pemberian wewcnang yang lebih mengakomodasi kepentingan 

nasional dengan harus adanya fungsi hukurn sebagai kontrol sosial yang lebih baik 

dan tetap mempertahankan suatu sistem huknm yang efisien dan ekonomis. 

IUP diberikan dengan semangat desentralisasi yaitu oleh kepala daerah. 

Tidak sedikit, efek samping dari desentralisasi justru bertolak belakang dengan 

tujuannya, seperti kuranguya koalitas pelayanan publik di daerah. Mendapati 

realitas demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kebijakan 

desentralisasi pemberian izin usaha pertambangan itu perlu diikuti kebijakan­

kebijakan Jain beserta penguatan dan pendidikan hukum bagi masyamkat (civil 

society). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia. 

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negru-a dan hak penguasaan 

negara berisi wewenang untuk mengatux, mengWtls dan mengawasi peugelolaan 

atau pengnsahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya 

derni sebesru:-besarnya kemakmuran rakyal. Usaha pertambangan ini memberikan 

manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang besar bagi Bangsa Indonesia. 

yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambab secara nyata 

kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secru-a 

berkelanjutan. Huknm pertarnbangan merupakan cerminan kebijakan suatu negara, 

konteks politis dan ekonomi suatu negara akan sangat menentukan bagaimana 

rekonsiliasi kcpentingan ekploitasi sumber daya mineral dilakukan, apakab 

menekankan pada sektor investor swasta atau menekankan pada negara dalam 

pengembangan suruber daya mineral ini, sebingga perbaikan huknm peitambangan 

mineral dan batubara perlu dilakukan demi sebesar·besar kemakmuran rakyat. 
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